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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk mewujudkan program Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
2023-2026 yang dijabarkan menjadi kegiatan, perlu
disusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang berpedoman pada arah kebijakan dan
sasaran pokok RKPD dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jambi, sebagai satu
kesatuan yang utuh dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

17.

18.

19,

20.

21.

22,

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan  Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Sarolangun Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2006 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2023 — 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2022 Nomor 17);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Bappeda adalah Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan adalah Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) Tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah Dokumen Perencanaan
Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-
OPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran /Pengguna Barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD
adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan Daerah.

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.



21.

(1)

(3)

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan (output) dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tahapan Penyusunan RKPD terdiri atas :
a. persiapan Penyusunan RKPD;

b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;

c. penyusunan Rancangan RKPD;

d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;

e. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.

RKPD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP

Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
. persiapan Penyusunan RKPD;
. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
. musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan;
. musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
. forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah;
forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
. musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
Kabupaten;
. penyusunan Rancangan Akhir RKPD; dan
penetapan RKPD.
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BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024,
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), Hasil
Kesepakatan Musrenbang Kabupaten dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kabupaten Sarolangun, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas Daerah.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan menjadi

pedoman bagi :

a. Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2024;

b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024;

c. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(R-APBD) Tahun Anggaran 2024.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN KINERJA

Pasal 4

OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan
dan indikator kinerja masing-masing program.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD
yang bersangkutan.



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun
menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KU APBD), Prioritas
Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) dan Rencana Kerja dan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2024 hasil
pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Sarolangun dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 7 ulr 2023

Pj- BUPATI SAROLANGUN,
!

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
ggal 7 Juir 2023

KABUPATEN SAROLANGUN,

P

%
NG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR
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BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses
yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa
mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku  kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka
waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan
pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif,
efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah
dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis,
dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan
pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang
holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diketahui Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun
periode 2017-2022 berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Mei
2022, bersamaan dengan itu pula RPJMD Kabupaten Sarolangun
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Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 akan berakhir
periodesasinya. Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penyusunan RKPD
Kabupaten Sarolangun mengacu pada Rencana Pembangunan

Daerah Tahun 2023 — 2026.

1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
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Tahun 2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024;

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
rencana kerja pemerintah daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 18

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
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Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun
2021-2026;

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun
2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Sarolangun Tahun 2006-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2014
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2013 - 2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
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31. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun

Tahun 2023 -2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 disusun berdasarkan
pendekatan teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap
program dan kegiatan mana yang dianggap paling bermanfaat dan
disusun dalam skala prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD kemudian
juga dilakukan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan
seluruh segmen masyarakat yang ada di Kabupaten Sarolangun, juga
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah (top-
down) dan dari bawah-atas (bottom-up), yang dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan
dan tingkat Kabupaten Sarolangun.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun
2023 yang disusun melalui metode tahapan perencanaan diatas,
dilaksanakan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang
Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten Sarolangun, dengan
mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap
faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung
maupun tidak langsung terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten
Sarolangun.

RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 merupakan salah
satu sub sistem dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu,
RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 disusun untuk
menjabarkan amanat arah pembangunan yang mengacu pada RPD
Kabupaten Sarolangun 2023-2026 untuk lima tahun ke depan dan
RPJPM Nasional Tahun 2020-2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 secara
umum diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan tahunan
Perangkat Daerah. Antisipasi secara dini ini dilakukan sejak dalam

proses Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang
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Kabupaten. RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 berpedoman
pada RPD Kabupaten Sarolangun 2023-2026.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati
merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman utama dalam proses
penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan
oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi
Renja SKPD. Renja SKPD yang telah disyahkan akan dijadikan
pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang nantinya akan
dijabarkan dalam R-APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Renja-SKPD berpedoman pada
Renstra SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan
masing-masing SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renja-SKPD
merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah
dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah
daerah.

Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana
dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten harus
memperhatikan RKP Nasional, RPJM Nasional, RKP, RPJP Daerah,
RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Selain itu, jika dilihat
hubungan dari dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun
RTRW Kabupaten. RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dengan
dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen
perencanaan pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya
untuk mewujudkan perencanaan pembangnan daerah yang selaras
dan sinergis antara dokumen perencanaan tingkat nasional, provinsi
Kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan nasional dan
daerah dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas keterkaitan hubungan dokumen
RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada

tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat
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Daerah (SKPD) serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat

dilihat pada masing-masing gambar dibawah ini :

Gambar 1.1.

Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran

-
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Gambar 1.2
Proses Perencanaan dan Penganggaran
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Gambar 1.3.
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Tata Ruang Wilayah
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Dalam kaitannya dengan konteks pembangunan yang berdimensi
kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah disinergikan dengan
dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan potensi-potensi
unggulan masing-masing kecamatan di Kabupaten Sarolangun.
Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan
memberikan kejelasan terhadap sasaran dan target objek
pembangunan berbagai macam matra kehidupan yang terdapat di
berbagai wilayah. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan
pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat secara

maksimal di setiap wilayah pembangunan.

1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, yakni sebagai berikut :

1. Untuk menjamin adanya keterkaitan dan konstistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam

jangka waktu satu tahun anggaran.
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2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
memberikan strategi pembangunan daerah dan program
pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin
dicapai selama periode 1 (satu) tahun.

3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
antar pelaku pembangunan.

5. Menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dan juga bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan

program dan kegiatan prioritas pembangunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, adalah sebagai
berikut :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Sarolangun Tahun 2023-2026 kedalam rencana program dan
kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024.

2. Menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sarolangun
Tahun Anggaran 2024.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun
Anggaran 2024.

4. Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran
2024.

5. Terjaminnya konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD
dalam penganggaran.

6. Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah.

7. Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah

di Kabupaten Sarolangun.
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1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sarolangun Tahun 2024 yang mengimplementasikan perencanaan
pembangunan daerah dan penganggaran tahunan, disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB ini menguraikan Gambaran Umum Kondisi Daerah,
Hasil Evaluasi RKPD, serta Permasalahan Pembangunan
Daerah, yang memuat :
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
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BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII. PENUTUP
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BAB II

Gambaran Umum
Kondisi Daerah

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sarolangun secara geografis terletak antara 102°
03°39” sampai 103° 13’17” Bujur timur dan antara 01° 53’39” sampai
02° 4624” Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Batanghari, sebelah Timur dengan Kabupaten Musi
Rawas, sebelah Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan
sebelah Barat dengan Kabupaten Merangin. Luas Wilayah Kabupaten
Sarolangun 5.941 km? yang terdiri dari dataran rendah 5.248 Km?
(85%) dan dataran tinggi 926 Km? (15%). Adapun luas masing-

masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Luas Kecamatan di Kabupaten Sarolangun

Luas Wilayah

Kecamatan Km?2 H A

No
1 Sarolangun 281.07 4.73
2 Singkut 209.78 3.53
3 Pelawan 347.44 5.85
4 Limun 807.11 13.59
5 Batang Asai 926.79 15.60
6 Cermin Nan Gedang 385.46 6.49
7 Bathin VIII 360.84 6.07
8 Mandiangin 748.74 12.60
9 Mandiangin Timur 479.66 8.07
10 | Air Hitam 634.84 10.69
11 | Pauh 759.40 12.78

Jumlah Luas 5.941,13 100,00

Sumber : Pemerintah Kabupaten Sarolangun
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Adapun jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan
adalah Sarolangun — Pekan Gedang sepanjang 118 km, Sarolangun -
Pulau Pandan sepanjang 27.1 km, Sarolangun - Lubuk Resam
sepanjang 28.7 km, Sarolangun - Pelawan sepanjang 13.4 km,
Sarolangun - Sungai Benteng sepanjang 30,4 km, Sarolangun -
Limbur Tembesi sepanjang 23.2 km, Sarolangun — Pauh sepanjang
25.3 km, Sarolangun — Air Hitam sepanjang 77.6 km, Sarolangun -
Mandiangin sepanjang 61.8 km, Sarolangun - Mandiangin Timur
sepanjang 126 km.

Selanjutnya Jarak Antara Kabupaten Sarolangun dengan Kota-
kota Lain dalam Provinsi Jambi adalah Sarolangun - Sungai Penuh
sepanjang 240 km, Sarolangun — Muaro Bungo sepanjang 152 km,
Sarolangun — Muaro Tebo sepanjang 197 km, Sarolangun — Kuala
Tungkal sepanjang 282 km, Sarolangun — Muara Sabak sepanjang
273 km, Sarolangun — Muara Bulian sepanjang 111 km, Sarolangun —
Jambi sepanjang 179 km, Sarolangun — Sengeti 225 km, Sarolangun
— Bangko sepanjang 76 km.

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 Kecamatan dengan 149
Desa dan 9 Kelurahan. Rincian masing-masing jumlah Desa/
Kelurahan pada setiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.2  Jumlah Desa dan Kelurahan di Setiap Kecamatan
Kabupaten Sarolangun

Jumlah
J\ [¢) Kecamatan Desa Kelurahan
1 Limun 16 -
2 Cermin Nan Gedang 10 -
3 Pelawan 14 -
4 Singkut 13 1
S  Sarolangun 10 6
6  Bathin VIII 15 1
7 Pauh 14 1
8 Air Hitam 9 -
9 Mandiangin 18 -
10 Mandiangin Timur 10 -
11 Batang Asai 23
Jumlah 149 9

Sumber : Pemerintah Kab. Sarolangun
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Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan tidak
ada kelurahan serta semua desa berstatus desa perdesaan.
Kecamatan Limun terdiri dari 16 Desa definitif, tidak ada kelurahan
dan semua desa merupakan desa perdesaan. Kecamatan Cermin Nan
Gedang terdiri dari 10 desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua
desa merupakan desa perdesaan. Kecamatan Pelawan terdiri dari 14
Desa definitif dan semua desa merupakan perdesaan.

Kecamatan Singkut terdiri dari 13 Desa definitif, dan 1
kelurahan. Salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa
perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan desa perdesaan.
Kecamatan Sarolangun terdiri dari'10 desa definitif dan 6 kelurahan
yaitu kelurahan Dusun Sarolangun, kelurahan Pasar Sarolangun,
kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung,
Kembang dan Kelurahan Sarolangun Kembang. Dari 16
desa/kelurahan tersebut, 2 desa/kelurahan berstatus desa/
kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolangun dan kelurahan
Sukasari), sisanya adalah desa/kelurahan perdesaan. Kecamatan
Bathin VIII terdiri dari 15 desa definitif dan 1 kelurahan dan seluruh
desa merupakan desa perdesaan. Kecamatan Pauh terdiri dari 14
Desa definitif, 1 kelurahan yaitu kelurahan Pauh dan seluruh desa
merupakan desa perdesaan. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa
definitif dan seluruh desa merupakan desa perdesaan, Kecamatan
Mandiangin terdiri dari 18 Desa definitif semua desa merupakan desa
perdesaan dan Kecamatan Mandiangin Timur terdiri dari 10 Desa
definitif semua desa merupakan desa perdesaan

Secara geografis Kabupaten Sarolangun berada pada posisi
astronomi 1020 03’ 39” sampai 1030 13’ 17” BT dan 010 53’ 39” LS
sampai 020 46’ 24” LS (Meridian Greenwich), dengan posisi
geostrategis terletak di wilayah Barat Provinsi Jambi, di tengah pulau
Sumatera dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera/Trans
Sumatera, serta berdekatan dengan negara tetangga seperti
Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai tujuan ekspor produk

pertanian dan industri pengolahan.

RHRDIAI
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Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 88,51 % wilayah
Kabupaten Sarolangun potensial untuk pertanian. Bentuk wilayah
berombak dengan lereng 3 — 8 % dengan luas 145.039 Ha atau 23,49
% dari luas kabupaten. Di wilayah Kecamatan Air Hitam dijumpai di
sekitar Desa Bukit Suban, Desa Pematang Kabau, Lubuk Jering,
Jernih dan Desa Lubuk Kepayang. Di wilayah Kecamatan Mandiangin
dapat dijumpai di Desa Kertopati, Mandiangin Tuo, Gurun Tuo,
Gurun Tuo Simpang, Mandiangin, Taman Dewa dan Petiduran Baru.
Di wilayah Kecamatan Pauh dapat dijumpai di Desa Semaran, Lubuk
Napal, Lamban Sigatal sampai Desa Sepintun. Di wilayah Kecamatan
Bathin VIII dijumpai di Desa Teluk kecimbung, Batu Penyabung dan
Pulau Buayo. Di Kecamatan Pelawan terdapat di Desa Rantau
Tenang, Desa Pelawan, Desa Batu Putih. Di Kecamatan Singkut dapat
dijumpai di Desa Bukit Tigo, Sungai Benteng, Sungai Gedang,
Perdamaian dan Sungai Merah. Di wilayah Kecamatan Limun
terdapat di Desa Tanjung Raden, Desa Monti, Tanjung Raden sampai
Desa Temenggung Dusun Mengkadai. Di Kecamatan Cermin Nang
Gedang dapat dijumpai di Desa Lubuk Resam, Teluk Tigo. Dan di
Kecamatan Batang Asai dijumpai di Desa Kasiro, Desa Bukit Kalimau
Ulu dan Desa Muara Cuban.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Sarolangun
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a. Bentuk wilayah bergelombang, lereng 8 — 15 % menyebar sekitar

RHRDIAI

18,29 % atau 112.917 Ha. Di Kecamatan Air Hitam dijumpai di
kaki Bt. Suban punai (164 m) dan di sekitar Pegunungan Dua
Belas. Di Kecamatan Mandiangin dijumpai di sekitar Desa Bukit
Peranginan, Petiduran Baru, Guruh Baru, Butang Baru dan
Pemusiran. Di Kecamatan Pauh dijumpai di sekitar Desa Karang
Mendapo. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Singkut dijumpai di
Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di Kecamatan Limun dijumpai
di sekitar Dusun Kampung Pondok, dan di Kecamatan Batang Asai

dijumpai di sekitar Desa Sungai Bemban.

. Bentuk wilayah berbukit kecil, lereng 15 — 25 % menyebar sekitar

40.847 Ha dijumpai di sekitar Bt. Suban (164 m) dan Pegunungan
Dua Belas wilayah Kecamatan Air Hitam. Sekitar Desa Jati Baru di
Kecamatan Mandiangin, Dusun Mengkua, Dusun Rantau Alai,
Desa Ranggo, Dusun Muara Mensao, B. Rebah dan B. Kutur di
Kecamatan Limun. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan
Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di
Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Dusun Batu Kudo,

Desa Pulau Salak Baru, Kasiro Ilir dan Sungai Baung.

. Bentuk wilayah berbukit, lereng 25 - 40 % menyebar sekitar

(=C)

73.487 Ha atau 11,90%. Bentuk wilayah ini paling luas dijumpai di
Kecamatan Limun. Berdasarkan hasil analisis hampir 50 % dari
Kecamatan Limun mempunyai bentuk wilayah berbukit, mulai dari
Dusun Bukit Melintang, Desa Napal Melintang, Desa Lubuk
Bedorong, Bt. Tinjau limun (667 m) sampai Dusun Kampung
Manggis dan Dusun Simpang Melako. Di Kecamatan Batang Asai
bentuk wilayah berbukit dijumpai di Desa Batu Empang, Simpang
Narso, Tambak Ratu, Dusun Renah Pisang Kemali dan Dusun
Rantau Panjang. Di Kecamatan Air Hitam bentuk wilayah berbukit
merupakan Pegunungan Dua Belas, yaitu G. Panggang (328 m) dan
Bt. Kuaran (328 m). Lebih dari 50 % bentuk wilayah Kecamatan
Batang Asai adalah bergunung, lereng > 40 %. Bentuk wilayah ini
dijumpai di sekitar Bt. Huluseluro (964 m), Bt. Bujang (1.957 m),
Bt. Gedang, Bt. Legai tinggi (1.015 m) dan Bt. Raya (626 m).
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2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah telah dirumuskan dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 - 2034. Pola
pemanfaatan ruang Kabupaten Sarolangun meliputi Kawasan
Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi wulama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan, sedangkan wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan
yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi
kebutuhan manusia.

Kawasan budidaya terdiri atas 9 kawasan, yaitu kawasan
peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian;
kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan
pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan
pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan

peruntukan lainnya.

2.1.1.1.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas Kawasan
hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap.
Kawasan hutan produksi terbatas direncanakan seluas 89.358 Ha
meliputi Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan
Pelawan, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin.

Kawasan hutan produksi tetap direncanakan seluas seluas
99.618 Ha tersebar di Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun,
kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Pelawan, Kecamatan

Sarolangun, Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, dan

Kecamatan Air Hitam.
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2.1.1.1.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi
kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan
perkebunan; dan kawasan peternakan.

Kawasan pertanian tanamanan pangan meliputi pertanian lahan
basah seluas 26.622,55 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan di
wilayah Kabupaten; dan pertanian lahan kering seluas 36.026 Ha
yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten; dan
Kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 48.145 Ha atau 80
persen dari luas lahan pertanian tanaman pangan yang tersebar di
seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

Kawasan hortikultura dengan luas 13.633 (tiga belas ribu enam
ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi: pengembangan sentra sayur-
sayuran di tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; dan
pengembangan sentra buah-buahan tersebar di seluruh wilayah
Kabupaten.

Kawasan perkebunan meliputi pengembangan perkebunan karet
dengan luas 141.300 hektar yang berada di: Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Pauh; Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Limun;
Kecamatan Cermin Nan Gedang Nan Gedang; Kecamatan Pelawan;
dan Kecamatan Singkut.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan luas 70.000
hektar yang berada di: Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh;
Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan
Mandiangin; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Limun; Kecamatan
Cermin Nan Gedang Nan Gedang; Kecamatan Pelawan; dan
Kecamatan Singkut.

Kawasan peternakan meliputi: pengembangan sentra peternakan
kerbau berada di: Kecamatan Limun; Kecamatan Cermin Nan
Gedang; dan Kecamatan Batang Asai dan kawasan pengembangan
sentra peternakan Sapi berada di: Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Pelawan; Kecamatan Pauh; Kecamatan Mandiangin;

Kecamatan Air Hitam; dan Kecamatan Bathin VIII.

[
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2.1.1.1.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi: kawasan peruntukan
perikanan tangkap; kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
prasarana perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap berupa perikanan
tangkap sungai berada di: sepanjang Sungai Batang Tembesi;
sepanjang Sungai Batang Asai; dan sepanjang Sungai Batang Limun.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi: kawasan
budidaya perikanan sungai dengan komoditas ikan Baung, ikan nila,
ikan mas, ikan Tapah, ikan Lele, ikan Sepat dan ikan Seluang
terdapat di Kecamatan Bathin VIII dan Kecamatan Sarolangun; dan
kawasan budidaya perikanan darat berupa pengembangan kolam dan
minapadi dengan komoditas Ikan Lele, ikan Nila, ikan semah, ikan
Mas dan Ikan Gurami terdapat di Kecamatan Limun, Kecamatan
Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Batang Asai dan
Kecamatan Cermin Nan Gedang. Prasarana perikanan berupa
pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) terdapat di Kecamatan Limun;

dan Kecamatan Singkut.

2.1.1.1.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : wilayah usaha
pertambangan mineral dan batubara; wilayah usaha pertambangan

minyak dan gas bumi; dan wilayah usaha pertambangan rakyat.

Tabel 2.3 Kawasan Peruntukan Pertambangan

KAWASAN KECAMATAN

Wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara

Pertambangan
Batu Bara

Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Cermin Nan Gedang;
Kecamatan Limun;

Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Pauh;

Kecamatan Bahtin VIII;
Kecamatan Pelawan;

Kecamatan Air Hitam; dan
Kecamatan Mandiangin
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KAWASAN

KECAMATAN

Pertambangan
mineral logam

Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Cermin Nan Gedang
Kecamatan Limun

Pertambangan Kecamatan Bahtin VIII;

emas Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Cermin Nan Gedang;
Kecamatan Limun.

Pertambangan Kecamatan Batang Asai;

tembaga (Cu) Kecamatan Cermin Nan Gedang

Pertambangan Kecamatan Batang Asai;

seng (Zn) Kecamatan Cermin Nan Gedang
Kecamatan Limun

Pertambangan Kecamatan Batang Asai;

timbal (Pb) Kecamatan Limun

Pertambangan Kecamatan Batang Asai

galena Kecamatan Limun

Pertambangan Kecamatan Batang Asai;

bijih besi Kecamatan Limun

Pertambangan Kecamatan Batang Asai;

batu gamping

Kecamatan Pauh;

Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Mandiangin;
Kecamatan Air Hitam;
Kecamatan Limun;

Kecamatan Cermin Nan Gedang;
Kecamatan Pelawan;

. Kecamatan Singkut

Pertambangan
marmer

Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Pauh;

Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Mandiangin;
Kecamatan Air Hitam;
Kecamatan Limun;

Kecamatan Cermin Nan Gedang;
Kecamatan Pelawan; dan

. Kecamatan Singkut.

Pertambangan
granit

HOXNONPRPONRZOO0NONRON=ZO0O0NOORON=NDENDERIDEWNE DR RN =W

Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Pauh;

Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Mandiangin;
Kecamatan Air Hitam;
Kecamatan Limun;

Kecamatan Cermin Nan Gedang;
Kecamatan Pelawan; dan
Kecamatan Singkut
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KAWASAN KECAMATAN

Pertambangan
kuarsa

Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Pauh;

Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Mandiangin;
Kecamatan Air Hitam;
Kecamatan Limun;

Kecamatan Cermin Nan Gedang;
Kecamatan Pelawan; dan

0. Kecamatan Singkut.

Pertambangan
kaolin

Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Pauh;

Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Mandiangin;
Kecamatan Air Hitam;
Kecamatan Limun;

Kecamatan Cermin Nan Gedang;
Kecamatan Pelawan; dan

0. Kecamatan Singkut.

Pertambangan
bentonit

Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Pauh;

Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Mandiangin;
Kecamatan Air Hitam;
Kecamatan Limun;

Kecamatan Cermin Nan Gedang;
. Kecamatan Pelawan; dan

10. Kecamatan Singkut.

CONONRARLOUNEZOONOANRWNDEZOONOOHRWND =

wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi

pertambangan
minyak bumi

Kecamatan Limun;

Kecamatan Cermin Nan Gedang;
Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Pelawan;

Kecamatan Singkut;

Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Pauh;

Kecamatan Mandiangin; dan
Kecamatan Air Hitam
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wilayah usaha pertambangan rakyat

Kecamatan Batang Asai;
Kecamatan Pauh;
Kecamatan Sarolangun;
Kecamatan Bathin VIII;
Kecamatan Mandiangin;
Kecamatan Air Hitam;
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KAWASAN KECAMATAN

7. Kecamatan Limun;

8. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
9. Kecamatan Pelawan; dan

10. Kecamatan Singkut

2.1.1.1.5 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi Kawasan industri
menengah, industri besar dan industri rumah tangga. Kawasan
peruntukan industri menengah meliputi Kawasan industri
pengolahan hasil (Industri menengah) dengan luas 50 (lima puluh)
hektar yang terdapat pada Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan
Sarolangun, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Singkut Kecamatan
Pauh, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan
Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Batang Asai.

Kawasan peruntukan industri besar meliputi Kawasan industri
pengolahan bahan jadi (industri besar) yang terdapat di Kecamatan
Mandiangin dan Kecamatan Limun.

Kawasan peruntukan industri rumah tangga meliputi industri
batu aji sarang tawon di Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun,
industri pengolahan makanan di Kecamatan Singkut, industri mebel
di Kacamatan Sarolangun dan Kecamatan Singkut dan industri

pengolahan pakan ternak di Kecamatan Singkut.

2.1.1.1.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari kawasan wisata
alam dan kawasan wisata budaya. Kawasan wisata alam meliputi
kawasan taman nasional bukit dua belas di Kecamatan Air Hitam,
kawasan wisata Air Panas di Kecamatan Air Hitam, kawasan wisata
arung jeram di Kecamatan Batang Asai, kawasan wisata goa dan air
terjun di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun, kawasan

wisata danau dan air panas di Kecamatan Pauh dan Kecamatan

Sarolangun.
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Kawasan wisata budaya meliputi perkampungan tradisional di
Kecamatan Sarolangun, makam keramat di Kecamatan Limun dan
keberadaan suku anak dalam yang terletak di Kecamatan Cermin nan
Gedang, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Pauh dan Kecamatan

Limun.

2.1.1.1.6 Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan  peruntukan permukiman  meliputi kawasan
permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
Kawasan permukiman perkotaan dengan luas 24.016 (dua puluh
empat ribu enam belas) hektar, yang berada di Perkotaan Sarolangun
di Kecamatan Sarolangun, Perkotaan Singkut di Kecamatan Singkut,
Perkotaan Pekan Gedang di Kecamatan Batang Asai, Perkotaan Pauh
di Kecamatan Pauh, Perkotaan Mandiangin di Kecamatan
Mandiangin, Perkotaan Pelawan di Kecamatan Pelawan, Perkotaan
Limbur Tembesi di Kecamatan Bathin VIII, Perkotaan Jernih di
Kecamatan Air Hitam, Perkotaan Pulau Pandan di Kecamatan Limun;
dan Perkotaan Lubuk Resam di Kecamatan Cermin Nan Gedang
sedangkan Kawasan permukiman perdesaan di seluruh kecamatan di

wilayah Kabupaten Sarolangun.

2.1.1.1.7 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan peruntukan
pertahanan dan keamanan. Kawasan pertahanan dan keamanan
meliputi Komplek markas Kepolisian Resort (POLRES) terdapat di
Kecamatan Pelawan, Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK)
terdapat di setiap kecamatan Kabupaten Sarolangun, Komando
Rayon Militer (Koramil) terdapat di setiap kecamatan Kabupaten
Sarolangun; dan Kipan A. Yonif 142/Ksatria Jaya di Kecamatan

Sarolangun dan Kecamatan Pelawan.
2.1.1.1.8 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas kawasan strategis

dari sudut kepentingan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut
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kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan
strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan
Perkotaan Sarolangun sebagai Ibukota Kabupaten, Kawasan
Agropolitan Singkut dengan pusatnya di kota Singkut, Kawasan Kota
Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin,
Kawasan wisata Batang Asai dan Kawasan wisata Danau Biaro.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan suaka perikanan di Desa
Monti Kecamatan Limun dan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat
terdapat di Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh dan Kecamatan

Sarolangun.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana
Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,
ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu
tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan rawan bencana alam di
Kabupaten Sarolangun meliputi : a) Kawasan rawan bencana longsor;
b) Kawasan rawan bencana banjir; c) Kawasan rawan gempa bumi; d)
Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
A. Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Sarolangun
meliputi:
1) Desa Temalang, Desa Maribung, Desa Mersip dan Desa Napal
Melintang di Kecamatan Limun
2) Desa Muara Sungai Pinang, Desa Rantau Panjang dan Desa
Kasiro di Kecamatan Batang Asai.
Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor di
Kabupaten Sarolangun meliputi :
a) pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor;
b) pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor
di setiap wilayah kecamatan;

C) penyusunan rencana mitigasi bencana tanah longsor;
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d) penghijauan di kawasan hulu dengan tanaman berakar kuat;

e) penanganan kawasan secara teknis dan vegetatif;

f) pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor;

g) penyediaan ruang evakuasi bencana tanah longsor;

h) pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan
budidaya di kawasan rawan bencana; dan

i) penguatan kelembagaan masyarakat, kerjasama dan partisipasi
organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana tanah

longsor.

.Kawasan rawan banjir di Kabupaten Sarolangun meliputi :

1) Kelurahan Sarolangun Kembang, Kelurahan Pasar Sarolangun,
Desa Ladang Panjang, Desa Lidung, Desa Pulau Pinang dan
Desa Muara Indung di Kecamatan Sarolangun

2) Desa Teluk Tigo, Desa Teluk Rendah dan Desa Lubuk Resam di
Kecamatan Cermin Nan Gedang

3) Desa Penegah di Kecamatan Pelawan

4) Desa Temenggung, Desa Pulau Pandan dan Desa Muaro Limun
di Kecamatan Limun

5) Desa Teluk Kecimbung di Kecamatan Bathin VIII

6) Desa Karang Mendapo, Desa Batu Kucing dan Desa Pauh di
Kecamatan Pauh

7) Desa Muaro Ketalo, Desa Rangkiling Simpang, Desa Gurun Tuo
dan Desa Kertopati di Kecamatan Mandiangin

8) Desa Singkut 2, Desa Singkut 3, Desa Singkut 4, Desa Singkut
5, Desa Singkut 7 dan Desa Payo Lebar di Kecamatan Singkut.

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir di

Kabupaten Sarolangun meliputi :

a) penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;

b) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;

c) pemetaan kawasan rawan bencana banjir;

d) penghijauan catchment area;

e) pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan
budidaya;

f) rehabilitasi saluran drainase primer;
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g) pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung,
bendungan, sumur resapan, dan biopori;
h) pengamanan kawasan sempadan sungai; dan

i) sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak.

.Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Sarolangun meliputi :

1) Kecamatan Limun

2) Kecamatan Batang Asai

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi di

Kabupaten Sarolangun meliputi :

a) pengembangan sistem peringatan dini (early warning system)
pada kawasan rawan bencana;

b) penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam
menghadapi bahaya gempa bumi;

c) standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama
bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh
wilayah Kabupaten;

d) pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-
daerah terpencil;

e) penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-
instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan; dan

f) penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi

non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.

D.Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten
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Sarolangun meliputi :

1) Kecamatan Air Hitam

2) Kecamatan Bathin VIII

3) Kecamatan Pauh

4) Kecamatan Mandiangin

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan kebakaran hutan dan

lahan di Kabupaten Sarolangun meliputi :

a) Pelaksanaan kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian
kebakaran lahan dan hutan;

b) Pengembangan sumber air untuk pemadaman api;

c) Pencegahan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;
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d) Pencegahan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang
luas;

e) Pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara
ketat;

f) Penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman
yang heterogen;

g) Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa membakar;
dan

h) Pembentukan kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran

lahan dan hutan

2.1.2. Kondisi Demografi Daerah

Menurut BPS Penduduk Indonesia adalah semua orang yang
berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara
Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap
selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah
Indonesia selama minimal satu tahun. Pada sensus sebelumnya
referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan.
Perubahan ini didasari oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan pada Pasal 15.

Penduduk Kabupaten Sarolangun berdasarkan hasil data
konsolidasi bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun
2022 berjumlah 300,460 jiwa.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1  BATANG ASAI 10,048 9,871 19,919
2 LIMUN 9,802 9,444 19,246
3 SAROLANGUN 29,690 29,011 58,701
4 PAUH 13,219 12,536 25,755
5 PELAWAN 18,059 17,668 35,727
6  MANDIANGIN 12,721 12,177 24,898
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KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
7 AIR HITAM 13,639 12,632 26,271
8 BATHIN VIII 10,729 10,379 21,108
9 SINGKUT 21,195 20,421 41,616
CERMIN NAN
10 GEDANG 7,119 6,889 14,008
MANDIANGIN
11 TIMUR 6,885 6,326 13,211
TOTAL 153,106 147,354 300,460

Sumber : DKB Ditjen Dukcapil, Kemendagri Data Semester Il

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di 11 kecamatan
sangat beragam dengan jumlah penduduk paling banyak terdapat di
Kecamatan Sarolangun yaitu 58,701 jiwa dan paling sedikit di

Kecamatan Mandiangin Timur yaitu 13,211 jiwa.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan
yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan
ekonomi yang dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi
diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan
(Todaro dan Smith, 2008). Pertumbuhan ekonomi menjelaskan
terjadinya proses kenaikan pendapatan per kapita dalam jangka
panjang, dan sekaligus kondisi perekonomian. Kondisi utama bagi
pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan
adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa
meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan

pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu

tertentu.
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Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun selama
periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif dan cendrung turun
naik yaitu mulai dari 4,8 % pada tahun 2018 anjlok menjadi -0,25 %
pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan yang
signifikan pada tahun 2022 yaitu 6,73 %. Jika dibandingkan dengan
pertumbuhan Provinsi Jambi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,13%.

Secara sektoral, peningkatan ekonomi daerah terutama akan
bersumber dari perbaikan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.
Kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
didorong oleh membaiknya produktivitas tanaman perkebunan
disertai peningkatan harga komoditas. Sementara, kinerja lapangan
usaha Pertambangan dan Penggalian akan didorong oleh
meningkatnya produksi sejalan dengan membaiknya harga komoditas
energi primer paska mulainya aktivitas ekonomi negara mitra dagang
utama. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan lapangan wusaha
Pertambangan dan Penggalian akan menopang akselerasi ekspor dan
konsumsi rumah tangga.

Komposisi peranan masing-masing kategori lapangan usaha

dalam perekonomian daerah yang dapat dilihat dari besarnya

‘ II-18



Kabupaten Sdarolangun

kontribusi kategori tertentu terhadap nilai PDRB daerah Kabupaten
Sarolangun yang dikenal dengan struktur perekonomian. Struktur
ekonomi Kabupaten Sarolangun selama kurun waktu 5 tahun
terakhir ini (2018-2022) selalu yang terbesar adalah sektor pertanian.
Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian mendominasi
distribusi PDRB Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 29,93%.

Tabel 2.5. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022 (%)

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Sektor PDRB £

2018 2019 2020 2021 2022

Pertanian, Kehutanan dan 29,01 27.97 30,93 30,09 27,02

Perikanan
Pertambangan dan
. 21,24 21,63 14,03 19,31 29,93
Penggalian
Industri Pengolahan 3,97 3,83 4,19 4,09 3,59

Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan

Bruto
Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun

Sampah, Limbah dan Daur 0,13 0,13 0,15 0,13 0,11
Ulang
3 Konstruksi 14,23 14,41 1562 14,36 11,75
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan 8,19 8,47 9,11 8,68 7,90
Sepeda Motor
ﬂ Transportasi dan 2,01 1,09 1,99 1,83 1,75
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
- Nieteen Wi 2,15 2,16 2,15 1,95 1,66
Informasi dan Komunikasi 3,70 3,75 4,35 3,81 3,25
H JEEISE) TG Er e, Cern 2,70 2,54 2,89 2,74 2,32
Asuransi
7 Real Estate 1,32 1,32 1,47 1,3 1,16
n Jasa Perusahaan 0,27 0,27 0,28 0,26 0,26
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 5,66 5,93 6,58 5,76 4,59
Sosial Wajib
BEY Jasa Pendidikan 2,72 2,77 3,13 2,78 2,32
Jasa Kesehatan dan 1,30 1,35 1,64 1,54 1,24
Kegiatan Sosial
n Jasa lainnya 1,40 1,43 1,47 1,29 1,11
ﬂ Produk Domestik Regional 100 100 100 100 100

Kemudian diikuti sumbangan kategori Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 27,02 %, sumbangan kategori kontruksi (11,75 %),

dan berikutnya adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil




dan sepeda motor (7,90%). Sementara peranan kategori lainnya
terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun di bawah 5 %. Meskipun
demikian, kategori-kategori tersebut memiliki peranan yang penting
sebagai penunjang kategori lapangan usaha utama dalam

perekonomian Kabupaten Sarolangun.

A. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup
tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan
dan perikanan masih memegang peranan terpenting dalam
pembentukan perekonomian daerah di Kabupaten Sarolangun.
Kategori sektor ini mencakup subkategori Pertanian, Peternakan,
Perburuan, dan Jasa Pertanian, subkategori Usaha kehutanan dan
Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Subkategori
Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian dibagi menjadi
beberapa golongan yaitu golongan tanaman pangan, tanaman
hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian

dan perburuan.

Grafik 2.2. Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022 (%)
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Peranan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap
PDRB Kabupaten Sarolangun selama 5 tahun terakhir terus
berfluktuasi, pada tahun 2022 kontribusinya sebesar 27,02 %
mengalami penurunan sebesar 10,2% apabila dibandingkan dengan
tahun 2021. Peranan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun yang terbesar terjadi pada
tahun 2020 (30,93 %), sedangkan yang terendah terjadi pada tahun
2019 yaitu 27,97 %. Kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan didorong oleh membaiknya produksi tanaman
perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet disertai peningkatan

harga komoditas kelapa sawit dan karet.

B. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Perekonomian Kabupaten Sarolangun yang terbesar pertama
pada tahun 2022 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian.
Kategori sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki empat
subkategori yaitu subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas
Bumi, subkategori Pertambangan Batu Bara dan Lignit, subkategori
Pertambangan Bijih Logam, dan subkategori Pertambangan dan

Penggalian Lainnya.

Grafik 2.3. Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022 (%)
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Peranan sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022 cukup besar. Pada tahun 2022
Peranan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,93%. Sektor
Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Sarolangun terus membaik
karena meningkatnya ekspor batubara dan meroketnya harga
batubara acuan (HBA). Pasar komoditas batubara internasional
secara umum menunjukkan peningkatan seiring aktivitas industri

manufaktur yang mulai pulih.

C. Sektor Kontruksi

Sektor yang juga cukup besar mempengaruhi perekonomian
Kabupaten Sarolangun adalah sektor kontruksi. Kategori Konstruksi
adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi
khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan
sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan
konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan
perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi
proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan
konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan
yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun
oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang

melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Grafik 2.4. Peranan Sektor Kontruksi Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022 (%)
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Peranan sektor kontruksi Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-
2022 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun
2022, peranan sektor kontruksi terhadap PDRB Kabupaten
Sarolangun adalah yang sebesar 11,75%, peranan sektor kontruksi
terhadap PDRB terbesar yaitu pada tahun 2020 yaitu (15,62 %),
sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 14,23 %.
Sektor konstruksi Kabupaten Sarolangun yang tumbuh cukup tunggi
ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran yang penting
dalam upaya pemulihan ekonomi Kabupaten Sarolangun ke depan
karena dampak angka pengganda atau multiplier effect yang cukup
tinggi, bisa mendorong pemulihan lebih cepat, meminta barang-
barang input produksi yang lebih banyak, dan menciptakan serapan

tenaga kerja yang lebih banyak.

D. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran memiliki kategori yang
meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan
besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari
berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi
penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir
(perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam
pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup

reparasi mobil dan sepeda motor.
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Grafik 2.5. Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022 (%)
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Selama periode tahun 2018-2022, perekonomian Kabupaten
Sarolangun juga disumbang oleh sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar rata-rata 8,55 % per
tahun. Peranan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun dalam 5
tahun terakhir ini terus meningkat. Pada tahun 2021, peranan sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun adalah yang sebesar 8,64 %,
peranan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor terhadap PDRB terbesar yaitu pada tahun 2020 yakni
9,14 %, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 8,19
%. Bertumbuhnya kinerja sektor perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor disebabkan oleh membaiknya
aktivitas masyarakat dan aktivitas produksi.
2.2.1.1. Inflasi

Gambaran stabilitas ekonomi sekaligus mencerminkan tingkat
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat
dari besaran inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara
umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang
saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau

mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari
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inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang
dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu
karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang
ataupun jasa.

Semenjak tahun 2017 sampai dengan saat ini, BPS tidak lagi
melaksanakan pengukuran inflasi di Kabupaten Sarolangun, BPS
hanya melaksanakan pengukurun Inflasi di Kota Jambi dan
Kabupaten Bungo. hal ini tentu menyulitkan pemerintah daerah
dalam mengeluarkan kebijkan ekonomi jika hanya menjadikan infalsi
sebagai indikator untuk melihat keadaan ekonomi di Kabupaten

Sarolangun.
Grafik 2.6. Inflasi Kota Bungo selama Periode Tahun 2018-2022 (%)
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Inflasi atau deflasi di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat
diwakili oleh Kabupaten Muaro Bungo. Inflasi Kabupaten Muara
Bungo cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir yaitu 2,44 %
pada tahun 2018 meningkat menjadi 6,04% pada tahun 2022.

2.2.1.2. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang
merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu,

besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per
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kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada
potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di
daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk
suatu wilayah.

Indikator nilai PDRB per kapita ini dapat menggambarkan
tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, walaupun
sebenarnya nilai PDRB perkapita ini belum tentu menunjukkan
tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat Kabupaten
Sarolangun. Namun demikian, diharapkan dengan mengamati
perkembangan PDRB perkapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat

diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten

Sarolangun.
Grafik 2.7. PDRB Perkapita Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022 (Rp. Ribu)
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Selama periode tahun 2018-2022, PDRB perkapita Kabupaten

Sarolangun fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan, pada
tahun 2018 sebesar Rp. 49,159 juta naik menjadi Rp. 69,683 juta
pada tahun 2022.

2.2.1.3. Indeks Gini

Membicarakan masalah keberhasilan pembangunan tidak dapat
dipisahkan dari pembahasan mengenai kesenjangan, karena
kesenjangan sering dijadikan salah satu wukuran keberhasilan
pembangunan di suatu daerah, seperti yang dijabarkan Dudleey Seer

bahwa menurunnya tingkat kesenjangan pendapat, jumlah penduduk
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miskin dan pengangguran merupakan indikator keberhasilan
pembangunan dari suatu daerah (Todaro dan Smith, 2003)

Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan
pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk
mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah
tangga pada masing-masing wilayah. Semakin tinggi nilai koefisien
gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi
(Nilai Koefisien Gini berkisar antara O hingga 1). Daimon dan
Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan
(perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan
bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek
yang mendasari inkonsistensi tersebut. Pertama, variasi distribusi
pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai
akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan
dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator

ketimpangan.

Grafik 2.8. Gini Ratio Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022
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Selama periode tahun 2018-2022, ketimpangan pendapatan di
Kabupaten Sarolangun yang cerminkan dari indeks gini berfluktuasi
dengan kecenderungan turun. Ketimpangan pendapatan (indeks gini)
di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018 sebesar 0,29 meningkat
menjadi 0,30 pada tahun 2022.
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E.Tingkat Kemiskinan Garis Kemiskinan

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per
bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai
penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan
dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non
Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per
kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili
oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur
dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan
lemak, dll). Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk
perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi
kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Selama periode tahun 2018-2022, garis kemiskinan di
Kabupaten Sarolangun selalu mengalami kenaikan setiap tahun.
Garis kemiskinan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018 sebesar
Rp. 403,411,- per kapita per bulan naik menjadi Rp. 497.951,- per
kapita per bulan pada tahun 2022. Artinya pada tahun 2022,
penduduk Kabupaten Sarolangun yang nilai pengeluaran di bawah
garis kemiskinan (Rp. 497,951- per kapita per bulan) maka

dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Grafik 2.9. Garis Kemiskinan Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022
(Rp. per Kapita per Bulan)
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Pada tahun 2022, garis kemiskinan di Kabupaten Sarolangun di
bawah garis kemiskinan di Provinsi Jambi (Rp. 545.870,- per kapita
per bulan). Kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Sarolangun ini
dipengaruhi pola konsumsi masyarakat Kabupaten Sarolangun.
Kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Sarolangun dipengaruhi
kenaikan harga-harga komoditas di garis kemiskinan yang ada
(makanan), dan lain-lain, dimana selama ini harganya naik atau
inflasinya meningkat. Oleh karena itu, untuk menekan kemiskinan,
salah satunya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Sarolangun adalah menahan kenaikan harga-harga yang

paling banyak dikonsumsi masyarakat miskin.

F.Jumlah Penduduk Miskin

Faktor utama penyebab kemiskinan antara lain kelebihan
penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi,
ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup
yang tinggi, pendidikan, dan kesempatan kerja yang tidak memadai,
serta degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan
dampak kemiskinan saling berinteraksi. Kemiskinan bisa menjadi
penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan
berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu,
kemiskinan juga dapat menghambat pencapaian demokrasi,
persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan
merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk
memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama
periode tahun 2018-2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Sarolangun berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018
sebanyak 25.700 jiwa naik menjadi 26.230 jiwa pada tahun 2022.
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Grafik 2.10. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022
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Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Sarolangun disebabkan oleh Pandemic Covid-19 yang berkelanjutan
berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi
penduduk Kabupaten Sarolangun sehingga mendorong terjadinya
peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Sarolangun. Penyebab
lainya adalah kondisi ekonomi Kabupaten Sarolangun yang
mengalami kontraksi pertumbuhan, dan pertumbuhan pengeluaran
konsumsi rumah tangga melambat, serta pengeluaran konsumsi
rumah tangga mengalami terkontraksi juga, dan harga eceran
beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan.

G.Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin (Headcount Index/P0O) adalah
persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.
Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang
dikategorikan miskin. Mengetahui persentase penduduk yang
dikategorikan miskin. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-PO
menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah.
Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi (BPS, 2018).

Pada periode tahun 2018-2022, persentase penduduk miskin di
Kabupaten Sarolangun turun setiap tahun kecuali tahun 2021. Pada
tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun

sebesar 8,73 % menurun sebesar 8,48 % pada tahun 2022. Namun
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demikian, selama 5 tahun terakhir ini persentase penduduk miskin di
Kabupaten Sarolangun selalu lebih besar dibandingkan dengan

persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Grafik 2.11. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022 (PO) (%) 8.87
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Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun
meningkat disebabkan bertambahnya pengangguran dan juga karena
terdampak Covid-19. Juga disebabkan dari faktor komoditi makanan
dan bukan makanan. Komoditi makanan yang berpengaruh besar
terhadap nilai garis kemiskinan perkotaan yang relatif sama dengan
di pedesaan, di antaranya adalah beras, filter rokok kretek, cabe
merah, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, dan
kue basah. Untuk komoditi bukan makanan, yaitu biaya perumahan,
bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, air, dan pakaian

jadi, juga jadi pengaruh meningkatnya angka kemiskinan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sarolangun tercermin
dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan
indeks komposit yang dapat digunakan untuk mengukur upaya
program pembangunan dari aspek manusia. Indeks ini terbentuk dari
rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia,
yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar

hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan




Kabupaten Sdarolangun

umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan
rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan
harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara
itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per
kapita yang disesuaikan.

Angka IPM disajikan pada kabupaten/kota, memungkinkan
setiap kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik
pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan
demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk
berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan
kapasitas dasar penduduk. Capaian pembangunan manusia di suatu
wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat

kelompok menurut status capaiannya.

Grafik 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022
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Selama periode S5 tahun terakhir (2018-2022), nilai IPM
Kabupaten Sarolangun selalu naik tiap tahun dengan rata-rata naik.
Namun demikian, capaian IPM Kabupaten Sarolangun selama periode
S tahun terakhir selalu di bawah capaian IPM Provinsi Jambi. Pada
tahun 2022, nilai IPM Kabupaten Sarolangun sebesar 70,89 yang
berarti masuk kelompok Tinggi, sedangkan tahun 2018-2020 masih

masuk kelompok sedang.
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2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years School) didefinisikan
sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam
menjalani pendidikan formal. Jadi means years of schooling adalah
sebuah angka yang menunjukkan rata-rata waktu yang dijalani
penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan pembelajaran
formal/bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat
pendidikan terakhir. Nilai rata-rata Jama sekolah yang besar
menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu
wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah
selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9
tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun

tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Grafik 2.13. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022 (Tahun)
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Selama periode 5 tahun 2018-2022, rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Sarolangun terus naik setiap tahun. Pada tahun 2018,
rata-rata lama sekolah mencapai 7,63 tahun naik menjadi 8,12 tahun
pada tahun 2022. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah di
Kabupaten Sarolangun adalah 8,12 tahun. Artinya secara rata-rata
penduduk Kabupaten Sarolangun yang berusia 15 tahun ke atas
telah menempuh pendidikan selama 8,12 tahun atau menamatkan
kelas VIII. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sarolangun

jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi,
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maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sarolangun masih lebih

rendah.

2.2.2.3. Usia Harapan hidup

Angka harapan hidup adalah data yang menggambarkan usia
kematian pada suatu populasi. Data ini merupakan ringkasan pola
usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari
anak-anak hingga lansia. Angka harapan hidup pada dasarnya
merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar.
Semakin tingginya angka harapan hidup menandakan adanya
perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal itu berdasarkan atas
penghitungan angka harapan hidup sendiri dengan menggunakan
rata-rata anak yang dilahirkan hidup, serta rata-rata anak yang
masih hidup pada periode sensus. Jika angka kematian bayi tinggi,
maka harapan hidup di wilayah tersebut akan rendah, begitu pula

sebaliknya.

Grafik 2.14. Usia Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022
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Capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sarolangun selama
5 tahun terakhir ini (2018-2022) terus meningkat setiap tahun yaitu
dari 68,94 tahun pada tahun 2018 meningkat mencapai 69,49 tahun
pada tahun 2022. Meskipun demikian, capaian Angka Harapan
Hidup di Kabupaten Sarolangun tersebut jika dibandingkan dengan

Provinsi Jambi, maka Angka Harapan Hidup di Kabupaten
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Sarolangun selalu lebih rendah dan juga tingkat pertumbuhannya

juga masih lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi.

2.2.2.4. Rasio Penduduk yang Bekerja

Masalah  penduduk  tidak  terlepas dengan  masalah
ketenagakerjaan. Tenaga kerja dalam hal ini merupakan orang atau
manusia yang bekerja baik secara individu maupun kelompok dengan
menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai hasil
usaha yang maksimal. Pertumbuhan penduduk akan sangat
mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah
pertumbuhan penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah
angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) semakin baik, karena itu berarti partisipasi
angkatan kerja semakin meningkat.

Grafik 2.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2018-2022
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk
yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15
tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau
melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk
yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun
dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara

tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPAK menunjukkan
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bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang
tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian.

Terdapat fluktuasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di
Kabupaten Sarolangun selama tahun 2018 — 2022, tetapi mengalami
kecenderungan turun yaitu dari 67.28 % tahun 2018 menurun
menjadi 66,74 % tahun 2022.

Salah satu masalah utama makro ekonomi yang menjadi
penghambat pembangunan daerah adalah masalah pengangguran.
Daya serap pasar kerja selain terbatas yang menyebabkan banyaknya
angkatan kerja yang menganggur ternyata masalah permintaan
tenaga kerja dengan tingkat keahlian khusus membuat tenaga kerja
yang ada tidak terserap oleh pasar kerja. Jika tingkat pengangguran
di suatu daerah relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat
pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah yang telah dicita-
citakan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sarolangun
tahun 2022 sebesar 5,22 %. Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten Sarolangun selama tahun 2018 - 2022 berfluktuasi
dengan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, Tingkat
Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun sebesar 4,18 % naik
signifikan pada tahun 2022 yaitu 5,22 %.

Grafik 2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022
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Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun
selama tahun 2018 - 2022 jika dibandingkan dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi, maka Tingkat Pengangguran
Terbuka Kabupaten Sarolangun selalu lebih tinggi. TPT Penduduk
Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 mencapai 5,52 %.

2.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
A.Kebudayaan

Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan menjelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya
masyarakat. Sedangkan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya
meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di
tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan
melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.
Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan
wilayah administratifnya, bertugas :

a. menjamin kebebasan berekspresi;

o

. menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;

melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;

a o

. memelihara kebinekaan;
mengelola informasi di bidang Kebudayaan,;
menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;

menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;

5@ ™o

.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan

Kebudayaan;

i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan
Kebudayaan; dan

j- menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang

berkelanjutan.

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: a. tradisi lisan; b.
manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f.

teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j.
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olahraga tradisional. Adapun jumlah kelompok seni yang ada di
Kabupaten Sarolangun belum terdata secara baik, akan tetapi
berbagai kegiatan seni budaya di Kabupaten Sarolangun
menunjukkan geliat kelompok seni budaya yang terdiri dari kelompok
seni tari, kelompok seni musik, kelompok seni vokal, kelompok seni
teater, dan kelompok seni rupa. Telah diselenggarakan berbagai pesta
budaya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun
sebanyak 10 (sepuluh) event. Kegiatan tersebut berlangsung dengan
baik. Demikian juga pemeliharaan situs budaya, yang diharapkan
dapat melestarikan Nilai-nilai adat dan Budaya Lokal. Dengan
dukungan Pengembangan Budaya Lokal dari Pemerintah Kabupaten
Sarolangun. Namun demikian, pembangunan seni budaya di
Kabupaten Sarolangun belum menunjukkan peningkatan yang
berarti. Hal ini terlihat dari penyebaran kelompok kesenian yang
belum merata di setiap desa dalam Kabupaten Sarolangun. Begitu
pula dengan jumlah gedung kesenian yang tidak bertambah.

Oleh karena itu, guna memajukan seni budaya Kabupaten

Sarolangun, ke depan program-program penumbuhan minat generasi
muda dalam seni budaya harus segera dilaksanakan secara intensif
dan terhubung ke banyak iven kesenian dan kelompok kesenian yang
tersebar di seluruh desa bahkan sampai ke level antar
kabupaten/kota serta provinsi, agar seni dan budaya di Kabupaten
Sarolangun dapat lestari dan turut serta meningkatkan ekonomi

warga masyarakat.

B.Pemuda dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan
partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri,
masyarakat, bangsa, dan Negara. Jenis kegiatan kepemudaan yang
telah dilaksanakan antara lain, terkait dengan bidang pendidikan
politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi;. kepedulian
terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga,
seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan
kewirausahaan; dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pelayanan kepemudaan sebagaimana tercantum dalam UU No
40 Tahun 2009 ditujukan untuk menumbuhkan budaya prestasi
diantara para pemuda, termasuk didalamnya prestasi dalam bidang

olahraga. Fasilitasi keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah
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Kota Sarolangun adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga,
pembangunan Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) dan
gedung olahraga serta Lapangan olahraga. Pemerintah juga
melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga dalam rangka
menjaring SDM keolahragaan yang baik dan berprestasi.

Pembinaan olahraga dibagi menjadi dua yaitu olahraga prestasi
dan olahraga massal atau masyarakat. Olah raga prestasi di
Kabupaten Sarolangun cukup banyak mulai dari atletik, beladiri,
bulu tangkis, bola volley, bola basket, catur dan Sepakbola.
Keberadaan klub-klub olahraga dan ditunjang sarana dan prasarana
olahraga yang memadai khususnya untuk olahraga prestasi. Di
Kabupaten Sarolangun banyak terdapat gedung olahraga dan

lapangan olahraga.

Tabel 2.6. Jumlah Organisasi Olahraga dan Gedung Olahraga
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022

Jumlah Organisasi

Olahraga 26 26 26 26 26

Jumlah Gedung Olahraga 24 40 42 42 42

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Sarolangun sudah
cukup baik, namun kondisi tersebut perlu ditingkatkan agar lebih
optimal. Rasio keberadaan balai pemuda dan gedung olahraga per
1.000 penduduk di Kabupaten Sarolangun dirasakan masih kurang,
oleh karena itu sarana tersebut perlu ditambah agar aktivitas
olahraga dan pemuda dapat terlaksana secara optimal. Dengan
demikian, pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam
menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi
rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada
pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat
meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan
kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman

dan perkembangan lingkungannya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
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2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1. Pendidikan

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan
pendidikan di Kabupaten Sarolangun yang diselenggarakan dalam
rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan
pendidikan digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). Dimana APK
merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada
suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah
yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan
konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah
penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk
usia 7 — 12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 % karena populasi
siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup
anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang
bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7
tahun atau lebih dari 12 tahun).

Untuk melihat penduduk Kabupaten Sarolangun khususnya
penduduk wusia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu
digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi
jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang
bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya
terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang
bersangkutan. Sebagai gambaran dalam usihal ini adalah APM untuk
tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia
7 — 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 — 12
tahun. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat
waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 %. Sebaliknya, jika hanya
sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka
nilai APM akan lebih kecil dari 100 %. Sejalan dengan itu, nilai APM
akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara
umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK, karena APK
menyangkut anak diluar wusia sekolah dan beberapa jenjang

pendidikan.
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Grafik 2.17. Angka Partisipasi Kasar dan Murni Tingkat SD di
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun

Pada jenjang pendidikan tingkat SD di Kabupaten Sarolangun
dicapai Angka Partisipasi Kasar (APK) cukup berfluktuasi, namun
dicapai angka lebih dari 100 % selama 5 tahun terakhir (2018-2022).
Pada tahun 2018, APK tingkat SD di Kabupaten Sarolangun
mencapai 117,48 % menurun menjadi 111,94 % pada tahun 2022.
APK tingkat SD di Kabupaten Sarolangun lebih dari 100 % karena
populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan SD
mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan
SD (umur 7 — 12 tahun), yaitu anak yang bersekolah di tingkat SD
terdapat yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Pada periode yang sama (2018-2022), jenjang pendidikan tingkat
SD di Kabupaten Sarolangun dicapai Angka Partisipasi Murni (APM)
kurang dari 100%, namun APMnya berfluktuasi dengan
kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, APM tingkat SD di
Kabupaten Sarolangun mencapai 99,74 % menurun menjadi 99,38 %
pada tahun 2022. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh
anak usia sekolah (7-12 tahun) dapat bersekolah tepat waktu (SD),
hanya sebagian kecil anak usia sekolah (7-12 tahun) yang tidak dapat
bersekolah tepat waktu (SD).
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Grafik 2.18. Angka Partisipasi Kasar dan Murni Tingkat SMP di
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun

Pada jenjang pendidikan tingkat SMP (13-15 Tahun) di
Kabupaten Sarolangun dicapai Angka Partisipasi Murni (APK)
berfluktuasi dengan kecendrungan turun, namun sebagain besar
kurang dari 100 % selama 5 tahun terakhir (2018-2022). Pada tahun
2018, APK tingkat SMP di Kabupaten Sarolangun mencapai 81,84%
meningkat menjadi 102,03 % pada tahun 2022. Pada periode yang
sama (2018-2022), jenjang pendidikan tingkat SMP di Kabupaten
Sarolangun dicapai Angka Partisipasi Murni (APM) kurang dari 100
%, namun APMnya berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.
Pada tahun 2018, APM tingkat SMP di Kabupaten Sarolangun
mencapai 76,93 % dan menurun menjadi 73,53 % pada tahun 2022.
Capaian ini menunjukkan bahwa cukup banyak anak usia sekolah
(13-15 tahun) yang tidak dapat bersekolah tepat waktu (SMP).

2.3.1.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan
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antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan

upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang

berkesinambungan.

Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 untuk
mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni
meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat
kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan
dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya
promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan
teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan
sebagai berikut :

1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan
UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) tanpa meninggalkan UKP
(Upaya Kesehatan Perorangan), serta mensinergikan FKTP
(Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) pemerintah dan FKTP
swasta;

2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup,
mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja,
usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum
(promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada
promotif dan preventif;

3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi
multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan
pengendalian penyakit;

4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi
responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi
teknologi;dan

5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk
menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan

program prioritas, termasuk integrasi lintas program.
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A. SDM dan Fasilitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga
kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun
kualitas. Dari data ketenagaan sumberdaya kesehatan Kabupaten
Sarolangun tahun 2020 diperoleh jumlah Tenaga Medis yang terdiri
dari dokter, perawat dan bidan yang tersebar di seluruh puskesmas
yang ada dan juga termasuk yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten

Sarolangun.

Grafik 2.19. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di
Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Daerah telah berupaya
meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
kesehatan. Salah satu faktor yang mempunyai andil cukup besar dan
merupakan faktor penentu utama dalam upaya meningkatkan derajat
dan status kesehatan penduduk adalah ketersediaan dan
keterjangkauan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan.
Keberadaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di
lapangan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena

relatif lebih mudah dijangkau oleh penduduk di pelosok desa.
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Tabel 2.7. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun

No Fasilitas Kesehatan 2022
1 Rumah Sakit 2
2 Puskesmas 16
3 Puskesmas Pembantu 51
4 Posyandu 352
5 Polindes /Poskesdes 102

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun

Hingga tahun 2022 di Kabupaten Sarolangun sudah ada dua
Rumah Sakit Umum yang beroperasi sejak tahun 2006, 16 buah
Puskesmas, 51 buah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 352
Posyandu serta 102 Polindes/Poskesdes. Ini berarti, untuk
penanganan masalah kesehatan penduduk pada setiap Kecamatan
rata-rata dilayani oleh 1 — 2 puskesmas dan 4-5 pustu. Hal lain yang
tidak kalah penting dalam penanganan kesehatan adalah
ketersediaan sarana dan prasaran pelayanan kesehatan reproduksi
yang bertujuan untuk untuk mengupayakan agar persalinan
dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga medis
lainnya).

Jika dilihat dari segi jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan
dengan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun, maka dapat
dikatakan bahwa fasilitas kesehatan di Kabupaten Sarolangun masih
sangat kurang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus berupaya
meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan.

B. Morbiditas Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang
disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes
Aegipty yang hidup dan berkembang biak pada pada air bersih yang
tidak bersentuhan langsung dengan tanah seperti bak mandi, tempat
penampungan air bersih, barang-barang bekas seperti botol, kaleng,
ember yang menampung air hujan, dan tempat potensial lainnya.

Kejadian Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jambi telah
menyebar ke seluruh kabupaten/kota. Penyakit demam berdarah
(DBD) sering muncul sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga

angka kesakitan yang terjadi dianggap sebagai gambaran dari
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penyakit masyarakat. Kota Jambi masih mencatat kasus tertinggi
selama ini, namun karena mudahnya transportasi dan mobilisasi
masyarakat dari Kota menuju Kabupaten, maka saat ini semua
wilayah Kabupaten/Kota menjadi endemis DBD, termasuk Kabupaten
yang tidak melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD

dan tingkat pengetahuan yang masih belum baik.

Grafik 2.20. Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022
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Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun

Kebanyakan penderita penyakit ini adalah pada kelompok umur
< 15 tahun, namun juga bisa menyerang segala usia termasuk
dewasa dan lanjut usia. Masalah DBD tidak hanya berdampak pada
masalah klinis individu yang terkena DBD, namun juga berdampak
pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga
penanganannya tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja
namun memerlukan peran aktif masyarakat, lintas sektor/ Kelompok
Kerja Operasional (Pokjanal) DBD. Selama 5 tahun terakhir terdapat
fluktusi jumlah kasus di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2018
hingga tahun 2022, namun tidak terdapat kasus kematian karena
DBD. Namun di Kabupaten Sarolangun, jumlah penderita tidak
terlalu tinggi, tetapi tetap perlu diwaspadai dikarenakan sudah

menjadi penyakit yang endemis dan selalu meningkat setiap tahun.
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2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A.Infrastruktur

Penanganan infrastruktur diarahkan untuk mampu
mengakselerasi  perkembangan  daerah  secara  menyeluruh.
Ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Sarolangun saat ini
masih kurang jika dikaitkan dengan kebutuhan wilayah yang harus
dipenuhi, sehingga diperlukan upaya penambahan dan pembenahan
secara berkesinambungan dalam upaya peningkatan, pemeliharaan
dan pembangunan serta penataan yang mampu memacu terciptanya
efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi secara luas dan
merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten
Sarolangun.

Dengan melihat kondisi geografis wilayah dengan karakteristik
daerahnya sangat luas dengan fasilitas infrastruktur jalan, jembatan
dan wutamanya aksesibilitas antar wilayah yang kurang, ini
merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh
Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan yang berdampak pada meningkatnya
perekonomian masyarakat secara luas. Dengan fasilitas yang masih
kurang ini akan mengakibatkan lambannya pelayanan publik dan
dorongan terhadap kinerja perekonomian, karena belum terciptanya
kesetaraan dan keseimbangan penguatan akses antar wilayah
lingkup Kabupaten Sarolangun, dan masih banyaknya wilayah
kurang baiknya akses jalan sehingga secara tidak langsung akan
mengurangi kelancaran arus distribusi barang-barang konsumsi ke
pelosok pedesaan yang mengakibatkan meningkatnya biaya produksi
dan harga komoditi. Demikian pula mobilitas barang-barang dari
sentra-sentra produksi di pelosok pedesaan ke pusat-pusat
pemasaran masih belum optimal. Disamping itu, untuk memacu
pertumbuhan ekonomi di berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan
masyarakat Kabupaten Sarolangun, memerlukan peningkatan,
pengembangan dan penyediaan kebutuhan dasar (basic needs)
wilayah. Kebutuhan dasar tersebut berupa infrastruktur yang

memadai, sehingga secara bertahap dan berkesinambungan dengan
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semakin memadainya sarana dan prasarana, akan mampu
bermanfaat luas terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di
Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu prioritas guna
menunjang transportasi masyarakat perdesaan yang pada akhirnya
akses masyarakat ke daerah-daerah sentra produksi dan daerah
terpencil dapat dilakukan dengan cepat. Melalui berbagai program

dan kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur terutama

jalan.
Grafik 2.21. Kondisi Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022 (km)
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Sumber: BPS Kab. Sarolangun

Panjang jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten
Sarolangun berdasarkan kondisi jalan dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir ini (2017-2028) terjadi perkembangan yang signifikan. Jalan
kondisi baik terjadi penambahan panjang jalan yaitu dari 825,41 km
tahun 2018 bertambah pada tahun 2022 yaitu 844,2 km. Berbeda
dengan kondisi baik, untuk jalan kondisi sedang terjadi pengurangan
panjang jalan yaitu dari 125,68 km tahun 2018 berkurang menjadi
112,97 km pada tahun 2022.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011
Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Pasal 15 ayat
l.a. menjelaskan bahwa ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang
disebut jalan mantap. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini

(2018-2022), jalan mantap di Kabupaten Sarolangun cenderung
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bertambah dari 951,09 km tahun 2018 menjadi 957,17 km pada
tahun 2022.

Selanjutnya, kondisi jalan rusak dan rusak berat selama kurun
waktu S5 tahun terakhir ini untuk jalan Negara, Provinsi dan
Kabupaten di Kabupaten Sarolangun cenderung menurun. Terlihat
data panjang jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten
Sarolangun dalam kondisi rusak mengalami kenaikan yaitu dari 82.7
km (2018) meningkat menjadi 89.86 (2022). Begitu pula dengan data
panjang jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten
Sarolangun dalam kondisi rusak berat menurun dari 115,99 km

(2018) mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 120,79 km.

B.Penataan Ruang
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun

2014-2034 menetapkan penataan ruang wilayah Kabupaten

bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang maju dan

sejahtera berbasis sektor perkebunan, pertanian dan pertambangan
yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sarolangun
meliputi :

1) Pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor perkebunan,
pertanian, dan pertambangan dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan. Strategi untuk pengembangan ekonomi
wilayah berbasis sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan meliputi : a)
Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan dan pertanian
melalui intensifikasi lahan; b) Mengembangkan komoditas
unggulan sektor perkebunan dan pertanian; c) Mengembangkan
komoditas unggulan perkebunan dan pertanian guna mendukung
industri pengolahan; d) Mengembangkan potensi pertambangan
melalui industri pengolahan berbasis agro; e) Mengembangkan

sarana dan prasarana hasil produksi perkebunan dan pertanian ke
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pasar nasional; dan f) Mengendalikan kawasan perkebunan dan

pertanian secara ketat.

2) Pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian,

perkebunan, dan pertambangan. Adapun strategi untuk
pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian,
perkebunan dan pertambangan meliputi : a). meningkatkan dan
mengembangkan sistem perkebunan modern berbasis industri
pengolahan; b). menetapkan hierarki simpul pertumbuhan ekonomi
wilayah sebagai pusat industri pengolahan; c¢). memantapkan
keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara
simpul wilayah dengan kawasan sekitarnya; d). meningkatkan dan
mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta
akses pasar yang kondusif; dan e). meningkatkan dan
mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dan
pusat kegiatan wilayah; dan f). mengembangkan infrastruktur

wilayah pada sentra produksi.

3) Peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan

dan modernisasi pertanian. Strategi untuk peningkatan
produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan dan modernisasi
pertanian meliputi : a). meningkatkan ketersediaan sarana
produksi pertanian; b). meningkatkan teknologi pertanian; dan c).
meningkatkan pemasaran hasil pertanian; d). mengembangkan
sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi
pertanian; serta e). mendayagunakan sumber daya air dan
pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan

sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian.

4) Pengembangan pemanfaatan potensi pertambangan yang lestari.

RHRDIAI
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Strategi pengembangan pemanfaatan potensi pertambangan yang
lestari meliputi : a). mengoptimalkan pemanfaatan potensi
pertambangan dan penggalian yang tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan; b). memanfaatkan pembangunan sarana
dan prasarana pendukung potensi pertambangan dan penggalian;
dan c). mengembangkan industri pengolahan hasil tambang dan

penggalian
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5) Pengembangan pemanfaatan potensi pertambangan yang lestari; e).

peningkatan fungsi Perkotaan Sarolangun menjadi Pusat Kegiatan
Nasional promosi (PKNp). Strategi peningkatan fungsi Perkotaan
Sarolangun menjadi Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)
meliputi : a). memantapkan dan meningkatkan sistem pusat
pelayanan kegiatan wilayah promosi menjadi pusat kegiatan
nasional; b). mengembangkan pusat-pusat kegiatan perkotaan
melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi
nasional; c). meningkatkan dan mengembangkan pusat kegiatan
perdagangan dan jasa pada skala regional dan nasional; d).
meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana
wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang merata; e).
mengembangkan dan meningkatkan fungsi-fungsi pusat pelayanan
perkotaan baik yang merupakan pusat administrasi maupun pusat
pelayanan ekonomi; dan f). mengembangkan sistem pusat-pusat
pemukiman dengan diikuti penyediaan sarana prasarana wilayah
agar dapat memperkuat dan mempertahankan kelestarian budaya

setempat.

6) Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana
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lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
Strategi untuk pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan
prasarana lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
wilayah meliputi : a). mengembangkan sistem transportasi secara
intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, perkebunan dan
pertambangan; b). meningkatkan jaringan energi dan pelayanan
secara interkoneksi Sumatera Barat-Muara Bungo-Jambi-Muara
Sabak-Sarolangun dan  pelayanan sampai pelosok; c¢).
mendayagunakan sumberdaya air dan pemeliharaan jaringan
untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana
pengairan kawasan pertanian dan perkebunan; d). meningkatkan
jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta
kemudahan mendapatkannya yang  diprioritaskan untuk
mendukung  pengembangan = perkebunan, pertanian  dan

pertambangan; dan e). mengoptimalkan tingkat penanganan dan
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pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang

sehat dan bersih.

2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah hunian atau
tempat tinggal yang mempunyai peran yang sangat strategis. Hunian
tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh tapi juga mempunyai
fungsi yang lebih luas sebagai sarana peningkatan kualitas dan
pembinaan keluarga, pusat pendidikan keluarga, serta banyak lagi
fungsi lainnya. Demikian juga dengan permasalahan perumahan dan
permukiman yang tidak boleh hanya dipandang sebagai
permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi
sebagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek kehidupan
bermasyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik,
teknologi, dan ekologi

Air adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia,
terutama untuk digunakan sebagai air minum, memasak, mencuci,
mandi dan kakus. Ketersediaan sistem penyediaan air bersih
merupakan bagian yang selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Hingga
saat ini penyediaan oleh pemerintah menghadapi keterbatasan, baik
sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya.

Akses air minum dan sanitasi yang memadai berkontribusi
langsung terhadap tingkat produktivitas manusia. Untuk
menegaskan kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan
pembangunan sektor air minum dan sanitasi untuk mencapai Tujuan
6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dalam kerangka Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals
(SDGs). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024, pemerintah akan fokus meningkatkan akses
sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan bagi
masyarakat.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber
air minum layak di Kabupaten Sarolangun selama kurun waktu

tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2018, rumah
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tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di
Kabupaten Sarolangun sebanyak 48,98 %, kemudian naik menjadi

72.01 % tahun 2022.

Tabel 2.9. Kondisi Perumahan di Kabupaten Sarolangun Tahun 201 8-
2022

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

Rumah Tangga yang Memiliki
1 Akses Terhadap Sumber Air 48.98 53.83 69.26 69,96 72,01
Minum Layak (%)

Rumah Tangga yang Memiliki
2 Akses Terhadap Sanitasi Layak 59.40 71.77 72.87 76.03 79.14
(%)

Sumber: BPS Kab. Sarolangun

Selama kurun waktu tahun 2018-2022, persentase rumah
tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten
Sarolangun cenderung meningkat. Pada tahun 2018, rumah tangga
yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten
Sarolangun sebanyak 59,40% meningkat menjadi 79,14% pada tahun
2022. Agar capaian akses air minum dan sanitasi yang cukup tinggi
dapat memicu peningkatan akses rumah layak huni tersebut,
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun akan menyelaraskan
pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dengan penyediaan
rumah layak huni, baik dari sisi program maupun lokasi. Lebih jauh,
tantangan pembangunan sektor air minum dan sanitasi terletak pada
masih rendahnya tata kelola dan kapasitas kelembagaan penyedia

layanan.

2.3.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya
proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan yang ditandai
oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta
terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
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menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat
meresahkan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk memelihara
dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Oleh
karena itu sasaran pelayanan yang harus dilakukan adalah
diarahkan pada: 1) Upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban
umum yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah
Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
tenteram, tertib, dan teratur; 2) Penegakan Peraturan Daerah adalah
upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dan pencegahan pelanggaran
Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan
dan pelanggarannya.

Tabel 2.8. Perkembangan Kejahatan yang Dilaporkan dan yang
Diselesaikan di Kabupaten Sarolangun Selama Tahun

2018-2022
No Tahun Dilaporkan Diselesaikan  Persentase (%)
1 2018 339 272 80.24
2 2019 344 278 80.81
3 2020 112 112 100.00
4 2021 258 150 58,14
5 2022 249 173 69,48

Sumber: BPS Kab. Sarolangun

Peristiwa kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Sarolangun
selama tahun 2018-2022 terus menurun yaitu dari 339 peristiwa
kejahatan pada tahun 2018 menurun menjadi 229 peristiwa
kejahatan pada tahun 2021. Sedangkan peristiwa kejahatan yang
diselesaikan di Kabupaten Sarolangun pada periode yang sama
berfluktuasi yaitu dari 272 peristiwa kejahatan yang diselesaikan
pada tahun 2018 turun menjadi 173 peristiwa kejahatan yang
diselesaikan pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut dapat

dijelaskan tingkat penyelesaian peristiwa kejahatan di Kabupaten
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Sarolangun selama tahun 2017-2022 terus menurun yaitu dari 80,24

% pada tahun 2018 menurun menjadi 69,48 % pada tahun 2022.

2.3.1.1.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan
kemiskinan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan
berbangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial
dan kemiskinan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa
masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan
dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial
dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami
hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani
kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk
memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan
anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah
daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan
kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan
dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan
penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang
seluas-luasnya, baik perseorangan keluarga, organisasi keagamaan,
organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi, badan wusaha, lembaga kesejahteraan sosial,
maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya
kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan bertujuan untuk: 1)
meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan

hidup; 2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai
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kemandirian; 3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam
mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; 4)
meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial
dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan; 5) meningkatkan kemampuan dan
kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
secara melembaga dan berkelanjutan; dan 6) meningkatkan kualitas
manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tantangan bagi pengembangan pelayanan sosial di Kabupaten
Sarolangun sangat komplek dituntut agar peka terhadap lingkungan
di sekitar yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial serta
menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu a) Komunitas Adat
Terpencil (KAT) agar mereka memahami agar dapat beradaptasi
dengan Norma hidup di Komunitas masyarakat agar mereka dapat
hidup lebih teratur tidak perpindah-pindah tempat dan lebih
sejahtera; b) Mengurangi angka PMKS dan Mengangkat PSKS; c)
Memberikan bantuan pada korban bencana alam baik secara moril
maupun materi.

Tabel 2.9. Perkembangan PMKS  Kabupaten  Sarolangun
Tahun 2018-2022

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
No Kecamatan (PMKS) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022

2018 2019 2020 2021 2022
1 Batang Asai 804 526 1,547 1,645 3,867
2  Limun 2,265 247 1,445 1,480 4,173
3 g‘:l‘::g‘ Nan 1,161 427 1,269 1,884 3,296
4 Pelawan 1,950 329 2,057 2,118 6,386
5 singkut 1,202 488 2,552 1,055 7,238
6 | Sarolangun 2,804 173 1,650 1,295 7,685
7 Batin VIII 3,024 541 1,490 1214 4,035
8  Pauh 2,109 555 1,883 1,169 6,240
9  Air Hitam 3,264 189 3,530 2,838 5775
10 Mandiangin 5,326 780 1,955 1,702 6,923

Jumlah 87,848 23,909 4,255 19,387 55,618

Sumber: Dinas Sosial Kab. Sarolangun, 2023

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan

adalah anak cacat, penyandang cacat, anak jalanan, anak nakal,
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anak/balita terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, wanita korban
tindak kekerasan, lansia terlantar, keluarga miskin, rumah tidak
layak huni, masyarakat tinggal di daerah rawan bencana, korban
bencana alam/sosial, komunitas adat terpencil, organisasi sosial,
wahana kesos berbasiskan masyarakat, karang taruna, pekerja sosial
masyarakat. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2018-2022
menurun yaitu 87.848 PMKS tahun 2018 turun pada tahun 2022
menjadi 55.618 PMKS.

Tabel 2.10. Perkembangan PSKS Kabupaten Sarolangun Tahun 2019-

2021 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) di Kabupaten Sarolangun
No Kecamatan Tahun 2019-2022
2019 2020 2021 2022
1 | Batang Asai 18 18 7 11
2  Limun 18 18 4 8
3 | Cermin Nan Gedang 18 19 6 10
4 | Pelawan 25 25 ) 8
5 | Singkut 33 33 13 18
6 | Sarolangun 47 66 32 36
7 | Batin VIII 22 40 7 10
8 | Pauh 24 44 7
9 | Air Hitam 19 44 5
10 Mandiangin 25 53 6 10
5

11 | Mandiangin Timur
Jumlah 249 360 92 133

Sumber: Dinas Sosial Kab. Sarolangun, 2022

Upaya penanganan masalah kemiskinan memerlukan berbagai
strategi dalam pelaksanaannya. Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan
untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha
kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat
berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Menurut
Kementrian Sosial RI saat ini tercatat jenis PSKS yaitu Pekerja Sosial

Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana
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(Tagana), Organisasi Sosial, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga, dan Dunia Usaha.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan
potensi atau sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi
sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial dalam
penanganan kemiskinan. PSKS inilah yang bersama-sama dengan
pendamping sosial akan berupaya melakukan usaha kesejahteraan
sosial dalam penanganan kemiskinan untuk itu diperlukan
pemahaman mendalam para pendamping sosial tentang Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya dalam menyelenggarakan

pendampingan kepada masyarakat.

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait
Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Tenaga kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, disebutkan tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja,
diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan
kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta
peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Salah satu masalah tenaga kerja di daerah yang masih perlu
diselesaikan adalah masalah tenaga kerja tidak produktif karena
tidak memiliki keterampilan. Sedangkan di era globalisasi saat ini
tenaga kerja yang dibutuhkan tidak hanya berpendidikan tetapi juga
memiliki kemampuan untuk mendukung pendidikan dan
pekerjaannya. Meningkatkan kompetisi antara pencari kerja
mengharuskan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan khusus
dan bisa mereka mendapatkan melalui pelatihan yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

Tabel 2.11. Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten Sarolangun
pada Periode Tahun 2018 — 2022
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Pencari Kerja yang Terdaftar

Tahun 10 - 29 Tahun 30 - 54 tahun 55 tahun ke atas

Laki.- Perempuan Laki.- Perempuan Laki.- Perempuan
Laki Laki Laki

2018 645 514 90 45 1 0

2019 584 407 44 22 2

2020 268 195 25 14 0 0

2021 201 158 16 12 0 0

2022 161 61 35 19 1 0

Sumber: BPS Kab. Sarolangun

Pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Sarolangun pada
periode tahun 2018-2022 selalu didominasi oleh laki-laki. Selain itu,
pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Sarolangun pada periode
tahun 2018-2022 selalu didominasi oleh pencari kerja pada kelompok
umur 10 - 29 tahun.

Tenaga kerja merupakan bagian penting dari faktor penggerak
perekonomian di bidang sumber daya manusia di suatu daerah.
Hambatan dari sistim pengelolaan tenaga kerja di daerah ialah
kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan
minimnya ketersediaan lapangan kerja yang tersedia, hal ini
berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran tenaga kerja,
faktor tidak terserapnya tenaga kerja dengan kualifikasi
skill/keahlian rendah dan pendidikan rendah di sektor formal
menyisakan banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal.
Upaya pemerintah dalam penanggulangan dampak tersebut, ialah
melalui kebijakan pemerintah dalam program pelatihan tenaga kerja

pemberdayaan masyarakat di sektor informal.
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Grafik 2.22. Tenaga Kerja yang dilatih pada LKK UKM di Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022
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Tenaga kerja yang dilatih pada LKK UKM di Kabupaten
Sarolangun pada periode tahun 2018 - 2022 cenderung menurun
yaitu sebanyak 384 orang pada tahun 2018 menurun menjadi 176

orang pada tahun 2022.

2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan
dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada
tingkat nasional maupun daerah. Isu gender menjadi salah satu poin
dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs
yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum
Perempuan”.

Pada dasarnya hakekat pembangunan daerah ditujukan untuk
kesejahteraan seluruh penduduk daerah dengan tidak membedakan
suku, agama, asal maupun jenis kelamin. Meski demikian,
pembangunan yang dilaksanakan disinyalir masih bermuatan
diskriminasi antara laki-laki dan  perempuan. Ditengarai,
pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang lebih banyak
menguntungkan laki-laki. Tentunya untuk menjawab hal itu tidak

mudah, perlu kajian mendalam terhadap keseluruhan aspek
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pembangunan. Salah satu cara untuk mengetahui adanya
diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yaitu menilai Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan untuk melihat kesenjangan dan
akses perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat
pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan
hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan
memperhitungkan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender
dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan
manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama
dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender,
tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan

gender.
Grafik 2.23. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten
Sarolangun
Tahun 2018-2022
92.00 -
91.65
91.50 -
91.00 - 90.81
90.67 90.55
90.50 - 90.29
90.00 -
89.50
2018 2019 2020 2021 2022

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
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Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten
Sarolangun relatif tetap pada periode tahun 2018-2022 dengan rata-
rata sebesar 90,79 per tahun. Pada tahun 2018 capaian IPG
Kabupaten Sarolangun sebesar 90,29 meningkat pada tahun 2022
menjadi 91,65. Capaian IPG ini merupakan hasil dari upaya
pemberdayaan dan pembangunan perempuan di Kabupaten
Sarolangun. Capaian tersebut diawali dari wujud nyata komitmen

Pemerintah ~ Kabupaten  Sarolangun terhadap pembangunan
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perempuan, mendorong Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Sarolangun untuk menyusun anggaran responsif
gender (ARG).

Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang
bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya
meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk
melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan
keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung
berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam
angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan
manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan indeks komposit
yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen,
dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan di tingkat manajerial, dan
upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten
Sarolangun juga menunjukkan trend peningkatan pada periode
tahun 2018-2022 dengan rata-rata sebesar 59,30 per tahun. Pada
tahun 2018 capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten
Sarolangun sebesar 57,30 meningkat menjadi 58,68 pada tahun
2022. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi
mengintegrasikan  perspektif @ gender dalam = pembangunan.
Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan
evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Pengarusutamaan gender ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan
gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan
merata bagi seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.
Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan
antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan
mengontrol sumberdaya, berpartisipasi dalam = pengambilan
keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat

dari kebijakan dan program pembangunan.
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Grafik 2.24. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten
Sarolangun
Tahun 2018 - 2022
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Sumber: BPS Kab. Sarolangun

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Kabupaten
Sarolangun. Hal ini disebabkan adanya kesadaran orang untuk
mengadu bila terjadi KDRT, pelecehan seksual baik terhadap anak-
anak maupun perempuan semakin tinggi, baik secara hukum
maupun moral. Disamping itu juga di Kabupaten Sarolangun sudah
berdiri pusat pengaduan yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak ).

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan
dalam rumah tangga dan kasus pelecehan seksual baik terhadap
perempuan dan anak-anak ini adalah selalu memberikan sosialisasi
atau penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama anak-
anak masa pertumbuhan baik di sekolah-sekolah maupun di
lingkungan di sekitarnya. Baik secara langsung maupun melalui
media, sebagai efek jera dari perilaku menyimpang tersebut
pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun juga bekerjasama dengan
aparat kepolisian, pengadilan untuk diproses sebagaimana hukum

yang berlaku.

2.3.1.2.3. Pangan

Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah selalu menjadi
salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun.
Disadari bahwa mewujudkan swasembada pangan tersebut tidaklah

mudah  karena  kompleksnya interaksi faktor-faktor yang
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mempengaruhi baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan
pangan. Kemampuan swasembada dapat dimaknai dalam tiga aspek,
yaitu: Pertama, kemampuan menghasilkan produksi yang dapat
memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan faktor-faktor
produksi yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh sistem produksi
yang ada pada berbagai jenjang; Kedua, kemampuan swasembada
yang bersifat responsif yaitu kemampuan melakukan pemulihan yang
cepat setelah terjadinya goncangan produksi yang menyebabkan
berkurangnya produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
masyarakat; dan Ketiga, kemampuan swasembada yang bersifat
antisipatif yaitu kemampuan mengantisipasi terjadinya goncangan
produksi yang menyebabkan berkurangnya produksi dan
kemampuan antisipatif dalam pengadaan stok untuk mengatasi
kekurangan kebutuhan konsumsi.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta
faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem
penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang
mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang
membentuk sistem ketahanan pangan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta
faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem

penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang
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mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang
membentuk sistem ketahanan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian
dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat
kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang digunakan dalam
penyusunan Indeks Ketahanan Pangan merupakan turunan dari tiga
aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan
pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam
Indeks Ketahanan Pangan didasarkan pada : (i) hasil review terhadap
indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitifitas dalam
mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar
ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin
untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh
kabupaten /kota.

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP
adalah sebagai berikut: 1) Rasio konsumsi normatif per kapita
terhadap ketersediaan bersih; 2) Persentase penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan; 3) Persentase rumah tangga dengan
proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap
total pengeluaran; 4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik; 5)
Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; 6) Persentase
rumah tangga tanpa akses ke air bersih; 7) Rasio jumlah penduduk
per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk; 8)
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting);
dan 9) Angka harapan hidup pada saat lahir. IKP yang dihasilkan
pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam
kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke
dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki
tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota
dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6
merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling

baik.
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Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun tahun 2018
berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian diperoleh skor sebesar 72,20. Nilai skor ini menunjukkan
bahwa cut off point Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun
termasuk kelompok S yaitu kabupaten/kota yang memiliki ketahanan

pangan baik.

2.3.1.2.4. Pertanahan

Pertanahan menjadi salah satu faktor penting yang sangat
mendasar dalam setiap kegiatan bidang usaha yang membutuhkan
lahan. Pertanahan juga berperan dalam memberikan gambaran yang
jelas kepada para calon pelaku usaha baik dari segi kepastian lokasi
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kepastian hukum
hak atas tanah, dan administrasi perizinan bagi kegiatan usaha.

Urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
penataan pertanahan dan pelaksanaan reforma agraria di wilayah
Kabupaten Sarolangun. Untuk memperbaiki akses masyarakat
kepada sumber-sumber ekonomi dalam hal ini tanah serta
mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan. Selain
itu, pelaksanaan urusan ini juga dilakukan dalam rangka pengakuan
dan penghormatan hak masyarakat hukum adat dan keragaman

budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

2.3.1.2.5. Lingkungan hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk
atau dimasukkannya makhluk hidup, =zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah
ditetapkan. Pencemaran lingkungan perlu diantisipasi agar manusia
dan mahkluk hidup lainnya dapat tetap hidup dalam keseimbangan.
Agar tindakan antisipasi dan pengendalian tersebut dapat berjalan
dengan efektif, terlebih dahulu mengenali penyebab serta memahami

dampaknya.
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Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota
sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas
lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku
kepentingan.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara
parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit
untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah
baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data
dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal
yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan

hidup pada lingkup dan periode tertentu.

A.Indeks Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat
strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai
kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit
tenaga listrik di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan
berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin
menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika
kualitas air sungai dijadikan indicator kualitas lingkungan hidup.
Selain kualitasnya, sebenarnya ketersediaan air sungai (debit air)
juga perlu dijadikan indikator. Namun karena data yang tidak
tersedia, maka debit air untuk sementara tidak dimasukkan sebagai
indikator. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai
dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu

Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai
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penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran
(Pollution Index — PI).

Tabel 2.12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022

No Indeks Kualitas 2018 2019 2020 2021 2022
lingkungan Hidup

1 Indeks Kualitas Air 49.90 50.00 56.60 45.00 53.33
2 Indeks Kualitas Udara 84.10 84.50 95.62 90.30 91.25

g | Indeks Kualitas 48.11 48.11 4857 53.98 53.97
Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sarolangun

62.67 61.43 70.64 65.31 68.83

Di Kabupaten Sarolangun indeks kualitas air yang diukur pada
Sungai Batang Limun diperoleh nilai 49,90 pada tahun 2018 dan
menurun menjadi 53.33 pada tahun 2022. Diharapkan ke depan
masyarakat lebih peka dan peduli lagi terhadap lingkungan agar
tingkat pencemaran air dapat terus ditekan/dikurangi. Upaya yang
dilakukan untuk mengurangi pencemaran ini antara lain dengan
melakukan pengawasan intensif serta penerapan sanksi kepada
perusahaan yang melanggar ketentuan. Khusus untuk penambang
tanpa izin, seperti emas, pasir, batu kali, tanah liat dilakukan razia

gabungan bersama aparat hukum lainnya secara intensif.

B. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara sebagai gambaran atau nilai hasil
transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara
yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai
macam komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta
karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut
tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar
mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun
padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam. Pemantauan
kualitas udara dilakukan melalui metode Passive Sampler dilakukan

di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area
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komersial, yaitu dalam hal ini permukiman dan perkantoran. Dalam
satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan
dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Di Kabupaten
Sarolangun indeks kualitas udara diperoleh meningkat yaitu nilai
84,10 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 91.25 pada tahun
2022.

C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan
penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan
sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya,
terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan
lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh
Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL
dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa
yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai,
lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH),
Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan
hutan).

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan
bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi
Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010,
penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada
permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil
pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada
jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi,
perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Di
Kabupaten Sarolangun indeks kualitas tutupan lahan diperoleh
meningkat yaitu nilai 48,11 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi

53,97 pada tahun 2022.

2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan
oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada
setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama
kali diperkenalkan oleh  Direktorat Jenderal Administrasi
Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem

KTP nasional yang terkomputerisasi.
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Tabel 2.13. Penduduk Kabupaten Sarolangun Wajib e-KTP Kabupaten
Sarolangun Tahun 2022

1 BATANG ASAI 13,816 12,580
2 LIMUN 13,188 12,543
3 SAROLANGUN 40,443 38,565
4 PAUH 17,738 16,896
5 PELAWAN 25,056 23,728
6 MANDIANGIN 17,200 15,773
7 AIR HITAM 18,794 17,935
8 BATHIN VIII 15,103 14,456
9 SINGKUT 29,629 27,573
1o CERMIN KaN 0,557 3 44
11 ﬁ’;ﬁl\{J};IANGIN 9,565 8,907
TOTAL 210,089 197,404

Sumber : DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II

Di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 terdapat 197,404
jiwa yang telah memiliki KTP Elektronik dari jumlah wajib KTP
210,089 jiwa. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan
berbagai upaya untuk mempercepat proses perekaman KTP
elektronik melalui Program Jebol (Jemput bola) pelayanan adminduk
di Kecamatan, Program Jubah (Jumat Bahagia) Perekaman KTP bagi

orang sakit dan lansia.

2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Amanat melindungi dan memberdayakan (Pemberdayaan
Masyarakat Desa) tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
pada pasal 126 menyatakan bahwa : (1) Pemberdayaan masyarakat
Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama
sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata
kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta
kesatuan tata ekonomi dan lingkungan; (2) Pemberdayaan
masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan
pihak ketiga; (3) Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum
Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat
Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama
Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk
mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada
umumnya. Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa itulah
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan,
dan pemantauan seluruh aspek kegiatan desa (baik penyelenggaraan
pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat
desa, maupun pembinaan kemasyarakatan).

Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat
perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat
pembangunan desa. Maka dari itu, pembangunan perdesaan
diarahkan wuntuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan
ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum
khususnya di desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan
keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola
pemerintahan Desa yang baik; (5) mewujudkan Desa berkelanjutan,
yang berbasis pada potensi sumberdaya sosial budaya lokal dan
daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui
pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi

perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan
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mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan
terdekat.

Keberhasilan pembangunan desa tercermin dari Indeks Desa
Membangun (IDM) yang meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas
masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan
keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi
dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan
otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama
terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas,
peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau
secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit
yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan
Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan
Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam
Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi
bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan
ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi
serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.
Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan,
didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta
ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam
secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial,
ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat
gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian
Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan
dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa

Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan
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dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah
sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan
karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi
Desa. Indeks ini mengikuti semangat mnasional dalam upaya
peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat
jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui
optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, serta komitmen politik membangun Indonesia dari
Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status,
yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (i) Desa Tertinggal; (iii) Desa
Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Klasifikasi dalam S5 status Desa tersebut juga untuk
menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus
rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa
Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa
yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi
kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan
berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa
Tertinggal. Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun
0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas
sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491

2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599

3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju :> 0,707 dan < 0,815

5. Desa Mandiri : > 0,815

Pada tahun 2022, Provinsi Jambi memiliki nilai Indeks Desa
Membangun (IDM) rata-rata 0.7089 dengan status IDM adalah maju.
Status IDM kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2022 yang
terbanyak adalah berkembang dengan S5 kabupaten/kota, dan hanya
4 kabupaten/kota berstatus maju dan 1 kabupaten/kota berstatus

mandiri.
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Untuk Kabupaten Sarolangun, berdasarkan laporan Direktorat
Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tahun 2022
memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) rata-rata 0.6870
dengan status IDM adalah berkembang.

Status IDM kecamatan di Kabupaten Sarolangun tahun 2022
yang berstatus mandiri sebanyak 14 Desa. Status IDM kecamatan di
Kabupaten Sarolangun tahun 2022 yang berstatus mandiri ada 3
yaitu
1. Kecamatan Singkut dengan nilai 0.7766
2. Kecamatan Sarolangun dengan nilai 0.7527
3. Kecamatan Air Hitam dengan nilai 0.7485

Sebagian besar status IDM kecamatan di Kabupaten Sarolangun
tahun 2022 yang berstatus berkembang yaitu:

. Kecamatan Bathin VIII dengan nilai 0.7058

. Kecamatan Pelawan dengan nilai 0.7027

. Kecamatan Mandiangin Timur dengan nilai 0.7019

. Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan nilai 0.6960
. Kecamatan Mandiangin dengan nilai 0.6599

. Kecamatan Limun dengan nilai 0.6426

. Kecamatan Pauh dengan nilai 0.6391

co N O o W N

. Kecamatan Batang Asai dengan nilai 0.6357

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa
Dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Transmigrasi tahun 2022 menyebutkan bahwa status IDM
kecamatan di Kabupaten Sarolangun tahun 2022 yang berstatus
tertinggal dan sangat tertinggal tidak ada.

Status desa Kabupaten Sarolangun didominasi oleh desa
berkembang. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa
Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki
potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum
mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi
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kemiskinan. Status desa di Kabupaten Sarolangun secara rinci dapat
dilihat pada tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.14
Tabel Status Indeks Desa Membangun

Mandiri Maju Berkembang Tertinggal Sangat
Tertinggal
1 Air Hitam 9 2 3 4 0 0
2 Batang Asai 23 0 1 17 5 0
3 Bathin VIII 14 3 2 9 0 0
4 CerminNan 10 1 4 5 0 0
Gedang
S5 Limun 16 1 10 5 0
6 Mandiangin 18 1 13 3 0
7 Mandiangin 10 2 1 6 1 0
Timur
8 Pauh 13 0 2 7 4 0
9 Pelawan 14 0 6 8 0 0
10 Sarolangun 10 1 6 3 0 0
11  Singkut 12 3 9 0 0 0
Jumlah 149 14 35 82 18 (V]

Sumber : Dinas PMD Kab Sarolangun

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam
status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan
dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan,
seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun
konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh
turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana
alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik
sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak
menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal.
Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya,
terutama terkait dengan potensi, informasi/ nilai, inovasi/prakarsa,
dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa

Berkembang menjadi Desa Maju.

2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan
penduduk Indonesia yang tumbuh secara seimbang dengan
pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana (KB)

dan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga. Sesuai
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amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan
berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan terencana. Dengan penduduk Indonesia yang tumbuh
secara seimbang, maka daya tampung dan daya dukung lingkungan
tetap terjaga sehingga akan memudahkan membangun manusia
Indonesia sebagai sumberdaya pembangunan yang produktif dan
berdaya saing, serta sebagai insan dan anggota masyarakat yang
dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum,
dan aktif dalam bermasyarakat.

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka
pemerintah menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program
KB dan Kesehatan Reproduksi saat ini tidak hanya ditujukan untuk
penurunan angka kelahiran, namun dikaitkan pula dengan tujuan
untuk pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan
penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual,

serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak.

Tabel 2.15. Pasangan Usia Subur, Aseptor KB Aktif dan Baru di
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022
‘ No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

Pasangan usia subur
(pasangan)
Jumlah Aseptor KB

1 61,821 | 52,374 62,879 | 50,692 | 48,782

2 . 49,661 | 38,315 32,637 | 42,727 | 35,120
Aktif (orang)
Persentase Aseptor
3 KB Aktif (%) 80.33 [9839.00 51.90 | 84,287 | 71,989
4 Aseptor KB Baru 12,161 | 4,023 3,678 | 5,744 | 2,076

(orang)
Sumber: DPPKB Kab. Sarolangun

Jumlah pasangan usia sumbur (PUS) di Kabupaten Sarolangun
selama periode tahun 2018-2022 cenderung turun yaitu 61.821 PUS
tahun 2018 menurun menjadi 48.782 PUS tahun 2022. Kenaikan
jumlah pasangan usia sumbur (PUS) di Kabupaten Sarolangun

selama periode tahun 2018-2022 diikuti penurunan jumlah aseptor
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KB aktif dan aseptor KB baru. Jumlah aseptor KB aktif di Kabupaten
Sarolangun selama periode yang sama cenderung turun yaitu 49.661
orang tahun 2018 menurun menjadi 35.120 orang tahun 2022,
sehingga secara persentase aseptor KB aktif di Kabupaten Sarolangun
selama periode yang sama mengecil yaitu pada tahun 2018 sebesar
80,33 % turun pada tahun 2022 (71,989 %).

Kemudian rata-rata jumlah aseptor KB baru selama periode
tahun 2018-2022 menurun cukup tajam sebesar -18,81 % per tahun,
yaitu dari 12.161 orang tahun 2018 menurun tajam menjadi 2.076
orang tahun 2022. Faktor yang memengaruhi partisipasi PUS
mengikuti program KB adalah masih rendahnya pengetahuan tentang
KB, sosial budaya masyarakat, dan cara untuk mengakses pelayanan
KB. Beberapa faktor lain yang menjadi pemicu kekhawatiran akseptor
untuk menggunakan alat kontrasepsi yaitu terjadi efek samping
setelah pemakaian alat kontrasepsi dan adanya risiko penyakit yang
timbul, risiko penyakit tersebut adalah penyakit hipertensi, jantung
dan diabetes melitus. Akibatnya banyak akseptor takut sebelum
dikonsultasikan ke petugas kesehatan yang lebih mengerti masalah

alat kontrasepsi KB (Kurnia, 2008).

2.3.1.2.9. Perhubungan

Pembangunan perhubungan dalam hal ini transportasi
mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembangunan
perekonomian daerah, mengingat kegiatan di bidang transportasi
berperan penting dalam distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok
daerah dan antar daerah. Transportasi merupakan salah satu
komponen strategis dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi, aliran
pergerakan manusia dan barang, aliran informasi (flow of information)
dan aliran finansial (flow of finance) yang perlu dikelola secara cepat
dan akurat untuk memenuhi tuntutan ketepatan waktu. Transportasi
juga merupakan alat kemakmuran, pembangunan politik, sosial
budaya dan keamanan. Peran transportasi sebagai jembatan’ yang

memfasilitasi seluruh kegiatan perekonomian dan logistik daerah,
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memberikan nilai tambah secara sosial ekonomi (increased social
economic  values). Pertumbuhan  sektor transportasi akan
mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga
transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik

secara makro maupun mikro.

Tabel 2.16. Perkembangan Sektor Transportasi dalam Perekonomian
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022

1 PDRB ADHB (Milyar
etz 288,46 310,12 286,59 302,86 363,08

2 PDRB ADHK (Milyar
Rupiah)

3 Laju Pertumbuhan
PDRB ADHK (%)

4 Distribusi PDRB (%) 2,01 1,99 1,99 1,83 1,75

191,41 200,64 204,72 213,03 236,84

555 4,83 -3,00 4,06 11,18

Sumber: BPS Kab. Sarolangun

PDRB sektor transportasi ADHB pada Kabupaten Sarolangun
selama 5 tahun terakhir ini (2018-2022) meningkat setiap tahun
yaitu dari Rp. 288,91 milyar tahun 2018 meningkat menjadi
Rp. 363,08 Milyar pada tahun 2022. Pembangunan infrastruktur,
perbaikan layanan, serta munculnya transportasi dan penjualan
online mendorong tumbuhnya sektor transporatsi dan logistik.

Selama S5 tahun terakhir ini (2018-2022), PDRB sektor
transportasi ADHK pada Kabupaten Sarolangun meningkat yaitu dari
Rp. 191,41 milyar tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 236,84 Milyar
pada tahun 2022. Kemudian laju pertumbuhan PDRB sektor
transportasi Kabupaten Sarolangun selama tahun 2018-2022 naik
yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,55 % meningkat pada tahun 2022
menjadi 11,18 %. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai
tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang
mampu mendorong pertumbuhan produksi daerah melalui iklim
usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat,
usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi
melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh

pelosok daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi
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percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan
lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat
manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Secara umum pembangunan transportasi telah dapat
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta
menjangkau ke semua daerah dan wilayah perbatasan/terpencil,
walaupun kebutuhan kapasitas dan kualitas pelayanan yang dapat
disediakan belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Kontribusi sektor
transportasi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sarolangun
cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir yaitu dari 2,01 % pada

tahun 2018 menjadi 1,75 % pada tahun 2022.

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) didefinisikan sebagai
serangkaian upaya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi
untuk memproses, manipulasi, mengelola informasi dan mengambil
keputusan serta melakukan transfer data dari suatu perangkat ke
perangkat lainnya dalam rangka membantu pencapaian tujuan
organisasi. Telekomunikasi telah menghilangkan batas-batas jarak
dan mereduksi perbedaan antara masyarakat di daerah perkotaan
dengan daerah perdesaan. Perbedaan waktu, jauhnya lokasi, serta
heterogenitas karakteristik penduduk tidak lagi menjadi hambatan
dalam kecepatan penyebaran informasi.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan
peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan
aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan
kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis,
masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk
mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan
kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan

dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama,
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meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada
masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan
dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan
sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu,
maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan
unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE
dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif,
efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan
SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan
penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE
Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun
2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan
instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB

Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Tabel 2.17. Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018 - 2022

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Domain
1 Kebijakan 1,35 1,53 3,06 2,40 3,60
SPBE
g  DomainTata 1,29 1,29 1,86 1,40 2,50
Kelola
Domain
3 Leyenzm SPEE 2,33 3,45 3,52 3,18 2,98
Domain
4 Manajemen - - - 1,00 1,09
SPBE *
Indeks SPBE 1,87 2,52 2,97 2,27 2,63
Predikat SPBE Cukup Cukup Baik Cukup Baik

*) Penilaian Domain Manajemen SPBE dimulai tahun 2021
Sumber : Diskominfo Kab. Sarolangun

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
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Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang
atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai
dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
(UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Sarolangun tahun 2018-
2022 menunjukkan kinerja yang positif. Pada periode 2018 sampai
2022, jumlah koperasi terus meningkat setiap tahun yaitu dari 288
koperasi tahun 2018 menjadi 301 koperasi pada tahun 2022. Di sisi
lain, perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi

terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi.

Tabel 2.18. Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022

No Kecamatan 2018 2019 2020 2021 2022
1 Batang Asai 12 12 12 12 12
2 Limun 18 19 19 19 19
3 ngir;‘;g Nan 16 16 16 16 16
4 Pelawan 25 26 31 30 30
5 Singkut 41 41 41 41 41
6 Sarolangun 71 71 72 74 74
7 Bathin VIII 17 17 17 17 17
8 Pauh 33 34 34 34 34
9  Air Hitam 18 18 19 19 19

10 Mandiangin 37 39 39 39 39
Total 288 293 300 301 301

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sarolangun

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan
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bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun

1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemberdayaan

koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dilakukan dalam

rangka pelaksanaan amanat beberapa Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
yaitu pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung
jawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan
untuk membangun koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan
prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah yaitu pemberdayaan UMKM merupakan bagian
yang integral dalam pembangunan perekonomian nasional yang
diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan
berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif,
pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan
pengembangan  usaha  seluas-luasnya, sehingga  mampu
meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan
pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan
kemiskinan.

Amanat UUD 1945 dan 2 Undang-Undang tersebut
mengarahkan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan
(affirmative) dan  pendekatan  pengembangan = kemandirian.
Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian
kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan
keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkembang di antara
masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama,
pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui

penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan
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penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi
dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan
koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga diarahkan
untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam
perekonomian, baik dalam penganggulangan kemiskinan, penciptaan
lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah
perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dan pembangunan berkelanjutan.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.3.2.1. Pertanian

Subsektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu
subsektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi (padi
sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah
dan kedelai. Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija)
merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan mnasional.
Penyediaan data produksi tanaman pangan secara
berkesinambungan diharapkan mampu menyediakan informasi yang
akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat
umum. Data pokok yang dikumpulkan untuk penghitungan produksi
tanaman pangan adalah luas panen dan produkstivitas (hasil per
hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara

luas panen dengan produktivitas tanaman pangan.

Grafik 2.25. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi
Sawah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kab. Sarolangun

Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 luas panen
tanaman padi sawah (wet rice) di Kabupaten Sarolangun berfluktuasi,
luas panen tanaman padi sawah (wet rice) tertinggi terjadi pada tahun
2019 yaitu seluas 11.514 ha, sementara luas panen terendah terjadi
pada tahun 2022 yaitu sebesar 6.457 ha. Pada tahun 2018 produksi
padi sawah (wet rice) di Kabupaten Sarolangun mencapai 32.558 ton,

namun pada tahun 2022 menurun menjadi 28.437 ton.

2.3.2.2. Peternakan

Populasi ternak sapi di Kabupaten Sarolangun menurun dari
9.562 ekor pada tahun 2018 menjadi 9.070 ekor pada tahun 2022.
Sedangkan untuk ternak kerbau meningkat dari 8.882 ekor pada
tahun 2018 menjadi 9.070 ekor pada tahun 2022. Besarnya potensi
ternak kerbau karena didukung dengan sumberdaya alam yang
menunjang perkembangan ternak kerbau yaitu hijauan sebagai

pakan ternak kerbau.

Grafik 2.26. Perkembangan Populasi Ternak Sapi dan
Kerbau di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kab. Sarolangun

Populasi ternak kambing di Kabupaten Sarolangun sebesar
42.397 ekor pada tahun 2022 menurun dibandingkan pada tahun
2018 yang berjumlah 46.298 ekor. Sedangkan ternak domba juga
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menurun dari 16.353 ekor pada tahun 2018 menjadi 14.990 ekor
pada tahun 2022.

Grafik 2.27 Perkembangan Populasi Ternak Kambing dan
Domba di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kab. Sarolangun

Grafik 2.28. Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018 - 2022
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Sumber : BPS Kab. Sarolangun

Untuk ternak non ruminansia atau ternak unggas (ternak titik,
ayam kampung dan ayam pedaging) di Kabupaten Sarolangun
selama periode tahun 2018-2022 yang terbanyak adalah ternak ayam
pedaging, diikuti ternak ayam kampung dan ternak itik. Ternak itik
populasinya paling sedikit dan menurun yaitu dari 40.429 ekor
pada tahun 2018 menurun menjadi 31.084 ekor pada tahun 2022.

Untuk ternak ayam kampung dan ayam pedaging di Kabupaten
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Sarolangun populasinya selama periode tahun 2018-2022 cenderung
menurun.
2.3.2.8. Perkebunan

Kabupaten Sarolangun memiliki potensi untuk pengembangan
perkebunan khususnya perkebunan karet dan kelapa sawit, dimana
merupakan usaha bidang perkebunan yang paling dominan
perkembangannya. Hal ini terlihat dari jumlah luas areal perkebunan
dan jumlah produksi yang cukup besar. Tanaman perkebunan utama
di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2018-2022 adalah
tanaman karet dan kelapa sawit.

Tanaman Karet adalah komoditas unggulan bagi Kabupaten
Sarolangun yang sudah membudaya bagi masyarakat sebagai mata
pencarian pokok sejak zaman Belanda. Jika dilihat dari sangat
pentingnya peranan tanaman karet dalam perspektif sejarahnya dan
dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta sumber pendapatan bagi
masyarakat di Kabupaten Sarolangun hingga saat ini, namun usaha
komoditas ini selalu dilakukan secara tradisional dan tidak ada
upaya yang signifikan dalam peningkatan nilai tambah (value added)
sejak ratusan tahun yang lalu. Pengelolaan hasil karet di Kabupaten
Sarolangun baru sebatas karet mentah yang dilakukan secara
tradisional di tingkat rumah tangga petani atau secara mekanis di
pabrik karet. Demikian juga pengelolaan hasil samping karet seperti
daun, biji dan batang karet tua belum menunjukkan perkembangan

yang menggembirakan.
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Grafik 2.29 Luas dan Produksi Tanaman Karet di Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kab. Sarolangun

Untuk tanaman karet di Kabupaten Sarolangun, setiap tahun
selama 5 tahun terakhir ini (tahun 2018 s/d 2022) luas panennya
menurun, yaitu dari 127.415 Ha tahun 2018 menurun menjadi
125.729 Ha pada tahun 2022. Produksi tanaman karet pada periode
yang sama menurun, yaitu 58,037 ton pada tahun 2022 turun
dibandingkan tahun 2018 yaitu 60,814 ton.

Selain tanaman karet, tanaman kelapa sawit adalah tanaman
utama perkebunan di Kabupaten Sarolangun selama S tahun
terakhir. Tanaman Kelapa Dalam dikenal sebagai tanaman serbaguna
mulai dari akar hingga pucuknya. Potensi inovasi pengolahan
tanaman Kelapa Dalam menjadi beragam produk yang bernilai
tambah bisnis dan ekonomi (added value). Tanaman kelapa memiliki
multifungsi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat.
Manfaat yang dapat diperoleh dari pohon kelapa sangat banyak,
mulai dari batang, daun dan buahnya. Dengan demikian

membudidayakan tanaman kelapa secara ekonomis sangat

menguntungkan.
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Grafik 2.30 Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018-2022
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Sumber : BPS Kab. Sarolangun

Luas panen tanaman kelapa sawit meningkat setiap tahun, yaitu
dari 35.520 Ha tahun 2018 meningkat menjadi 54.367 Ha pada
tahun 2022. Produksi tanaman kelapa sawit meningkat, yaitu 59,198
ton pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu
78,609 ton.

2.3.2.4. Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Sarolangun terdiri
dari kolam, keramba dan perairan umum (sungai dan danau).
Menurut Welcomme (1985) jenis ikan yang didapatkan di suatu
perairan umum daratan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ikan dari
habitas asli di sungai yang disebut dengan golongan ikan putih (white
fish) seperti ikan patin, baung, jelawat dan berbagai jenis lainnya,
sedangkan ikan dari habitat rawa lebak disebut dengan golongan ikan

hitam (black fish) seperti ikan gabus, sepat, betok dan sebagainya.

Tabel 2.19. Jumlah Produksi Ikan di Kolam Kabupaten Sarolangun

Tahun 2022
No Jenis Ikan Pro.fil:ll;(l:?l;K g
1 Gurame 319018
2 Lele 786136
3 Mas 342194
4 Mujair 229476
5 Nila 701342
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6 Patin 754334
Jumlah 3132500

Sumber : BPS Kab. Sarolangun

2.3.2.5. Pariwisata

Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral.

Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan

sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor

dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan

suatu destinasi yang terpadu (Brawnwel dalam Theobald (ed), 2005:

406). Lebih lanjut Page (2009), menyebutkan ada lima pendekatan

dalam pengembangan pariwisata yaitu:

1.
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Boostern approach, yaitu pendekatan sederhana yang melihat
pariwisata sebagai suatu akibat positif untuk suatu tempat dan
penghuninya. Namun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam
proses perencanaan dan daya dukung wilayah @ tidak

dipertimbangkan secara matang;

. The economic industry approach, yaitu pendekatan pengembangan

pariwisata yang tujuan ekonominya lebih didahulukan dari tujuan
social dan lingkungan serta menjadikan pengalaman pengunjung

dan tingkat kepuasan sebagai sasaran utama.

. The physical spatial approach, pendekatan ini didasarkan pada

tradisi penggunaan lahan geografis, strategi pengembangan
berdasarkan perencanaan yang berbeda-beda melalui prinsip
keruangan, spasial. Misalnya pengelompokan pengunjung di suatu
kawasan dan pemecahan-pemecahan tersebut untuk

menghindarkan terjadinya konflik;

. The community approach, yaitu pendekatan yang lebih menekankan

pada pentingnya keterlibatan maksimal dari masyarakat setempat

dalam proses pengembangan wisata;

. Sustainable approach, yaitu pendekatan berkelanjutan dan

berkepentingan atas masa depan yang panjang serta atas sumber
daya dan efek-efek pembangunan ekonomi pada lingkungan yang
mungkin menyebabkan gangguan budaya dan sosial yang

memantapkan pola-pola kehidupan dan gaya hidup individual.




Potensi Pariwisata Kabupaten Sarolangun juga memiliki objek
wisata yang umumnya adalah objek wisata alam, selain itu juga
wisata ziarah, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata
sejarah. Sebagian kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun terdapat
Potensi

objek wisata yang menunggu pembenahan, pariwisata

Kabupaten Sarolangun sangat beragam dan menjanjikan, mulai dari

wisata alam hingga wisata budaya dan sejarah

Tabel 2.20. Lokasi Potensi Wisata di Kabupaten Sarolangun

No Kecamatan

1 Sarolangun

Nama Objek Wisata

Perkampungan Tradisional Muaro
Sawah

Panorama di Antara Dua Jembatan
Panorama Jembatan Beatrix

Taman Perkantoran Gunung Kembang
Danau Ladang Panjang

Danau Biaro dan Danau Baru

Mesjid Al- Falah Pasar Sarolangun
Mesjid Al- Sulthon Sarolangun

Sport Center “Sarolangun Emas”

Keterangan

Wisata Budaya
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Buatan
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Rohani
Wisata Rohani
Wisata
Kesehatan

Batang
Asai

Danau Kaco

Minyak Wajang Wali

Air Terjun Telun Tujuh

Air Terjun Mudek Niban

Air Terjun Rantau Uba

Air Terjun Narso

Air Terjun Inum

Air Terjun telun Seluro
Makam Keramat

Panorama Bukit Rayo
Panorama Sungai Batang Asai
Pendulang Emas Tradisional
Makam Keramat Bukit Lupo
Batu Tinggi

Arum Jeram Ma. Talang
Olah Raga Paralayang

Wisata Alam
Wisata Budaya
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Budaya
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Budaya
Wisata Budaya
Wisata Alam
Wisata Minat
Wisata Minat

3 Air Hitam

Taman Nasional Bukit Dua Belas
Komunitas Suku Anak Dalam (SAD)
Habitat Kayu Bulian

Habitat Tanaman Obat

Habitat Tanaman Anggrek/ Neventes
Air Panas Paku Aji

Sungai air Jernih

Air Terjun Talun

Batu Sesudung

Batu Batumang

Air Meruap Jernih

Wisata Alam
Wisata Budaya
Ecowisata
Ecowisata
Ecowisata
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Budaya
Wisata Budaya
Wisata Alam

4 Limun

Dam Muaro Kutur

Goa Bukit Bulan

Goa Calow Petak

Panorama Alam Bukit Temalun
Panorama alam Bukit Bulan
Panorama Alam Bukit Barisan

Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam
Wisata Alam

I-91



Kabupaten Sdarolangun

No Kecamatan Nama Objek Wisata Keterangan
Panorama Hutan Adat Wisata Alam
Panorama Sungai Batang Limun Wisata Alam
Panorama Sungai Muaro Limun Wisata Alam
Panorama Sungai Binjai Lubuk Wisata Alam
Bedorong

S Mandiangin | Hutan Kemasyarakatan Wisata Alam

6 Pauh Danau Paqh Wisata Alam
Batu Betulis Wisata Budaya
Danau Kampung Pulau Wisata Alam
Danau Godang Semaru Wisata Budaya
Perkebunan Durian Semaru Wisata Alam

7 Pelawan Persawahan Payo Mangkuang Wisata Alam
Makam Karomah Datuk ijuk Wisata Agro
Lesung Batu Desa Lubuk Sepuh Wisata Agro
Lesung Batu Desa Rantau Tenang Wisata Budaya
Rumah Tuo Lubuk Sepuh Wisata Budaya

2.3.2.6. Perdagangan

Keberhasilan pembangunan daerah bidang perdagangan di
Kabupaten Sarolangun salah satunya dapat dilihat dari peningkatan
nilai perdagangan daerah. Nilai perdagangan termasuk perdagangan
besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai
jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar)
maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian
barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor.

Nilai sektor perdagangan di Kabupaten Sarolangun selama 5
tahun terakhir atau periode tahun 2018-2022 terus meningkat setiap
tahun. Nilai sektor perdagangan pada tahun 2022 sebanyak
Rp.1.640,08 milyar meningkat dibandingkan nilai sektor perdagangan
tahun 2018 yang lalu yaitu sebanyak Rp.1.228,49 milyar atau secara
rata-rata nilai sektor perdagangan besar dan eceran di Kabupaten

Sarolangun periode tahun 2018-2022 ini tumbuh sebesar 7,62 % per

tahun.
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Grafik 2.31 Nilai Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022 (Rp.Milyar)
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Sumber: BPS Kab. Sarolangun

Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian
kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-
fasilitas umum seperti pasar tradisional. Fasilitas-fasilitas umum
seperti pasar tradisional yang ada dapat mempermudah kegiatan
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah satu
sarana ekonomi yang menjadi tolok ukur dalam peningkatan

pendapatan ekonomi suatu daerah.

Grafik 2.32 Jumlah Pasar
Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 - 2022 (Unit)
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Sumber: BPS Kab. Sarolangun

Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial,
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ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya. Seiring dengan
perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi
antara penjual dan pembeli melainkan Pasar telah menjadi sarana
penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Jumlah pasar di
Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2018-2022 meningkat
yaitu dari 30 pasar pada tahun 2018 meningkat menjadi 37 pasar
pada tahun 2022.

2.3.2.7. Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan
memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk
mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut
diperlukan dalam mengarahkan perekonomian untuk tumbuh lebih
cepat dan mengejar ketertinggalan dari yang lebih dahulu maju.
Kemajuan industri di Provinsi Jambi dapat dilihat dari peningkatan
nilai produk industri dari industri pengolahan dan kontribusinya
terhadap perekonomian daerah Provinsi Jambi.

Industri pengolahan adalah industri manufaktur yang mencakup
seluruh kegiatan pengolahan baik barang organik maupun non
organik dari bentuk yang sederhana menjadi produk baru yang lebih
tinggi nilainya. Dimana bahan baku industri pengolahan berasal dari
produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan galian.
Besarnya kontribusi industri pengolahan di Kabupaten Sarolangun
menggambarkan kemampuan daerah Provinsi Jambi melakukan
proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi agar

mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi.
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Grafik 2.33. Nilai Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sarolangun
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Nilai sektor industri pengolahan di Kabupaten Sarolangun setiap
tahun selama periode tahun 2018-2022 terus meningkat. Nilai sektor
industri pengolahan pada tahun 2018 adalah sebanyak Rp.555,86
Milyar meningkat menjadi Rp.746,03 Milyar pada tahun 2022. Secara
rata-rata nilai produk industri pengolahan di Kabupaten Sarolangun
dalam S tahun terakhir ini tumbuh sebesar 7,71 % per tahun.
Sementara itu, perkembangan jumlah industri pengolahan besar
sedang di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022 fluktuatif
cenderung menurun dengan beberapa tahun terakhir seperti tersaji

pada Tabel berikut.

Tabel 2.21. Perkembangan Jumlah Industri Pengolahan Besar Sedang
di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022

Industri Pengolahan

No 2018 2019 2020 2021 2022
Besar Sedang

1 Industri Hasil Pertanian 202 259 259 259 297
dan Kehutanan

2 Industri Aneka 719 434 437 437 437

3 Indus‘Frl .Logam, Mesin 193 83 83 83 83
dan Kimia

Total 1,114 776 779 779 817

Sumber: BPS Kab. Sarolangun
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2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Sarolangun

sepanjang tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan.

Pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Sarolangun tahun

2018 sebesar Rp.898.141,- meningkat pada tahun 2022 menjadi

sebesar Rp.1.223.283,-.

Tabel 2.22. Jumlah Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk
Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022

2018 2019 2020 2021 2022
1 Makanan 492,127 528,119 513,221 545,500 615,293

g Bukan 450014 406,511 441,630 502,513 607,990
Makanan

Total 898,141 934,630 954,851 1,048,013 1,223,283
Sumber: BPS Kab. Sarolangun

Pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Sarolangun yang
terbesar tahun 2022 adalah makanan dan minuman jadi (Rp.113.7
208), Rokok (Rp.106.392), padi-padian (Rp. 74.296) dan sayur-
sayuran (Rp. 64.661). Sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan
di Kabupaten Sarolangun yang terbesar tahun 2022 adalah
perumahan dan fasilitas rumah tangga (Rp.301.974), aneka
komoditas dan jasa (Rp.130.984) dan komoditas tahan lama
(Rp.69 736).

Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati
berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan
untuk bukan makanan, dimana semakin tinggi persentase
pengeluaran bukan makanan dapat mengindikasikan adanya
perbaikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang tersedia,
terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk bukan makanan di

Kabupaten Sarolangun meningkat selama periode 2018-2022 yaitu
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45.21% pada tahun 2018 meningkat menjadi 49,70% pada tahun
2022.

Tabel 2.23. Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk
Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Sarolangun
Tahun 2018-2022

Persentase Pengeluaran per Kapita per
No Uraian Bulan (%)

2018 2019 2020 2021 2022
1 Makanan 54.79 56.51 53.75 52.05 50,30

g | Bukan 4521 43.49 46.25 47.95 49,70
Makanan
Total 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kab. Sarolangun

2.4.1.2.Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP)
adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada
sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat
ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen
untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat
digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi
pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi,
budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH
juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam
perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

PPH pertama kali diperkenalkan oleh FAO-RAPA pada tahun
1988, yang kemudian dikembangkan oleh departemen pertanian
Republik Indonesia melalui tahap workshop yang diselenggarakan
Departemen Pertanian bekerja sama dengan FAO. Tujuan utama
penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola
konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka

ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa.

RHRDIAI
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Grafik 2.34 Skor PPH Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sarolangun

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman
konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan
kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.
Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang
konsumsi pangan penduduk.

Skor PPH Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 2018-
2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari nilai 52.89
pada tahun 2018 meningkat menjadi 83.20 pada tahun 2022.
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2.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal dalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk
memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat
maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun menerapkan Standar
Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar agar
pelayanan yang sangat mendasar dapat diakses oleh semua lapisan
masyarakat. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu
pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri terkait untuk Penerapan
SPM Pendidikan,
ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

1. SPM Urusan Pendidikan

Adapun capaian SPM urusan berdasarkan Peraturan Menteri

kesehatan, Pekerjaan Umum, sosial serta

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah sebagai berikut :

Jenis
Layanan
Dasar

Capaian
(%)

Tabel .... Capain SPM Urusan Pendidikan
Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun
2020 2021 2022
Jumlah Jumlah Jumlah
Anak Jumlah Siswa Capaian Anak Jumlah Siswa Capaian Anak Jumlah Siswa
Usia Bersekolah/Tamat (F:,/) Usia Bersekolah/Tamat (F:,/) Usia Bersekolah/Tamat
Sekolah (Org) . Sekolah (Org) . Sekolah (Org)
(Oreg) (Org) (Org)

Anak Usia
Dini

13,811

12,702

91.97

15,346

14,944

97.38

16,420

16,140

98.29

Anak Usia
Pendidikan
Dasar

38,093

35,673

93.65

42,325

41,968

99.16

45,288

45,116

99.62

Pendidikan
Kesetaraan

2,452

1,158

47.22

2,724

1,362

50.00

2,915

1,498

51.40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun, 2023

2. SPM Urusan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

Adapun

Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :
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Tabel ....
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Capain SPM Urusan Kesehatan

Capaian Penerima Layanan Capaian Penerima Layanan Capaian Penerima Layanan
Dasar Tahun 2020 Dasar Tahun 2021 Dasar Tahun 2022
Indikator Kinerja .
No / Jenis Layanan LUDLEELEL
SPM Dasar Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian
(Org) (Org) (%) (Org) (Org) (%) (Org) (Org) (%)
Pelayanan
1 Kesehatan lbu Ibu Hamil 6,581 5,619 85.38 6,785 6,042 89.05 7,464 6,948 93.10
Hamil
Pelayanan
2 Kesehatan lbu Ibu Bersalin 6,267 5,147 82.12 6,461 5,534 85.65 7,107 6,364 89.55
Bersalin
Pelayanan
3 | Kesehatan Bayi Bayi Baru Lahir 5,636 5,219 92.61 5,810 5,612 96.59 6,391 6,285 98.35
Baru Lahir
4 | Pelayanan . Balita 23,826 | 20,368 85.49 | 24,563 | 21,901 89.16 | 27,019 | 25,186 93.22
Kesehatan Balita
E:lsaefar}cz: Pada Anak Usia
5 . . Pendidikan 10,317 9,646 93.50 10,636 10,372 97.52 11,700 11,928 101.95
Usia Pendidikan
Dasar
Dasar
Pengelolaan
g | "elayanan Usia Produktif | 16,081 | 14,097 | 87.66 | 16,578 | 15158 | 91.43 | 18236 | 17,432 | 95.59
Kesehatan pada
Usia Produktif
Pelayanan
7 Kesehatan Pada Usia Lanjut 24,026 13,303 55.37 24,769 14,304 57.75 27,246 16,450 60.37
Usia Lanjut
Pelayanan
Kesehatan Penderita
8 . ) . 90,597 54,697 60.37 93,399 58,814 62.97 102,739 67,636 65.83
Penderita Hipertensi
Hipertensi
Pelayanan
Kesehatan Penderita
9 | Penderita Diabetes 3,125 2,926 93.61 3,222 3,146 97.64 3,544 3,492 98.53
Diabetes Melitus
Melitus
Persentase ODGJ
berat yang
10 | mendapatkan 0DG) 848 651 76.79 | 874 700 80.09 961 805 83.73
pelayanan
kesehatanjiwa
sesuai standar
Pelayanan
17 | KesehatanOrang | OrangTerduga | 5 oon | 5159 | 5996 | 3,660 | 2289 | 6254 | 4026 | 2632 | 6538
Terduga tuberkulosis
tuberkulosis
Pelayanan
Kesehatan Orang ‘?fa”g Delzngan.
.. Risiko Terinfeksi
Dengan Risiko .
. . . Virus Yang
Terinfeksi  Virus
Yang Melemahkan Melemahkan
12 g Daya Tahan 7,734 7,163 92.62 7,973 7,702 96.60 8,850 8,472 95.73
Daya Tahan .
. Tubuh Manusia
Tubuh Manusia
(Human
(Human .
- Immunodeficiency
Immunodeficiency .
. Virus)
Virus)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun, 2023

Nal: S:arolTahun Ayl




3. SPM Urusan Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri

Adapun
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capaian SPM wurusan Kesehatan berdasarkan

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Teknis

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

adalah sebagai berikut :
Tabel ....

Capain SPM Urusan Pekerjaan Umum

Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun 2020 Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun 2021 Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun 2022
Indikator
Kinerja / Jenis
No Jenis Layanan Total Sudah Belum Capaian Total Sudah Belum Capaian Total Sudah Belum Capai
Layanan Dasar Rumah di Terlayani | Terlayani F:% Rumah di Terlayani | Terlayani p%) Rumah di Terlayani | Terlayani an
SPM Kabupaten (SR) (SR) (%) Kabupaten (SR) (SR) ( Kabupaten (SR) (SR) (%)
Penyediaan
Kebutuhan
1 pokok air SPAM n/a 5,495 5,495 100 n/a 6,106 6,106 100 n/a 6784 6784 100
minum
sehari-hari
Penyediaan
Pelayanan
2 Pengolahan SPALD n/a 2,169 2,169 100 n/a 2,332 2,332 100 n/a 2508 2508 100
Air Limbah
Domestik
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sarolangun, 2023
4. SPM Urusan Perumahan Rakyat
Adapun capaian SPM urusan Kesehatan berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
adalah sebagai berikut :
Tabel .... Capain SPM Urusan Perumahan Rakyat
Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun 2020 Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun 2021 Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun 2023
Indikator Total Total Total
S . Rumah Rumah Rumah
Kinerja / Jenis
No it SvETEm Target Sudah . Belum . Capaian Target Sudah . Belum . Capaian Target Sudah . Belum . Capalan
levErEm D — Pelayanan Terlayanl Terlayam (%) Pelayanan Terlayam Terlayam (%) Pelayanan Terlayanl Terlayanl %)
SPM SPM (Unit) (Unit) SPM (Unit) (Unit) SPM (Unit) (Unit)
Perumahan Perumahan Perumahan
Rakyat Rakyat Rakyat
1 Penyediaan Rumah n/a 50 6 12 Tidak Tidak
dan Layak Huni Terdapat Terdapat
Rehabilitasi Bagi Korban Korban
Rumah Korban Bencana Bencana
Yang Layak Bencana yang yang
Huni Bagi Memerlukan Memerlukan
Korban Rumah Rumah
Bencana Layak Huni Layak Huni
2 Penyediaan Rumah Tidak Tidak Tidak
Rumah Layak Huni Terdapat Terdapat Terdapat
Yang Layak Bagi Program Program Program
Huni Bagi Masyarakat Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Masyarakat Terdampak Yang Yang Yang
Yang Relokasi berdampak berdampak berdampak
Terkena Program bagi bagi bagi
Relokasi Pemerintah Penyediaan Penyediaan Penyediaan
Program Daerah Rumah Rumah Rumah
Pemerintah Layak Huni Layak Huni Layak Huni
Daerah

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sarolangun, 2023
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5. SPM Urusan Sosial
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Adapun capaian SPM urusan Sosial berdasarkan Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah

sebagai berikut :

Tabel ....

Capain SPM Urusan Sosial

No

Indikator
Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Jenis
Layanan
Dasar

Capaian Penerima Layanan Dasar

Tahun 2020

Capaian Penerima Layanan Dasar

Tahun 2021

Capaian Penerima Layanan Dasar

Tahun 2022

Jumlah
Klaim
di Luar
Panti
(Org)

Populasi di
Daerah
Kabupaten
yang
Membutuhkan
Rehabsos Luar
Panti (Org)

Capaian
(%)

Jumlah
Klaim
di Luar
Panti
(Org)

Populasi di
Daerah
Kabupaten
yang
Membutuhkan
Rehabsos Luar
Panti (Org)

Capaian
(%)

Jumlah
Klaim
di Luar
Panti
(Org)

Populasi di
Daerah
Kabupaten
yang
Membutuhkan
Rehabsos Luar
Panti (Org)

Capaian
(%)

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar di
Luar Panti

Penyandang
Disabilitas
Terlantar

27

25

92.59

35

30

85.71

60

60

100.00

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Anak Telantar di
Luar Panti

Anak
Terlantar

100.00

100.00

10

90.00

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Lanjut Usia

Terlantar di
Luar Panti

Lansia
Terlantar

60.00

19

14

73.68

15

14

93.33

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Tuna Sosial
Khususnya
Gelandangan
dan Pengemis
di Luar Panti

Gepeng

10

10

100.00

100.00

15

15

100.00

Perlindungan
dan Jaminan
Sosial Pada Saat
Tanggap dan
Paska Bencana
Bagi Korban
Bencana
Kabupaten/Kota

Bencana
alam dan
sosial

63

63

100.00

30

30

100.00

100

80

80.00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Sarolangun, 2023

6. SPM Urusan Ketentraman dan

Perlindungan Masyarakat

Ketertiban Umum dan

Adapun capaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertibun

Umum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121

Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

adalah sebagai berikut :
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L. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel .... Capain SPM Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Capaian Penerima Layanan Dasar Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun Capaian Penerima Layanan Dasar
Kinerja / Jenis Tahun 2020 2021 Tahun 2022
Jenis Layanan ) ) . Keterangan
Layanan PYET IJu.mlah Jumlalh Capaian .Ju.mlah Jumla.h Capaian .Ju.mlah Jumla.h Capaian
SPM P 1aan Peneg; (%) P 1 Per (%) P 1 Per (%)
Penegakan | Pelayanan 5 1 20 7 1 14.285714 10 1 10 Aturan
Perda / Ketentraman Perda/Perkada
Perkada dan baru Sebatas
Sesuai Ketertiban disosialisasikan
Mutu Umum dan belum di
(TRANTIBUM) tegakkan sanksi
sesuai ketentuan
PERDA/PERKADA
Copaian Penerlmazlt.)az\(/)anan Dasaiiabin Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun 2021 Capaian Penerima Layanan Dasar Tahun 2022
Indikator Kinerja Jenis Jumlah Warga Jumlah Warga Jumlah Warga
/ Jenis Layanan Layanan Negara yang Rt Negara yang Jumlah Negara yang Keterangan
SPM Dasar Terkena Warga Capalan Terkena Warga Capaian Terkena Jumlah Warga Capalan
Dampak dan Negara %) Dampak dan e v %) Dampak dan Negara yang %)
Berhak yang Berhak Terlayani Berhak Terlayani
Mendapat Terlayani Mendapat Mendapat
Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Pelayanan Ganti Pelayanan Tidak Tidak Terdapat Tidak
Rugi dampak Ketentraman Terdapat Pelaksanaan Terdapat
Penegakan dan Pelaksanaan Penegakan Pelaksanaan
Perda/Perkada Ketertiban Penegakan Perda/Perkada Penegakan
Umum Perda/Perkada yang Perda/Perkada
(TRANTIBUM) yang berdampak yang
berdampak bagi Warga berdampak
bagi Warga Negara yang bagi Warga
Negara yang harus Negara yang
harus mendapatkan harus
mendapatkan Pelayanan mendapatkan
Pelayanan Kerugian Pelayanan
Kerugian Materiil dan Kerugian
Materiil dan Pelayanan Materiil dan
Pelayanan Pengobatan Pelayanan
Pengobatan Pengobatan
Warga negara
yang
memperoleh
pelayanan
kerugian materil
Warga negara
yang
memperoleh
pelayanan
kerugian
pelayanan
pengobatan

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sarolangun, 202

II. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel .... Capain SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

. L. ) Capaian Penerima Layanan Dasar
No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM
2020 (%) 2021 (%) 2022 (%)
1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana 10 20 35
2 Pelayanan Pencegahan dan 100 100 100
Kesiapsiagaan
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 100 100 100

Sumber : BPBD Kab. Sarolangun, 2023

Nal: S:arolTahun Ayl
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I1I. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tabel .... Capain SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Capaian Penerima Layanan Capaian Penerima Layanan Capaian Penerima Layanan
Indikator Dasar Tahun 2020 Dasar Tahun 2021 Dasar Tahun 2022
No Kinerja / Jenis Layanan
Jenis Layanan Dasar Jumlah Jumlah Capaian | Jumlah Jumlah Capaian | Jumlah Jumlah Capaian
SPM Laporan | Tertangani (%) Laporan | Tertangani (%) Laporan | Tertangani (%)
1 Operasi Non Pelayanan
Kebakaran Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Kebakaran
(DAMKAR)
a. | Kecelakaan 1 1 100 0 0 0.00 0 0 0.00
Transportasi
b. | Water Rescue 3 3 100 5 5 100 3 3 100
c. | Animal 5 5 100 8 8 100 7 7 100
Rescue
d. | Penyelamatan 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
pada
Ketinggian
e. | Penyelamatan 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
pada
Bangunan
Runtuh
f. | Penanganan 10 10 100 20 20 100 17 17 100
Pohon
Tumbang
g. | Penanganan 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Percobaan
Bunuh Diri
h. | Lainnya 3 3 100 2 2 100 1 1 100
Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM - Operasi Evakuasi dan Pemadaman Kebakaran
Jumlah Korban Jiwa (Org) Jumlah Taksiran Aset (Rp)
No Tahun Operasi Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Korban Jumlah
Kebakaran | Korban Yang Korban Korban Mengalami Taksiran Aset Jumlah Taksiran
Berhasil Meninggal Mengalami Luka Fisik yang Berhasil Kerugian Aset
Diselamatkan Dunia Luka Bakar Lainnya Diselamatkan
1 2020 > 0 0 0 0 1,000,000,000.00
2 2021 / 0 0 0 0 750,000,000.00
3 2022 8 0 0 0 0 350,000,000.00

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Sarolangun, 2023

Nal: S:arolTahun Ayl
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2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai
dengan tahun berjalan dan realisasi capaian RPJMD disajikan pada tabel

berikut :
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EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN SAROLANGUN

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Target RPD pada tahun 2026 (akhir | Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahi Realisasi Capaian Kinerja dan | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD |Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung
No | Kode ! : ’ satuan i ket
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K | Rp. (%) Rp K I Rp. (%)
1 2 3 4 5 3 7 9 = O+10+11+1. 4 = 13/6°100 5=7 16 = 15/6100 17 18
1111 |Dinas Pendidikan 538,215,280,568 40,279,200,217 406,342,720,290 40,279,290,217 40,279,290,217 991 40,153,540,217 746  Discikbud
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4 7 4
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dokumen Daerah Dokumen 2 129,413,492,568 40,153,540,21 261,611,659,268 0,153,540,217 40,153,540,217 1535 40,153,540,217 3103|  Disdikbud
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja [ Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Jonis ) 500000000 . 192122707 . . . . . Disdikbud
Perangkat Daerah Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 8 100,000,000 1 83,094,000 - - - - Disdikbud
' Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi ..
- 40,000,000 44,685,615 - - B .
Koordiasi dan Penyusuran Dokuren RKA-skPD  |J 0 AR TR Dokumen 8 1 Disdikbud
Koordinasi  dan  Penyusunan  Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil ’
40,000,000 - B . B B
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubzhan RKA-SKPD Dokumen 8 * Disdioud
Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi .
3 40,000,000 . . .
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Penysinan Dokuen DPA.SKPD Dokumen 8 Disdikbud
- Jumiah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil ’
. 40,000,000 - - - .
Koordiasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. | t0r e Dot e o DOASKSD Dokumen 2 Disdikbud
- | Jumiah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja
mﬁ;‘;‘:‘:ﬁﬂi;ei:eyr‘fs“s";';:‘”’a" Capaian Kinerl2 dan | 1o gan L aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 2 40,000,000 1 64,343,182 - - - Disdikbud
R Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 2 200,000,000 . - - - Disdikbud
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Keuangan Daerah 1,225,553,604 35,575,540,217 222,773,726,683 35,575,540,217 35,575,540,217 1597 35,575,540,217 290281|  Disdikbud
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Orang/Bulan 12 1,103,573,604 35,515,087,717 2 222,467,786,683 35,515,087,717 35,515,087,717 1596 35,515,037,717 321818|  Disdikbud
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN :‘Q:‘ :;’Nk”“‘e" Hesil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 17 Dokumen 17 1,800,000 60,502,500 12 - 60,502,500 60,502,500 B 60,502,500 3,361,25 Disdikbud
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumiah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 5 100,000 5 305,940,000 - - Disdikbud
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir [ Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 0,000 . . .
Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Laporan 2 . 6 Disdikbud
Pengelolean dan Penyiapan Bahan Tanggapan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak dokumen » 10000 . . . Disdikoud
Pemeriksaan Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kevangan Bulanany | e Laporan Kevangan Bullnan/ Triwuianan/ Semesteran
" W Lap! ¢ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan 12 120,000,000 12 - - - Disdikbud
Triwulanan/ Semesteran SKPD -
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) Rp K Rp. (%)
Administrasi Barang Milik Daerah  pada Perangkat | Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Disiplin dan 140,000,000 A . . . 1 pisdikowd
Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber daya
;ﬂ‘:;s“"a" Perencanazn Kebutuhan - Barang Milik Daereh | ;1.1 pencana Kebutuhan Barang Mili Daerah SKPD 8 Dukumen 8 100,000,000 - . . Disdikbud
Jumiah Laporan Hesil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil 40,000000 . .
Koordinesi dan Peniaian Bareng Mik Deersh kD [ mEC 8 Rt oot P AR B Laporan 2 000, Disdikbud
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Aparatur dalam Peningkatan Disiplin dan 383,630,964 - 2,216,548,071 - - - | oisdikbud
Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Pengadaan Pakeian  Dinas  beserta  Atribut Jumiah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Stel % 108,000,000 . . . Disdikbud
Kelengkapannya
Pendataan  dan  Pengolhan  Adrministasi e Dokumen Perdataan dan Pengolahan Adrministrasi orng w00 100000000 . . Disdikoud
Kepegawaian Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumleh Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem orng 400 40,000000 . . Dk
Kepegawaian Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian  Kinerja Pegawai ;“er;:hﬂ?ak“m" Monitoring, Evaluasi, dan Penileian Kinerja Orang 800 80,000,000 . Disdikbud
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan |Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti orng . 5330964 o 2132727000 i Disdikoud
Fungsi Pendidikan dan Pelatinan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan f;‘r:zl::gg:a"g yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Orang 800 300,000 9 83,821,071 . . Disdikbud
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,596,000,000 1,074,366,246 - | Disdikbud
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumiah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan s . 80,000,000 b 2026575 . Db
Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jenis 2 230,000,000 - B - Disdikbud
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlzh Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 2 46,000,000 2 9,183,999 - Disdikbud
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 8 400,000,000 12 119,845,907 - Disdikbud
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandazn Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1,000 400,000,000 12 65,206,765 B - Disdikbud
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilasi Kunjungan Tamu Laporan 1200 300,000,000 ) 77,705,000 - Disdikbud
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  dan Konsultasi SKPD ;“;"Pl‘:)h Laporan Penyelenggaraan Repat Koordinasi dan Konsulasi Laporan 800 1,000,000,000 12 728,798,000 . . Disdikbud
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan bokumen . 140000000 B 65,700,000 . Disdikbud

Elektronik pada SKPD

Berbasis Elektronik pada SKPD
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Pengadaan Barang Milik Dagrah 1,070,000,000 - 1,492,489,889 - - | isdikbud
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan g“'s"el:"‘a;:‘" Kendzraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Unit 16 400,000,000 12 - . . Disdikbud
Pengadaan Mebel Jumizh Paket Mebel yang Disediakan Stel 800 400,000,000 2 - - Disdikbud
Pengadazn Peralatan dan Mesin Lainnya Jumleh Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 8 120,000,000 ) 1,434,341,403 - Disdikbud
Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit 2 30,000,000 2 56,148,486 B - Disdikbud
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya JD"‘;"E':"‘;B:“ Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 20 120,000,000 1 - - Disdikbud
penyediaan Jasa P u Jumlah Priode Penyedian Jasa Penunjang Urusan
Denyeh'aa" asa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinas dan 123,496,840,000 4,578,000,000 29,661,907,430 4578,000,000 4,578,000,000 1543 4,578,000,000 371 Disdikbud
acral Kab. Sarolangun)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlzh Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 3 230,000,000 12 . Disdikbud
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |22 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Laporan 18 1,200,000,000 12 273,307,430 - Disdikbud
dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor JD“"S":j"‘a:;::"’a” Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 9,300 122,066,840,000 4,578,000,000 12 29,388,600,000 4,578,000,000 4,578,000,000 1558 4,578,000,000 375|  Disdikbud
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Priode Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.468.000 £,200498,152 . 1 bisdikoud
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jasa , Biaya  Pajak [ umla Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan| it . 700,000 5 202150000 . Db
dan Perizinan Kendarazn Dinas Operasional atau Lapangan | yang Dipelitara dan dibayarkan Pajaknya
Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelinara Unit 2 100,000 12 46,500,000 B - Disdikbud
Pemelitaraan Aset Tetap Lainnya Jumiah Aset Tetap Lainnya yang Dipelinara Unit 2 100000 2 - - Disdikbud
Pemelinaraan/Rehabillasi Gedung Kantor dan Bangunan | Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang it » 368,000 2 19981,000 . Db
Lainnya Dipelinara/Direhabiitasi
Pemelinaraan/Reabiitasi Sarana dan Prasarana Gedung | umlh Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguran it . 200000 2 3001867152 . . Disdikoud
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Dirchabil
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APK dan APM SD dan SMP 401,122,691,000 125,750,000 144,396,960,015 125,750,000 125,750,000 0,09 125,750,000 003|  Disdikbud
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar APK dan APM SD 210,732,319,000 36,500,000 93,072,755,021 36,500,000 36,500,000 0,04 36,500,000 002|  Disdikbud
Pembangunan Unit Sekolsh Baru (USE) Jumizh Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 2 800,000,000 - - Disdikbud
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Target RPD pada tahun 2026 (akhir | Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahi Realisasi Capaian Kinerja dan [ Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi| Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outputySub — periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 , Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Unit 20 5,569,200,000 - - Disdikbud
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang 8 1,160,250,000 - - Disdikbud
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 4 348,075,000 - Disdikbud
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Pembanguran Perpustakaan Sekoleh Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 2 3,712,800,000 - Disdikbud
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah ;’;:f\gusna'a"a' Prasarana dan Utltas Sekoleh yang Telh Ruang 19 2,784,600,000 22,635,212,000 . . Disdikbud
Pembagunan  Rumah  Dinss  Kepal Sekolh/ | umkh Rumeh Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekoleh yang it . 1352300000 . Disdikoud
GuruPenjaga Sekoleh Teleh Dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumleh Ruang Kelas yang Direhabilasi Sedang/Berat Ruang 60 10,442,250,000 32,362,007,000 - Disdikbud
Rung SekolaTu | 1mieh Ruang GuruiKepala SekolhTU yang Telah Dirhabiltesi Rung - 556,920000 . . Disdikoud
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | JUm/ah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabiltasi Unit 15 165,500,000 - Disdikbud
Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumiah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabiltasi Ruang 20 2,320,500,000 B Disdikbud
Rehablasi Secang/Berat Sarana, Prasarana dan Utifas | Jumeh Sarana, Prasarana dan Utits Sekolh yang Tekah Rung " 1.044.225.000 . Disdikbud
Sekoleh Direhabiltasi
Rehabiltasi Sedang/Berat Rumeh Dinas Kepala Jumiah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang it . 1392.500,000 i Disdikoud
Sekolah/Guru/Penjaga Sekoleh Telah DiRehabiltasi Sedang/Berat
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia stel 800 1,856,400,000 495,000,000 - - Disdikbud
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumizh Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket 200 232,050,000 - Disdikbud
Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumleh Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Siswa 4,000 1,392,300,000 - Disdikbud
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar ;“E'S"e'f‘“a ;esf:a Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Siswa 4,000 1,601,145,000 - - Disdikbud
Pengadzan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumiah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket 8 2,.320,500,000 - Disdikbud
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta | Jumiah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Sefolah o8 282,050,000 . Db
Didik dan Ujian
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumkeh Siswa yang Mengik.i Ajang KompetisiLomba Akademik Siswa 800 928,200,000 535,647,866 E | oisdikoud
dan Non Akademik
Jumleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan o enaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Orang 800 4,641,000 3,659,312,103 - Disdikbud
pada Satuan Pendidikan Sekolzh Dasar
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumiah Sekoleh Menengah Dasar yang Dileksanakan Pembinaan Sekolah 984 21,267,963,000 36,500,000 5,152,566,579 36,500,000 36,500,000 o7 36,500,000 017 Disdikbud
Kelembagaan dan manajemen sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumizh Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Sekoleh 984 148,512,000,000 29,043,000,000 . Disdikbud
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | Kode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outpu/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolh  |Jumiah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam orng 1 96,1500 0000475 Disdikoud
Dasar Pengelolan Dana BOS Sekolsh Dasar
Pengelolaan  Pendidikan Sekolah Menengah APK dan APM SMP 96,439,606,000 - 28,376,746,016 - - - Disdikbud
Pembangunan Unit Sekolsh Baru (USE) Jumizh Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 1 1,000,000,000 - Disdikbud
Penambzhan Ruang Kelas Baru Jumleh Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 8 928,200,000 - Disdikbud
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolh/TU yang Telah Dibangun Ruang 8 1,856,400,000 - Disdikbud
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekoleh yang Terbangun Ruang 8 696,150,000 - Disdikbud
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumleh Perpustakaan Sekolah yang Terbangun Ruang 8 1,856,400,000 - Disdikbud
Pembangunan Laboratorium Jumlzh Ruang Leboratorium yang Terbangun Ruang 8 1,856,400,000 Disdikbud
Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Terbangun Unit 4 1,160,250,000 - Disdikbud
Pembangunan  Rumah  Dinas  Kepala Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah it » 4641000000 . Disdikbud
Sekolah/Guru/Penjaga Sekoleh yang Terbangun
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utiitas Sekolah  |Jumiah Sarana, Prasarana dan Utltas Sekolah yang Terbangun Unit 2 2,320,500,000 4,923,198,000 Disdikbud
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumih Ruzng - kelas - Sekolah yang - Terehabilftasi Ruang 36 6,033,300,000 10,545,000,000 Disdikbud
Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Jumiah Ruang - Guru - Sekoleh  yang - Terehabiltasi Ruang 8 185,400,000 - Disdikbud
Rehabiltasi Sedang/Berat Perpustakazn Sekolah Jumizh Perp: Sekoleh yang Ruang 2 3,480,750,000 - Disdikbud
Rehabillasi Sedang/Berat Laboratorium Jumleh Laboratorium yang Terehabiltasi Sedang/Berat Ruang 4 928,200,000 - Disdikbud
Rehabilfasi Sedang/Berat  Ruang  Serba GunwAula | Mah Ruang Serba Guna/Aula. yang - Terehabiliasi Ruang 4 928,200,000 - Disdikbud
Rehabiltasi Sedang/Berat Rumeh Dinas Kepala Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah Rung . 696,150,000 . Disdikoud
Sekolah/Guru/Penjaga Sekoleh yang Terehebiltasi Sedang/Berat
Rehabilltasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utitas | Jumah Sarana, Prasarana dan Uiltas Sekolah yang Rung B 164,100,000 . Disdikbud
Sekolah Terehabilizsi Sedang/ Berat
Pengadzan Mebel Sekolah Jumizh Mebel Sekolsh yang Tersedia stel 400 1,160,250,000 495,000,000 Disdikbud
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Pengadzan Perlengkapan Sekoleh Jumlah Perlengkapan Sekolh yang Tersedia - - - Disdikbud
Pengadan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Paket 00 1392,300,000 - B - Disdikbud
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah | Jumiah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama . . . Disdikoud
Pertama Diterima oleh Peserta Didik
Pengadiaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumleh Alat Prakik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket EY 2,320,500,000 - - Disdikbud
;?;‘f‘e"gga’aa” Proses Belajar dan Ujin bagiPeserta |, 1, pecerta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Sekolah 304 160,115,000 - . . Disdikbud
Penyiapan den Tindak Lanjut Evalussi Satuan Pendidikan |Jumish Satuan Pendidikan Menengah Pertama. Siap Dievaluzsi 266,858,000 . .
Sekolah Menengah Pertama dan Melaksanakan Rekomendasi Sekoleh 304 e Disdikoud
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumieh Siswa yang Mengikuti Ajang KompetisilLomba Siswa 1,600 1,392,300,000 573,821,576 - oisdikoud
Akademik dan Non Akademik
» ’ Jumiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatian
Pengembzngan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidiken | . Gy eenaikan PangkatiGolongan, Pemberian Promosi, Orang 800 1,624,350,000 818,820,440 . Disdikbud
pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ! : gen. B
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pembinaan  Kelembagaan  dan  Manajemen Sekolah  |Jumiah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Sekolah 304 362,883,000 - - Disdikbud
Pengelolian Dana BOS Sekoleh Menengah Pertama |22 Sekolah Menengzh pertama yang Mengelola Dana BOS Sekolah 304 58,012,500,000 11,020,800,000 . . Disdikbud
Menengeh Pertama
Peningkaten Kapasitas Pengelokan Dana BOS Sekolah | dumiah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolazn . . Disdikoud
Menengeh Pertama Dana BOS Sekolzh Menengah Pertama
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Jumleh Ruzng Kepala Sekoleh yang Telah Direhabiltasi Ruang 4 696,150,000 - Disdikbud
Sedang/Berat
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APK Paudni 79,373,060,000 17,065,407,622 - -|  oisdikbud
Pembangunan Gedung/Ruang  Kelas/ Ruang Guru PAUD g‘":;g\im ung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Ruang 4 3,712,800,000 1,194,886,000 - Disdikbud
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utiias PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utitas PAUD yang Telah Dibangun Unit 16 928,200,000 662,019,096 - Disdikbud
Gedung/ Ruang Jumleh Guru PAUD yang 28200000 . . .
Guru PAUD Terehabiltasi Sedang/Berat unit 8 200 Disdikbud
Rehabiltasi  Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Jumleh Sarana, Prasarana dan Utiltas PAUD yang it . 428,200,000 . i Disdikoud
Prasarana dan Uiltas PAUD Terehabilitasi Sedang/Berat
Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Stel 2,000 696,150,000 604,952,040 - - Disdikbud
Pengadzan Perlengkapan PAUD Jumizh Perlengkapan PAUD yang Tersedia Paket W 232,050,000 45,000,000 - Disdikbud
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun2023 | Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Jumiah Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia Paket 100 116,025,000 - Disdikbud
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD f;l'z;‘:'a‘ Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Paket 40 232,050,000 230,051,500 - - Disdikbud
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi  |Jumah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersediia bagi orng 3700 22085525000 3105000000 . Disdikoud
Satuan PAUD PAUD
Jumiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan
Pengembangan Karir  Pendidik dan  Tenaga Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian ~ Promosi, Orang 20 116,025,000 - - Disdikbud
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Peningkatan Kompetens dan Kualifikasi
Jumlzh PAUD yang Dileksanakan Pembinaan Kelembagean dan
Pembinaan Kelembagaan dan Manjemen PAUD Manajeren Lembaga 100 2,900,625,000 1,206,088,986 B - Disdikbud
Manajemen PAUD
Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlzh PAUD yang Mengelola Dana BOP Lembaga 2008 46,307,980,000 9,997,410,000 - Disdikbud
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 2uMIah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Lembaga 2028 130,230,000 . - - Disdikbud
Dana BOP PAUD
g Non Angka Melek Hurut 14,577,706,000 89,250,000 4,982,051,356 89,250,000 89,250,000 179 89,250,000 061  Disdikbud
GuruNon | Jumkh Guru - Non Unit 4 603,330,000 279,808,830 . Disdikoud
Formal / Kesetaraan Formal/Kesetaraan yang Terbangun
Pengadaan Mebeler Pendidikan Kesetaraan/Kesetaraan | Jumiah Mebeler yang tersedia Paket ) 76,181,400 - - Disdikbud
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ dumeh Perlengkapan Perdidikan Non yang 5671500 FRS— . . Disdikoud
Kesetaraan Tersedia
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Jumbh Biaya  Personil  Peserta  Didi  Non 205.200000 .
FormalKesetaraan Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik Peserta Didik e Disdikbud
Penyelenggaraan  Proses  Belajar  Non Jumiah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belejar Orang 60 232,050,000 825018372 - - Disdikbud
FormalKesetaraan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi  |dumiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan 89250000 9250000
Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Pendidikan Non FormallKesetaraan orang &0 696,150,000 89250000 420000000 89,250,000 - a% i 1282) - Didikbud
Pembinaan _Kelembagaan  dan  Manajemen Sekok |Jumlah Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Mangemen [ L L " 10470421,000 550,190,250 . . disikoud
Non Formal/Kesetaraan Sekolah Non Formal/Kesetaraan
Pengelolkan  Dana  BOP  Sekolh  Non Jumleh Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Satuan pendidikan © 46410000 2256070000 . . Disdikoud
FormalKesetaraan Formal/Kesetaraan
Peningkatan Kapasitas Pengelolan Dana BOP Sekolah  |dumiah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan 146410000 . i Disdikoud
Non Formall Kesetaraan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan o
Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Terseknggaranya  Ujian bagi Peserta  Didiklumiah Satuan Satuan pendidikan . 1049220000 . . . Disdikbud
FormallKesetaraan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Presentase Sekolah Dengan Kurikulum Muatan Lokal 1,995,631,000 - E -|  oisdikbud
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar |Persentase Sekolah Dengan Kurikulum Muatan Lokal 1,995,631,000 - Disdikbud
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan  |Jumiah Kompetensi Dasar Muatan Lokl Pendidikan Dasar yang Dokumen 4000 266,856,000 . Disdikbud
Dasar Tersusun
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar  |dumiah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Dokumen 4,000 266,856,000 - Disdikbud
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokl Jumleh Buku Teks Pelajaran Muatan Lokl Pendidikan Dasar yang Bk 2000 926,200,000 . Dk
Pendidikan Dasar Tersedia
Peathan Penyusuran Krikulum Muatan Lokl Pendidikan | umeh Penyusun Kurulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang orng 4000 533715000 . Disdikoud
Dasar Meningkat Kompetensinya
PROGRAM  PENDIDIK  dan  TENAGA
3,016,650,000 184,356,117 - .
iy Persentase Guru yang bersertifikat pendidik Disdikbud
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, . " . 3 .
o e pencidicn Nom Formall Persentase guru yang bersertifikat Pendidik 3,016,650,000 184,356,117 Disdikbud
Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Jumizh Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dokumen 2 1,160,250,000 184,356,117 Disdikbud
Pendidikan Non Formal/Kesetarazn dan Pendidikan Non FormalKesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Dokumen 2 1,856,400,000 - Disdikbud
Formaliesetaraan PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG -
KEBUDAYAAN 2,666,816,000 - 150,646,572 - B . Disdikbud
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN [ Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang dibina 15599,386,000 85,752,286 - Disdikbud
g yang Pelakunya . - - -
dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah objek budaya yang dikelola 11,858,000 Disdikbud
Pembinean Sumber Daya Manusia Lembega dan Prandta |y ooy orng © 11,658.000 Disdikoud
Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat | 1o o destarikan 464,100,000 925,086,529 . - Disdikbud
pelakunya dalam Darah Kabupaten/Kota
. Objek [ Jumiah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan
9 232,050,000 421519717
Pemajuan Tradisi Budaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Orang 60 Disdikbud
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau A
Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan J‘;’:“g;”"ﬁ“éi’:‘:sz;ﬁg ?:SL' d';e‘"ag:a’ga"" untuk Mereka Orang 60 232,050,000 497,566,812 Disdikbud
Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang Berjas Y Ve
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya |y ot embaga Adat yang dibina 1,135,286,000 73,804,286 Disdikbud
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan | Jumiah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan
- - Disdikbud
Lembaga Adat Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaztan
:;:\[bmaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata ;r;il:;\ Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang orng 20 400,286,000 73.890286 Disdikbud
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Target RPD pada tahun 2026 (akhir | Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah Realisasi Capaian Kinerja dan | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi| Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
no | Koge | UrusanBidang Urusan pemerintahan Daerah dan | Inikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outputySub satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 Anggaran RKPD Tahun2023 | Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang onit s 735,000.000 . . Disdikoud
Adat Disediakan/Difasilitasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN . " -~
603,330,000 - - -
R oA Persentase Penampilan Seni Budaya Daerah Disdikbud
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dibina 603,330,000 - . Disdikbud
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya | dumiah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang orng » 232,050.000 i N
Manusia Kesenian Tradisional Mendapat Pendidikan dan Pelatinan (Ditingkatkan Kompetensinya)
Stendardisasi dan Serifiasi Sumber Daya Manusia Kesenian | Jumieh Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengicut Sertificat » 130,230,000 . . . Disdikoud
Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Proses Standarisasi
Peninglatan Kepasites Teta Kelola Lembaga Kesenian |Jumiah Lembaga Kesenian Tradisional yang Dingkatkan Lembaga © 232,050,000 . . Disdikoud
Tradisional Kapasitasnya
PROGRAM PELESTARIAN
DAN PENGELOLAAN Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 464,100,000 - 63,992,604 - - E - | pisdikbud
CAGAR BUDAYA
Penetapan  Cagar  Budaya  Peringkat . -
464,100,000 35,179,938 - -
o Kots Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Disdikbud
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Objek ry 464,100,000 35,179,938 - Disdikbud
Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan - - E -|  oisdikoud
Pengelolaan  Cagar  Budaya  Peringkat [, oy opiel cagar Budaya yang dikelola 928,200,000 28,812,666 - - . Disdikbud
Kabupaten/Kota
Pelindungan Cagar Budaya Jumiah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Objek 8 928,200,000 - -|  oisdikbud
Pengembangan Cagar Budaya Jumiah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Objek 8 28,812,666 . . Disdikbud
Pemanfaatan Cagar Budaya Jumiah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan Lembaga 4 . Disdikbud
1121 Dinas Kesehatan 275,237,809,492 27,088,416,965 218,081,972,080 27,088,416,965 27,088,416,965 27,088,416,965
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai Sakip BB 102,084,287,500 26,306,463,381 87,862,697,080 26,306,463,381 26,306,463,381 29,94 26,306,463,381 25,77 Dinkes
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Terlaksananya
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja  |Perencanaan, . 3 3 1 3 1
Perangkat Daerah Penganggaran, dan 4 dokumen 180,000,000 34,582,700 135,000,000 34,582,700 34,582,700 25,62 34,582,700 19,21 Dinkes
Jgaran. dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daera
Dokumen renja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perangkat daerah Dinas 4 dokumen 4 dokumen 95,000,000 1 Dok 23,990,700 | 4 Dokumen 80,000,000 1 Dok 23,990,700 1 Dok 23,990,700 29,99 1 Dok 23,990,700 2525 Dinkes
Kesehatan
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No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub
Kegiatan (Output)

Satuan

Target RPD pada tahun 2026 (akhir

periode RPD)

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai
dengan RKPD Tahun 2022

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD
s/d Akhir Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%)

SKPD Penanggung
Jawab

Rp

K Rp

K Rp

K Rp. (%)

K Rp

K Rp. (%)

ket

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja

3 Laporan

3 Laporan

45,000,000

3 Laporan 30,000,000

Dinkes

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Evaluasi
Kinerja Perangkat Darah

2 dokumen

2 dokumen

40,000,000

10,592,000

2 Laporan 25,000,000

10,592,000

10,592,000

42,37

10,592,000

26,48

Dinkes

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Cakupan Pelayanan
Administrasi
Keuangan

90,605,000,000

24,881,508,341

1 78,365,697,087

24,881,508,341

24,881,508,341

31,75

24,881,508,341

2748

Dinkes

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

14 bulan/ 12 bulan

14 bulan/
12 bulan

90,000,000,000

24,761,122,591

838

77,930,697,087
Orang/bulan|

24,761,122,591

24,761,122,591

3177

24,761,122,591

21,51

Dinkes

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas
Kesehatan)

Tersedianya Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

1 Dokumen

1 Dokumen

550,000,000

116,083,750

1 Dokumen 400,000,000

116,053,750

116,083,750

29,01

116,053,750

21,10

Dinkes

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tehun

Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

4 dokumen

4 dokumen

35,000,000

4,332,000

4 Laporan 35,000,000

4,332,000

4,332,000

12,38

4,332,000

12,38

Dinkes

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwula

1 Laporan

1 Laporan

20,000,000

1 Laporan 30,000,000

Dinkes

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah

8,180,000

8,180,000

8,180,000

#DIV/0!

8,180,000

#DIV/O!

Dinkes

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Dagrah pada SKP

Jumlah Laporan Hesil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD

8,180,000

12 Laporan 50,000,000

8,180,000

8,180,000

16,36

8,180,000

#DIV/O!

Dinkes

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terlaksananya
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

1,045,000,000

13,350,000

08 730,000,000

13,350,000

13,350,000

13,350,000

Dinkes

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan

350,000,000

1 Paket 169,547,500

Dinkes

Monitoring, Evaluzsi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

1 Dokumen

1 Dokumen

45,000,000

13,350,000

1 Dokumen 60,000,000

13,350,000

13,350,000

2225

13,350,000

29,67

Dinkes

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatitan
Pegawai Berdasarkan
Tuges dan Fungsi

65 Orang

65 Orang

650,000,000

50 Orang 500,000,000

Dinkes

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Cakupan Pelayanan
Administrasi Umum

930,000,000

7,820,400

675,000,000

7,820,400

7,820,400

7,820,400

Dinkes

Penyediaan Komponen Instalesi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

19 Paket

19 Paket

130,000,000

715,000

19 Paket 100,000,000

715,000

715,000

715,000

Dinkes

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

1 Paket

1 Paket

110,000,000

1Paket 50,000,000

Dinkes

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga

1 Paket

1 Paket

65,000,000

1 Paket 56,800,360

Dinkes

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

19 Paket

19 Paket

130,000,000

1,952,000

1 Paket 100,000,000

1,952,000

1,952,000

1,952,000

Dinkes
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No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub

Kegiatan (Output)

Satuan

Target RPD pada tahun 2026 (akhir
periode RPD)

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai
dengan RKPD Tahun 2022

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD
s/d Akhir Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%)

K Rp

K Rp

K Rp

K Rp. (%)

K Rp

K Rp. (%)

SKPD Penanggung
Jawab

ket

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang
Cetakan dan Pengganda

19 Paket

19 Paket 65,000,000

5,153,400

19 Paket 30,940,000

5,153,400

5,153,400

16,66

5,153,400

Dinkes

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan Tamu

10 jenis

10 jenis 430,000,000

10 jenis 325,000,000

Dinkes

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

18 Laporan

18 Laporan 405,168,750

18 Laporan 350,000,000

Dinkes

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah D

Tersedianya Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

09 1,336,100,00

8,180,000

0,75 1,150,000,000

8,180,000

8,180,000

8,180,000

#VALUE!

Dinkes

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

1 Unit

1 Unit 410,000,000

1 Unit 350,000,000

Dinkes

Pengadaan Mebel

Tersedianya Mebel

5 Unit

5 Unit 115,762,500

20 Unit 69,832,000

Dinkes

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan
dan Mesin Lainnya

1 Unit

1 Unit 810,337,500

10 Unit 436,376,300

Dinkes

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Terpenuhiunya Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

09 6,675,900,000

1,338,238,784

0,75 5,857,000,000

1,338,238,784

1,338,238,784

22,85

1,338,238,784

20,05

Dinkes

Penyediaan Jasa Surat Menyura

Jumiah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1 Laporan

1 Laporan 8,500,000,000

11000

6,996,000
Laporan

Dinkes

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

2 Laporan

2 Laporan 500,000,000

95,263,784

12 Laporan 161,320,800

95,263,784

95,263,784

59,05

95,263,784

19,05

Dinkes

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum Kantor

1 Laporan

1 Laporan 6,100,000,000

1,242,975,000

1 Laporan 5,336,400,000

1,242,975,000

1,242,975,000

2329

1,242,975,000

20,38

Dinkes

Pemelinaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

85%

85% 1,312,287,500

22,783,156

07 950,000,000

22,783,156

22,783,156

22,783,156

Dinkes

yediaan Jasa , Biaya Pemelinaraan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jumizh Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

#DIV/O!

#DIV/0!

Dinkes

Tersedianya Jasa
Pemelinaraan, Biaya

yediaan Jasa , Biaya Pemelinarazn, Paj
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

, Pajek dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

20 Unit

20 Unit 450,000,000

12,341,857

30 Unit 300,000,000

12,341,857

12,341,857

12,341,857

2,74

Dinkes

Pemelinarazn Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

10 Unit

10 Unit 65,000,000

6,675,675

10 Unit 49,500,000

6,675,675

6,675,675

13,49

6,675,675

1027

Dinkes

Pemelinarazn Aset Tetap Lainnya

Terlaksananya
Pemelinaraan Aset Tetap
Lainnya

3 Unit

3 Unit 347,287,500

3 Unit 300,238,000

Dinkes

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabiliasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

20 Unit

20 Unit 450,000,000

20 Unit 300,084,000

Dinkes

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Cakupan pelayanan
penyakit menular dan
tidak menular,
cakupan pelaksanaan
SPM kesehatan,
cakupan puskesmas
dengan sarana
prasarana sesuai

100%

100% 169,899,015,495

781,953,584

1 127,647,645,000

781,953,584

781,953,584

781,953,584

Dinkes

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupater/Kota

Jumlah fasilitas
pelayanan UKM/UK,
obat esensial dan
perbekalan kesehatan
yang tersedia

169 unit

169 unit 98,202,486,375

11,720,000

169 unit 66,764,000,000 1

11,720,000

11,720,000

#VALUE!

11,720,000

Dinkes
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No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub
Kegiatan (Output)

Satuan

Target RPD pada tahun 2026 (akhir
periode RPD)

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai
dengan RKPD Tahun 2022

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD
s/d Akhir Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%)

K Rp

K Rp

K Rp

K Rp. (%)

K Rp

K Rp. (%)

SKPD Penanggung
Jawab

ket

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Terbangunnya Fasilitas
Kesehatan Lainnya

7 Unit

7 Unit 17,364,375,000

16 Unit 15,000,000,000

Dinkes

Pembangunan Rumzh Dinas Tenaga Kesehatan

Terbangunnya Rumah
Dinas Tenaga Kesehatan

6 Unit

6 Unit 3,472,875,000

6 Unit 3,000,000,000

Dinkes

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas.

Tersedianya Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabiltasi
dan Pemelinaraan oleh
Puskesmas

7PKM

7PKM 32,413,500,000

7 Unit 28,000,000,000

Dinkes

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Tersedianya Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabiltasi
dan Pemeliharaan oleh
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

18
Poskesdes

18

9,550,406,250
Poskesdes

25 Pustu 50

8,250,000,000
Poskesdes

Dinkes

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tersedianya Prasarana
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

1 Unit Pusling

1 Unit

4,000,000,000
Pusling

5 Unit 3,000,000,000

Dinkes

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Tersedianya Alat
Kesehatan/Alat

16 Unit

16 Unit 6,000,000,000

16

21,741,382,768
Puskesmas

Dinkes

Pengadaan Obat, Vaksin

Tersedianya Obat dan
Vaksin

16 PKM

16 PKM 3,125,587,500

11,720,000

16 PKM 2,700,000,000

11,720,000

11,720,000

11,720,000

Dinkes

Pengadaan Bahan Habis Pakai

Tersedianya Bahan Habis
Pakai

240 Jenis

240 Jenis 6,730,431,750

240 Jeni 5,814,000,000

Dinkes

Pemelinarazn Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Terpelinaranya Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasiltas Layanan
Kesehatan Sesuai Standar

6PKM

6PKM 231,525,000

16 Unit 91,332,780

Dinkes

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupat

Jumlah jenis layanan
kesehatan UKM dan
UKP rujukan

20 jenis

20 jenis 69,577,482,043

1,207,002,132

20 jenis 60,103,645,000

1,207,002,132

1,207,002,132

1,207,002,132

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Jumiah jenis layanan
Kesehatan UKM dan
UKP rujukan

2 Kali

2 Kali 1,690,132,500

83,140,000

7463 Orang 285,691,580

83,140,000

83,140,000

29,10

83,140,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin
Sesuai Standar

16 Puskesmas

16

828,986,548
Puskesmas

6,180,000

7000 Orang 259,122,838

6,180,000

6,180,000

2,38

6,180,000

Dinkes

Pengelolan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru
Lahir Sesuai Standar

68 Orang

68 Orang 1,232,870,625

840,000

6392 Orang 96,940,000

840,000

840,000

840,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Balita Sesuai
Standar

50 Orang

50 Orang 3,652,306,875

17,988,440

27019

214,957,900
Orang

17,988,440

17,988,440

17,988,440

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
Dasar

Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar Sesuai
Standar

1 Paket

1Paket 709,624,125

14,952,000

63576

70,839,200
Orang

14,952,000

14,952,000

2111

14,952,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Terleksananya Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif
Sesuai Standar

60 kader (12 desa)

60 Kader

1,518,804,000
(12 desa)

9,430,000

60 Orang 257,285,600

9,430,000

9,430,000

9,430,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut
Sesuai Standar

320rang

32 orang 1,093,955,625

11,180,000

1500 Orang 106,389,600

11,180,000

11,180,000

1051

11,180,000

Dinkes
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No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub
Kegiatan (Output)

Satuan

Target RPD pada tahun 2026 (akhir
periode RPD)

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai
dengan RKPD Tahun 2022

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD
s/d Akhir Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%)

K Rp

K Rp

K Rp

K Rp. (%)

K Rp

K Rp. (%)

SKPD Penanggung
Jawab

ket

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi Sesuai Standar

1tahun

1 tahun 95,000,000

90847

43,509,740
Orang

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitu

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus Sesuai
Standar

1tahun

1 tahun 95,000,000

3134 Orang 58,175,600

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat

Terlaksananya

gelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus Sesuai
Standar

1Kali

1 Kali 95,000,000

7,260,000

210 Orang 79,652,700

7,260,000

7,260,000

7,260,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus Sesuai
Standar

500 Kasus ditemukan dan
diobati

500 Kasus
ditemukan
dan diobati

510,000,000

9,430,000

500 Orang 239,875,720

9,430,000

9,430,000

9,430,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV.

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus Sesuai
Standar

11.714 Pemeriksaan HIV
(Kelompok Beresiko, Ibu
Hamil, dan Pasien TB)

11714
Pemeriksaa
nHIvV
(Kelompok
Beresiko,
Ibu Hamil,

dan Pasien

310,000,000

9,430,000

1714
Orang

607,677,500

9,430,000

9,430,000

9,430,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar

16 dokumen

16

694,575,000
dokumen

9,430,000

16

195,000,000
Dokumen

9,430,000

9,430,000

9,430,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

11 Kecamatan

11

1,569,739,500
Kecamatan

31,824,000

10

824,127,500
Dokumen

31,824,000

31,824,000

31,824,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga

400 Orang

400 Orang 169,997,231

31,244,000

20

47,7
Dokumen 147,794,600

31,244,000

31,244,000

21,14

31,244,000

18,38

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

20 orang

20 orang 616,789,545

40,893,440

1 Dokumen 759,610,000

40,893,440

40,893,440

40,893,440

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Promosi Kesehatan

16 dokumen

115,762,500
dokumen

22,837,268

22,837,268

22,837,268

#DIVIO!

22,837,268

19,73

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntr,
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Terkelolanya Pelayanan
Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya

16 PKM

16 PKM 625,117,500

3 Dokumen 108,639,200

Dinkes

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Terlaksananya
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan

16 dokumen

16

115,762,500
dokumen

2,940,000

16

39,700,000
Dokumen

2,940,000

2,940,000

2,940,000

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan

#DIVIO!

#DIV/O!

Dinkes
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No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub
Kegiatan (Output)

Satuan

Target RPD pada tahun 2026 (akhir
periode RPD)

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

dengan RKPD Tahun 2022

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD
s/d Akhir Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%)

K Rp

Rp

Rp

K Rp

K Rp. (%)

K Rp

K Rp. (%)

SKPD Penanggung
Jawab

ket

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Terlaksananya
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan KhususKesehatan

16 PKM

16 PKM 2,393,968,500

502,261,450

8 Dokumen

959,586,800

502,261,450

502,261,450

502,261,450

20,98

Dinkes

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Terleksananya Pelayanan
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

16 Puskesmas

16

8,229,556,125
Puskesmas

9,430,000

16
Dokumen

8,802,952,000

9,430,000

9,430,000

9,430,000

Dinkes

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

14000 Jiwa

14000 Jiwa 7,001,316,000

7,623,600

2 Dokumen

7,947,135,200

7,623,600

7,623,600

7,623,600

Dinkes

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Terselenggaranya
Kabupaten/Kota Sehat

2Pokja

2Pokja 1,271,708,943

1 Dokumen

1,008,550,000

Dinkes

Operasional Pelayanan Puskesmas

Jumizh puskesmas
mendapatkan dana
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas pendukung
SPM

16 PKM

16 PKM 16,206,750,000

16 PKM

14,000,000,000

Dinkes

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota

Jumlah puskesmas
mendapatkan dana
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Puskesmas pendukung
SPM

1tahun

1 tahun 1,215,506,250

16 Unit

640,532,800

Dinkes

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Terlaksananya Investigasi
Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal)

16 Laporan

16 Laporan 115,762,500

9,430,000

16 Laporan

85,000,000

9,430,000

9,430,000

11,09

9,430,000

Dinkes

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Terlaksananya Investigasi
Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal)

16 Dokumen

Dokumen 115,762,500

5,760,000

16
Dokumen

85,000,000

5,760,000

5,760,000

5,760,000

Dinkes

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)

Jumlah Publik Safety
Centre (PSC 119)
Tersediaan, Terkelolaan
dan Terintegrasi Dengan
Rumah Sakit Dalam Satu
Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)

1 Unit

1 Unit 400,000,000

97,993,534

1 Unit

1,631,334,574

97,993,534

97,993,534

97,993,534

24,50

Dinkes

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan
Keluarga

Jumiah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah
Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas

#DIVIO!

#DIV/O!

Dinkes

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberklosis

Jumiah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

#DIVIO!

#DIV/0!

Dinkes

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi

Terselenggaranya
Sistem Informasi
Kesehatan secara
Terintegrasi

16 Puskesmas

16
Puskesma
s

260,000,000

750,000

16
Puskesmas

200,000,000

750,000

750,000

750,000

Dinkes

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Terlaksananya
Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan

5 Dokumen

5 Dokumen 260,000,000

750,000

5 Dokumen

285,313,600

750,000

750,000

750,000

Dinkes
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No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub
Kegiatan (Output)

Satuan

Target RPD pada tahun 2026 (akhir
periode RPD)

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

dengan RKPD Tahun 2022

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD
s/d Akhir Tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%)

K Rp

Rp

Rp

K Rp

K Rp. (%)

K Rp

K Rp. (%)

SKPD Penanggung
Jawab

ket

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/iota

Jumah puskesmas
yang menerapkan
manajemen
puskesmas

16 Puskesmas

16
Puskesma
s

671,422,500

11,750,000

16
Puskesmas

580,000,000

11,750,000

11,750,000

11,750,000

Dinkes

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Terlaksananya
Peningkatan Mutu
Pelayanan Fasilitas
Kesehatan yang
Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasional Mutu
(INM)

3PKM

3PKM 671,422,500

11,750,000

16 Unit

612,005,400

11,750,000

11,750,000

11,750,000

175

Dinkes

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase tenaga
kesehatan yang
memenuhi standart
kompetensi

100%

100% 843,055,400

100%

633,400,000

Dinkes

Kebutuhan dan Sumber

Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah puskesmas
dengan ketersediaan
SDM sesuai standar

16 Puskesmas

16
Puskesma
s

120,000,000

16
Puskesmas

60,000,000

Dinkes

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Terlaksananya
Perencanazn dan
Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

10 Orang Nakes

10 Orang

21,000,000
Nakes

Dokumen

61,254,400

Dinkes

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sesuai Standar

Terpenuhinya Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan di Fasilitas
Layanan Kesehatan
Sesuai Standar

1 dokumen

1 dokumen 26,000,000

10 Orang

20,000,000

Dinkes

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Terlaksananya
Pembinazn dan
Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

135 Orang

135 Orang 177,116,625

16
Dokumen

150,233,000

Dinkes

Terlaksananya
Pengembangan Mutu dan

Mutu dan P
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

16 Puskesmas

16
Puskesma
s

692,722,800

16
Puskesmas

598,400,000

Dinkes

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

16 PKM

16 PKM 692,722,800

135 Orang

345,237,600

Dinkes

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Cakupan apotek, toko
obat dan batra yang
melaksanakan
pelayanan aman dan
bermutu, Cakupan
Depot air layak sehat,
Cakupan fasyankes

100%

100% 381,000,000

100%

184,250,000

Dinkes

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(umoT)

Cakupan apotek, toko
obat dan batra yang
melaksanakan
pelayanan aman dan
bermutu, Cakupan
Depot air layak sehat,
Cakupan fasyankes

44 unit

44 unit 190,000,000

100,000,000

Dinkes
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | Kode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outpu/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Terlaksananya
Pengendalian dan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 'i::ﬁi";f:;‘;;’;‘:;'”"ak
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat 46 - -
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Perizinan Apotek, Toko 46 Sasaran 46 Sasaran 41,000,000 Dokumen 32,100,000 Dinkes
(OvoT) Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta
Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat oo oo Dinkes
Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga Perusahaan Rumah
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
P Sertifiat Produksi Alat ) )
K:Z::gf‘a;elss '1' @t Produksi Ala Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
et don PRRT Kelas Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 #DIVI0! #DIVIO! Dinkes
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
. Jumlah depot 130,210,00 :
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, :r':‘ ala ;"‘S’e:;: 150 DAM 150 DAM h 150 DAM #VALUE! #DIVIO! Dinkes
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) [¥3"9 '
Terlaksananya
Pengendalian dan
Pengendalian dan Pengawesan seta Tindak Lanjut t::jg:["‘:::g"am‘gmak
P Penerbitan Sertfikat Laik Higiene Sanitasi o " :
‘engawasan Penerbitan Sertifkat Laik Higiene Sanitasi Sertifikat Produksi Alat 150 Depot 150 Depot 170,000,000 150 Depot 100,000,000 - - Dinkes
Tempat Pengelolean Makanan (TPM) antara lan Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Kesehatan Kelas 1
P Tertentu dan PKRT Kelas
1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
Jumlah tempat
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan | o oo makanan 200 TPM 200 TPM 31,000,000 200 TPM 25,000,000 - Dinkes
dan Sentra Makanan Jajanan
yang layah sehat
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan| dumiah Tempat "
Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan| Pengolahan makanan 313TPM 313TPM 31,000,000 Dokumen 50,000,000 - - Dinkes
Jajanan yang diawesi
Jumlah Tempat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
o 9 . .
A Keer Pengolahan makanan 100% 100% 2,030,451,007 100% 1,753,980,000 Dinkes
yang diawasi
Advokas, Perberdayaan, Kemitraan, Peningkatan |1
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat yang 40 sekolah 40 sekolah| 491,157,135 424,280,000 Dinkes

Daerah Kabupaten/Kota

melaksanakan
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | Kode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outpu/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Terlaksananya
Peningkatan Upaya
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Promosi Kesehatan, o p B .
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Advokasi, Kemitrazn dan 1 Kegatan 1 Kegatan 91,157,135 5 Dokumen 281,736,700 Dinkes
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Jumiah kader
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah ’ 1727 orang 1727 orang 1539,203,962 1727 orang 1,320,700,000 - Dinkes
posyandu aktif
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Bimbingan Teknis dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat [ Supervisi Upaya 5Desa 5 Desa 1539,203,962 5 Desa 1,329,700,000 - - Dinkes
(UKBM) Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
1122 |Rumah Sakit Umum Daerah 91,351,417,000 4,565,055,367 47,037,250,196 4,565,055,367 4,565,055,367 10,59 4,565,055,367
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Predikat SAKIP
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ ¢ 3 58,411,417,000 4,565,065,367 43,112,250,196 4,565,065,367 4,565,065,367 10559 4,565,055,367 782 RSUD
Pemerintah Daerah
DAERAH
Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan 3 12000000 . 13.340,000 . . . . . RSUD
Perangkat Daerah evaluasi perangkat daerah
Koordinasi dan penyusunan RKA -SKPD Jumiah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi Dokumen 6,000,000 2 0 2 8,340,000 2 0 2 0 100 2 0 3333,33333 - RSUD
penyusunan dokumen RKA-SKPD
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 2 6000000 2 0 2 5000000 2 0 2 0 100 2 0 333333333 - RSUD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Darah Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat dacrah 550 724,602,000 . 234,000,000 . - - - - RSUD
Pendidikan dan Pelatinan Pegawai Berdasarkan tugas dan | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti orng 12000000| 20 0 » soo000| 20 0 » N 10 » o w0 . RSUD
fungsi pendidikan dan pelatihan
Pengadazn pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya [ Jumlah paket pakaian dins beserta atribut kelengkapan stel 5 562,602,000| 460 0 460 184,000,000| 460 0 460 0 100 460 0 18,1818182 - RSUD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 55 417,456,000 6,583,320 65,000,000 6,583,320 6,583,320 1013 6,583,320 158 RSUD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediekan Paket 237.456000| 4 0 4 15000000( 4 0 4 0 100 4 0 2000 - RSUD
Penyelenggaran rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD ;“lg';" aporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsulasi Kali 120 180,000,000 50 6,583,320 50 50,000,000 50 6,583,320 50 6,583,320 100 1317 50 6,583,320 | 181,818182 3,66 RSUD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | o1 cananya pengadaan BMD RSUD 18 1,440,000000| 117 owr 37280200 117 - 17 - 100 o - - RSUD
Pemerintah Daerah
Pengadazn Mebel Jumiah paket mebel yang disediekan nit 231,707,000| 100 0 100 8155200 100 0 100 0 100 100 0 83,3333333 - RSUD
Pengadazn Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan Unit 600 170400,000| 15 0 15 20125000 15 0 15 0 100 15 0 555,555556 - RSUD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Tersedianya Jasa komunikasi Sumber Daya Alr dan Listrik 12 22,192,159,000 938,765,900 12,262,629,996 938,765,900 938,765,900 7.66 938,765,900 423 RSUD
Daerah TersedianyaJasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyedianaan jasa surat menyurat Lembar 12 7920000| 600 500000 600 6600000 600 500000 600 500,000 100 758| 600 500,000 | 16,6666667 631 RSUD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ﬂﬁfﬁﬁ:ﬁ;ﬁﬂﬂ Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Bulan 1260823000 24 236,765900| 24 855280000 24 236765900 24 236,765,900 100 2768 24 236,765,900 | 833,333333 18,65 RSUD
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | Kode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outpu/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 0 Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ::S";?I:k'::”m“ penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Bulan 1 20434416000 12 701500000 12 11400749906 12 701,500,000 12 701,500,000 100 615 12 701,500,000 | 833,333333 343 RSUD
Peningkatan Pelayanan BLUD gi’szengga’a"ya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 33,600,000,000 3,619,706,147 30,500,000,000 3,619,706,147 3,619,706,147 11,87 3,619,706,147 10,77 RSUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ;‘;E';:H:‘LUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang Unit Kerja 33,600,000,000 1 3,619,706,147 1 30,500,000,000 1 3,619,706,147 1 3,619,706,147 100 11,87 1 3619,706,147| 10000 10,77 RSUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD 5 32,760,000,000 - 3,825,000,000 - - - - - RSUD
MASYARAKAT
Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKm dan
Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM | [/S¥C . 32760000000 . 3.625,000000 . . RSUD
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Daerah
RS yang memadai
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasiltas [ Jumlah alat kesehatan /aat penunjang medik fasilias pelayanan nit . somo00000| o B Loooooooo| @ o B o 10 . B N 2000 . RSUD
Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang disediakan
Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah obat dan vaksin yang disediakan Paket 2 2520000000 5 0 5 1000000000 5 0 5 0 100 - 5 0 10000 - RSUD
Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumiah bahan habis pakai yang disediakan Paket 3600000000 6 0 6 1000000000 6 0 6 0 100 6 0 10000 - RSUD
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana di fasiltas pelayanan kesehatan yang disediakan Unit 720000000| 2 0 2 825000000| 2 0 2 0 100 - 2 0 5000 - RSUD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Tersedianya SDMK yang ditingkatikan Mutu dan
- - RSUD
DAYA MANUSIA KESEHATAN Kompetensinya 8 160,000,000 ° 100,000,000 ° 0 0
mutu dan
teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah | Meningkatnya Kompetensi Teknis SOMK di RS 180,000,000 0 100,000,000 0 0 - 0 - RSUD
Kabupaten/ Kota
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis
sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupatery | Y sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kab/Kota Orang 180,000,000 15 0 15 100,000,000 15 0 15 0 100 15 0 555,555556 R RSUD
Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya
1131 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 959,440,885,228 1,305,662,823 562,758,127,307 1,305,662,823 1,303,234,823 1,303,234,823
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Predikat SAKIP Pemerintah
248,760,047 72,001,24 14,107,589,111 72,001,24 72,001,24 ! 72,001,24
PRI AN DALRA KASUPATENKOTA | oot B Predikat B Predika 38,248,760, 972,001,249 197,589, 972,001,249 972,001,249 685 972,001,249 254 DPUPR
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan 6 Dokumen 6 501,251,625 17,431,450 387,090,400 17,431,450 17,431,450 450 17,431,450 348 DPUPR
Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen
Penyusunan Dokumen
Perencanazn Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 101,008,125 | 2 Dokumen 13,073,950 | 2 Dokumen 147,578,900 | 2 Dokumen 13,073,950 | 2 Dokumen 13073.950 | 10000 8,86 | 2 Dokumen 13073950 [ 100 684 DPUPR
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
10,679,625 - 24,950,500 - - - - .
o e e penyusunen Dok RKA.SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100 DPUPR
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
10,679,625 - 16,757,400 - . . 3
B o MK ASKPD. Koorinsi anyuun Dokumen Paubabon RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100 DPUPR
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
10,679,625 - 16,536,200 - - - B
SPASKRD Penyusinen Dokuen DPASKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100 DPUPR
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Dokumen Perubhan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
10,679,625 . 15,347,300 - . - - .
e o, o Koorieet Pampusunan Dokisnen Perdbutan DA SKOD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100 DPUPR
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hesil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 63,669,375 | 1 Laporan - | 1Laporan 16,042,000 | 1 Laporan - | 1Laporan - | 10000 - | 1Laporan 100 - DPUPR
SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD
E‘;:':hs‘ Kineria Perangkat Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 167,855,625 | 2 Laporan 4,357,500 | 2 Laporan 151,878,100 | 2 Laporan 4,357,500 | 2 Laporan 4,357,500 | 100,00 2,87 | 2 Laporan 4357500 | 100 2,60 DPUPR
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan 6 Dokumen M 8,301,530,497 726,219,517 6,683,491,370 726219517 726219517 726219517 DPUPR
Perangkat Daerah Dokumen
s 59 Orang 59 Orang 59 Orang 59 Orang 59 Orang
7,:352,277,997 726,219,517 6,003,405,670 726,219,517 726,219,517 1210 726,219,517
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59 Orang/Bulen Orugus - e i o 100,00 e 100 988 DPUPR
Penyedizan Administasi Jumieh Dokumen Hasil Penyediazn Administasi Pelaksanaan 1 Dokumen 1Dokumen 920,311,875 | 1 Dokumen - |1 Dokumen 661,943,800 | 1 Dokumen 1 Dokumen - | 10000 1 Dokumen 100 - DPUPR
Pelaksanaan Tugas ASN Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifkasi Jumiah Dokumen Penatauszhazn dan Pengujian/Verifcesi 1 Dokumen 1 Dokumen 28,940,625 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 18,141,900 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen - 100 B DPUPR
Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
i‘:s:;::f's"z;s elaksanaan Jumiah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 28,040,625 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 29,868,200 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - 10000 - |2 Dokumen - 100 - DPUPR
Koordinasi dan Penyusunan )
Laporan Keuangan Akhir Jumizh Laporan Keuangan Akhir Tzhun SKPD dan Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 28,940,625 | 1 Laporan 986,150 | 1 Laporan 30,891,800 | 1 Laporan 986,150 | 1 Laporan 986,150 | 100,00 319 | 1 Laporan 986150 | 100 341 DPUPR
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD
Pengelolean dan Penyiapan Jumieh Bokumen Bahan Tanggapan Pemerikszan dan Tindak 1 Dokumen 1 Dokumen 69,457,500 | 1 Dokumen - [ 1 Dokumen 63,247,000 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen 100 - DPUPR
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Lanjut Pemeriksaan
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran
Koordinasi dan Penyusuran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyustnan Laporan Keuangan 3 Laporan 3 Laporan 69,457,500 | 3 Laporan - | 3Laporan 54,080.900 | 3 Laporan - | 3Laporan - | 10000 - | 3Laporan 100 - DPUPR
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanany Semesteran SKPD P A Lap g P P 457 P P g Lap P ! P
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Jumiah Dokumen Pelaporan dan Analisis 2 Dokumen 2 Dokumen 69,457,500 | 2 Dokumen - | 2 Dokumen 29,954,000 | 2 Dokumen - | 2 Dokumen - 100,00 - | 2 Dokumen 100 - DPUPR
Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran
Administrasi Barang Milik Dacrah pada Perangkat | Tersedianya Ketersediaan Dokumen dan Laporan Barang 3 bokumen 3 186,202,500 2832.200 370491.900 832,200 2832.200 4832.200 oPUPR
Daerah Milik Daerah Dokumen
:f(";’;s”"a" Perencanazn Kebutuhan Barang Milik Daerah |\, e encana Kebutuhan Barang Mili Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 69,457,500 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 47,046,300 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - 100,00 - | 1 Dokumen 100 - DPUPR
Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 69,457,500 | 1 Dokumen 4,832,200 | 1 Dokumen 182,464,100 | 1 Dokumen 4,832,200 | 1 Dokumen 4832200 | 10000 265 [ 1 Dokumen 4832200 [ 100 6596 DPUPR
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hesil ) B ) .
Koordinasi dan Peniian Barang Mik Deerah SKPD Kool peniin Earang Mk Do SKPD 1Laporan 1 Laporan 69,457,500 | 1 Laporan 1 Laporan 28,009,000 | 1 Laporan 1 Laporan 100,00 1 Laporan 100 - DPUPR
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik | Jumiah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
69,457,500 - 25,130,000 - - - .
Dooreh pada SKPD Baring Mill o pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100,00 3 Laporan 100 DPUPR
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumiah Laporan Rekonsiliasi dan . . 3 . .
s SKPD penyusun Laporan Baring Milk Dcrah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 69,457,500 | 2 Laporan 2 Laporan 30,764,500 | 2 Laporan 2 Laporan 100,00 2 Laporan 100 - DPUPR
Penatausahaan Barang Milik Jumiah Laporan Rekonsiliasi dan
69,457,500 - 26,090,000 - - - .
Doorah pada SKPD penyusuntn Laporan Brang Milk Dacrah pada SKPD 1Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1Laporan 100,00 1 Laporan 100 DPUPR
:Z’:r:”h';alﬂ‘;a'a"g Mtk Jumiah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 69,457,500 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 30,988,000 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen - 100 - DPUPR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen s 555,660,000 1,000,071,900 - DPUPR
Perangkat Daerah Dokumen
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atriout Kelengkapannya | Jumiah Paket Pakaian Dinas beserta Afrbut Kelengkapan 1Paket 1 Paket 115762500 | 1 paket - | 1paket 140,000,000 | 1 paket < | 1kt - | 10000 < | 1kt - 100 - DPUPR
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Pendataan dan Pengolahan Jumleh Dokumen Pendztaan dan Pengolehan Administasi 2 Dokumen 2 Dokumen 69,457,500 | 2 Dokumen - | 2 Dokumen 22,223,000 | 2 Dokumen - | 2Dokumen - | 10000 - | 2Dokumen 100 - DPUPR
Adminisrasi Kepegawaian Kepegawaian
oordinasi dan Pelaksanazn Jumieh Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 Dokumen 2 Dokumen 69,457,500 | 2 Dokumen - |2 Dokumen 43,551,400 | 2 Dokumen - | 2Dokumen - | 10000 - | 2Dokumen 100 - DPUPR
Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai ;‘;’;‘:"ﬂ?”k”m" Monitoring Evaluasi dan Penilsian Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 69,457,500 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 32,491,500 | 1 Dokumen 1 Dokumen . 10000 1 Dokumen 100 . DPUPR
Pendidian dan Pelatian Pegaviai Berdasarkan Tugas dan | Jumlah Pegavai Berdasarkan Tugas dan Fungs yang Mengiuti s80mmg 3501y w70 | 100mmg R 661806000 | 10 0rang | 100mmg 10000 | 100mng 00 . oPUPR
Fungsi Pendidikan dan Pelatinan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Tekis Implementasi 130mmg 130rng st | 100mmg | 100mmg 100000000 | 10 0rang | 100mmg | 10000 | 100mmg 00 . oPUPR
Undangan Peraturan PerundangUndangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya admnistrasi umum perangkat daerah 5 Paket 5 Paket 1915,134,375 95,728,316 2,024,645,400 95,728,316 95,728,316 95,728,316 DPUPR
Penyediaan Komponen -
Instalasi Listrik/Penerangan Jumiah Paket Komponen Instalai Listrk/ 1 Paket 1 Paket 115,762,500 | 1 Paket - | 1Paket 25,667,900 | 1 Paket - 1 Paket - 100,00 - 1 Paket - 100 - DPUPR
Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 57,881,250 | 1 Paket < | 1paket 69,446,000 | 1 Paket - 1 Paket - 100,00 - 1Paket - 100 - DPUPR
Perlengkapan Kantor
m:f aan Bahan Logstik Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 57,881,250 | 1 Paket 1,660,300 | 1 Paket 291,253,500 | 1 Paket 1,660,300 | 1 Paket 1,660300 | 100,00 057 | 1Paket 1,660,300 [ 100 287 DPUPR
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandazn Jumizh Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 1Paket 34728750 | 1Paket - | 1Pt 73,360,000 | 1 Paket - | tPaket - | 10000 - | tPaket 100 - DPUPR
Penyediaan Bahan/Material Jumizh Paket Bahan/Meaterial yang Disediakan 1Paket 1 Paket 1249500000 | 1 Paket < | 1paet 996,420,000 | 1 Paket < | 1aket - | 10000 < | 1aket 100 . DPUPR
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilasi Kunjungan Tamu 1Laporan 1 Laporan 57,681,250 | 1 Laporan 1,239,040 | 1 Laporan 32,898,000 | 1 Laporan 1,239,040 | 1 Laporan 1239000 | 10000 377 | 1 Laporan 123040 | 100 214 DPUPR
Penyelenggarazn Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD JS“;"P';" Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 1 Laporan 254,677,500 | 1 Laporan 71828976 | 1 Laporan 400,000,000 | 1 Laporan 71628976 | 1 Laporen 71828976 | 100,00 17,96 | 1 Laporen 7162897 | 100 2820 DPUPR
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 15 15 15 15 15 15
86,821,675 21,000,000 135,600,000 21,000,000 21,000,000 1549 21,000,000

Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD. 15 Dokumen Dokumen Dokumen Dokurmen Dokumen Dokumen 100,00 Dokumen 100 219 DPUPR
:xf:;?%zﬁgm'"k Dacrah Penunjang UrUsan | <o fanya pemenchan Kebutuhan Barang Milik Daerah 64 Unit 64 Unit 20,094,403,875 | 115 Unit 115 Unit 115 Unit 115 Unit 115 Unit DPUPR
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 | Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumiah Unit Kendaraan Perorangan Dins atau Kendaraan Dinas Lot Luni 350000000 | 1uni o sazars000 | 1unit I - w000 I - . 00 . oPUPR
Dinas Jabatan Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumiah Unit Kendaraan Dinas Operasionl atau Lapangan yang 1Unit Lunit 600,000,000 | 3 Unit < | suni 14166900 | 3 Unit - suni - | 10000 - | suni - 100 . DPUPR
Operasional atau Lapangan Disediakan
Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 4400000000 | 3 Unit - | suni 1870000000 | 3 Unit - | suni - | 10000 - | suni - 100 - DPUPR
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 2 Unit 2Unit 2000000000 3 Unit - | suni 3203000000 | 3Unit - | sunit - | 10000 - | sunit 100 - DPUPR
Pengadaan Mebel Jumizh Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 40 Unit 12,138028875 | 66 Unit - | esunit 192,154,500 | 66 Unit - | esunit - | 10000 - | esunt 100 . DPUPR
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 606,375,000 | 37 Unit B T 662,834,650 | 37 Unit - | sruni - | 10000 < | sruni 100 - DPUPR
Pengadaan Aset Tak Berwuijud Jumlah Unit Aset Tak Benwuijud yang Disediakan Unit Unit - 1 Unit - 1w 250,000000 | 1 Unit < 1o - | 10000 < 1o 100 - DPUPR
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendkung Gedung Kantor | umlh Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau it it . Lot - e - I - | 10000 I - . . oPUPR
atau Bangunan Laimnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Tersedianya Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan 150 Laporan 150 Larsezsaoe | 15 os124161 | 105 Loazazaoe | 15 105120061 | 195 105,124,161 105 105,124,161 oPUPR
Daerah Pemerintah Dacrah Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 140 Laporan 140 ag05000 [ | 100 - 100 30103100 | 10 - {100 Laporan] - | 10000 - {100 Laporan] - 100 . DPUPR
Vel e P Y " 3 Laporan R Laporan Laporan o Laporan o ! s

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik ;';'n"li:‘s";:f?:g Ei"e":i'::: Jasa Komunikasi Sumber Daya A 4 Laporan 4 Laporan 324,135,000 | 4 Laporan 19,124,161 | 4 Laporan 313,824,000 | 4 Laporan 19,124,161 | 4 Laporan 19,124,161 | 10000 6,09 | 4 Laporan 19124361 | 100 59 DPUPR
Penyediaan Jasa Pelayznan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 6 Laporan 6 Laporan 808,485,300 | 1 Laporan 86,000,000 | 1 Laporan 698,400,000 | 1 Laporan 86,000,000 | 1 Laporan 86,000,000 | 10000 12,31 | 1 Laporan 86000000 | 100 1064 DPUPR
Umum Kantor Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan [ Persedianya Barang Milik 108 Unit 109 Uniit 5.215,651,875 | 110 Unit 22,755,605 | 110 Unit 2,689,471,041 | 110 Unit 22,755,605 | 110 Unit 22,755,605 110 Unit 22,755,605 DPUPR
Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara

eokan Jsa araan Biaya an dan Pajak. | Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas ata Kendaraan Dines Jabatan 28 Unit 28 Unit 2,054,784.375 | 28 Unit 10,255,605 | 28 Unit 414900000 [ 28 Unit 19,255,605 28 Unit 10,255,605 | 100,00 464 | 28 Unit 19255605 [ 100 094 DPUPR
Kendarazn Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | yang Dipelinara dan dibayarkan Pajaknya

Jasa Biaya Paiak dan :
Perizinan Kendaraan Dinas Jumleh Kendaraan Dinas Operasionlatau . 4unit 4Unit 162067500 | 4 Unit - | auni 507500000 | 4 Unit - | aunit - | 10000 - | aunit 100 - DPUPR
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiak dan Perizinannya

Operasional atau Lapangan
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

no | Koge | UrusanBidang Urusan pemerintahan Daerah dan | Inikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outputySub satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun2023 | Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Jasa Biaya Pemeliharaan dan
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 1,504,912,500 8 Unit - 8 Unit 925,000,000 8 Unit - 8 Unit - 100,00 - 8 Unit - 100 - DPUPR

Perizinan Alat Besar

Jasa Biaya dan Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelinara dan 2 unit 2 uni sws711.250 | 5 Uit I - 31000000 | 5 unit . 5 Unik | 10000 | suni . 100 . DPUPR
Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Dibayarkan Perizinannya
Pemelitarazn Perlatan dan Jumieh Peraltan dan Mesin Lainnya yang 60 Unit 60 Unit 110,801,250 | 60 Unit 3,500,000 | 60 Unit 72,000,000 | 60 Unit 3500,000 | 60 Unit 3,500,000 | 100,00 486 | 60 Unit 3500000 | 100 316 DPUPR
Mesin Lainnya Dipelinara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | Jumlzh Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang s Uit s unit 06375000 | 5 unit . s Uit swo0rion | sunit . s Uit . 1000 . s Uit 00 . oPUPR
Lainnya Dipelinara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau " " " . .

441,000,000 - - - - - -

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang dipelivara/direhabuilitasi 2 Unit 2 Unit 000 Unit Unit Unit Unit 10000 Unit 100 DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Persentase DI Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 5,21 521 24,382,123,125 63,881,400 36,719,022,810 63,881,400 63,881,400 63,881,400 DPUPR
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Tersedianya pengendali daya rusak air yang di bangun 2KM 2 KM 16,206,923,125 33,452,500 28,026,427,060 33,452,500 33,452,500 33,452,500 DPUPR
Kabupaten/Kota
Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 2KM 2KM 4,483,206000 | 2kMm 21962700 | 2Kkm 15,166,885300 | 2 KM 21962700 | 2km 21,962,700 | 100,00 01| 2km 21,962,700 100 049 DPUPR
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 2KM 2KM 10,525,732,875 2KM 11,489,800 2KM 10,998,616,800 2KM 11,489,800 2KM 11,489,800 100,00 0,10 2KM 11,489,800 100 0,11 DPUPR
Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Baniir yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 174643750 | 1 Unit - 1 Unit 104,568,900 | 1 Unit - 1 Unit - 100,00 - 1 Unit - 100 - DPUPR
Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi 1KM 1KM 1,023,340,500 1KM - 1KM 1,666,356,060 1KM - 1KM - 100,00 - 1KM - 100 - DPUPR
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di - { o <. jianya b1 Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 3KM 3KM 8175200000 | 3KM 30428900 | 3KM 8692595750 | 3 kM 30428900 | 3KM 30,428,900 3KM 30,428,900 DPUPR
Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Bendung lrigasi Jumiah Bendung Irigasi yang Dibangun 1 Bendung 1 Bendung 434,000,000 | 1 Bendung - | 1Bendung 1,042,399,000 | 1 Bendung - | 1Bendung . 100,00 - | 1Bendung 100 . DPUPR
Peningkatan Jaringan lrigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 1KM 1KM 520,000,000 [ 1KM . 1KM 520424250 | 1km . 1KM . 100,00 1KM 100 . DPUPR
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2KM 2KM 4,588,000,000 2KM 24,767,000 2KM 4,067,409,800 2KM 24,767,000 2KM 24,767,000 100,00 0,61 2KM 24,767,000 100 054 DPUPR
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Rehabiltasi Bendung Irigasi Jumiah Bendung Irigasi yang Direhabilasi 2 Bendung 2 Bendung 1,029,000000 | 2 Bendung - | 2Bendung 1,017,307,100 | 2 Bendung - | 28endung - | 10000 - | 2Bendung - 100 - DPUPR
Operasi dan Pemelinaraan Jaringan Irigasi Permukaan l;a‘:éahr:‘g;:nngan Irigasi Permukzan yang Dioperasikan dan 5KM 5KM 1595200000 | 5KM 5661900 | 5KMm 2,036,055,600 | 5KM 5661900 [ 5KM 5661900 | 100,00 028| sKkMm 5661900 [ 100 035 DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR :Z’:;g";as”a”"ga" SPAM yang dapat diakses Rumah 072 072 10,793,938,592 4,697,000 777,777,400 4,697,000 4,697,000 4,697,000 DPUPR
sistem Air| Tersedianya Sambungan Rumah Tangga yang terbangun
~ 793,938, 4,697, 777,777, 697, 4,697, 4,697,
Nierm (SPAM) di Dasrah Kaupaten/Kota tiepiaiog 1,000 Unit 1,000 Unit 10,793,938,592 697,000 77,777,400 4,697,000 697,000 697,000 DPUPR
Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM ;‘::J':SHRE"C"’"E Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM yang 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 600,000,000 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen 100 . DPUPR
Supervisi Pembzngunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan .| dumieh Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ 1 Dokumen 1 Dokumen 79,600,000 | 1 Dokumen 4,697,000 | 1 Dokumen 172,777,400 | 1 Dokumen 4,697,000 | 1 Dokumen 4,697,000 | 10000 264 | 1 Dokumen 4697000 [ 100 590 DPUPR
SPAM Perluasan/ Optimalisasi SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Jumlzh Sambungan Rumh yang Terlayani melalui Kegiatan Padat = = P . . ® . = . ® 10000 . = 0 . oPUPR
Perdesaan Karyal SPAM Berbasis Masyarakat
Operasi dan Pemelinaraan SPAM di Kawasan Perdesaan |2 Unit SPAM Berbzsis Masyarakat yang mendzpatkan Unit Unit 173,643,750 | it - Unit - Unit - nit - | 10000 - Unit 100 - DPUPR
operasi dan Pemelinaraan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
3,820,162,500 - 2,879,574,435 - - - -
PENOELOLARN PENSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penyediaan Sapras Persampahan 01 01 DPUPR
Sistem dan Peng Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan yang i
3,620,162,500 - 2,879,574,435 - - - -

di Daerah Kabupaten/Kota bangun 6 Unit 6 Unit DPUPR

R T
ey e F:,';Z:aa';:: “Ta:f/ ST‘?;Q,' :;"N iﬂzﬂj‘:’gs Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Tekris Sistem Pengelolaan
Kwi"angan P Persampahan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS Kewenangan 1 Dokumen 1 Dokumen 173,643,750 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 150,000,000 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen - 100 - DPUPR
Kepamota Kabupaten/Kota yang Disusun
Pembangunan Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani 500 Rumeh . 500 Rumah | 500 Rumen p 500 Rumah | 500 Rumah . | 500 Ruman
TPATPST/SPAITPS-3RITPS TPAITPST/SPAITPS-3RITPS 500 Rumah Tangga Tangga 1157625000 | 7 g Tangga 195,000,000 | 7 oga Tangga 10000 Tangga 100 - DPUPR
Rehabiltasi TPA/ TPST/ SPA TPS-3R/ TPS Jumieh TPAITPST/SPATTPS3RITPS yang Direhabilasi 2Unit 2 Unit 752456250 | 2 Unit B 304574435 | 2unit - 2ot - | 10000 < 2ot 100 . DPUPR
Penyediaan Sarana Persampahan Jumlzh Sarana Persampahan yang Disediakan 4Unit 4Unit 736,437,500 [ 4 unit < | auni 1930000000 | 4 Unit 4unit - | 10000 4unit 100 . DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang memiliki sistem air limbah o . 7633.038.752 6523700 3320277200 6523700 6,523,700 6,523,700 DPUPR
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH yang Layak
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah .o o 2 sistom Air Limbah yang terbangun 500 Unit 500 Unit 7,633,033,752 6,523,700 3,320,277,200 6,523,700 6,523,700 6,523,700 DPUPR
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem
Pengelolzan Air Limbah Domestik dalam Daerzh Jumiah Rencna Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD dalam Dokumen Dokurmen 100,000,000 | Dokumen - | ookumen - | ookumen - | ookumen - | 10000 - | ookumen - 100 - DPUPR
Daereh Kabupaten/Kota yang Disusun
Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/ Rehabiltasi/ Peningkatan/ Perluasan | Jumiah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunany Rehabilasi/
Sistem Pengelolaan Air Limbzh Domestik Terpusat Skala | Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah 1 Dokumen 1 Dokumen 127,338,750 | 1 Dokumen 6523700 | 1 Dokumen 202,777,200 | 1 Dokumen 6523700 | 1 Dokumen 6523700| 10000 322 | 1 Dokumen 6523700 100 512 DPUPR
Kota Domestik Terpusat Skala Kota
Pemb /Penyed Jumlah Rumah T Tersambung dengan Sist 500 Rumeh 500 500 Rumeh 500 Rumah 500 Rumah 500 Rumeh
embangunan/Penyediaan jumiah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem umd T . um umd . u . . u .
Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 500 Rumah Tangga Tangga 406,595,002 sumah Tangga 3126500000 T ga Tangga 10000 Tangga 100 DPUPR
angga
ROGRAM PENGELOLAAN DAN
isi Bail 26,492,248,125 6,912,000 28,207,871,545 6,912,000 6,912,000 6,912,000
P B ANG AN SN DRAINASE Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik % 25,07 DPUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 5000
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah | Tersedianya Pajang Sistem Drainase yang terbangun 5.000 Meter pyiond 26,492,248,125 6,912,000 28,207,871,545 6,912,000 6,912,000 6,912,000 DPUPR
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Tekis Sistem | Jumiah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Sokumen Dokunen 115762500 | Dokurmen N - | okumen | vorumen 10000 I - 0 . oPUPR
Drainase Perkotaan Perkotaan yang Disusun
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun 5000 Meter 5000 Meter 17,810,060,625 | 5,000 Meter] 6,912,000 | 5,000 Meter 28,207,871,545 5,000 Meter 6912,000 | 5,000 Meter 6912000 | 10000 0,02 | 5.000 Meter 6912000 | 100 004 DPUPR
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun Dokumen Dokumen 8450,662,500 | Dokumen - | Dokumen - | okumen - | Dokumen - | 10000 - | Dokumen - 100 - DPUPR
Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem | Jumiah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Sokumen Dokmen 115762500 | Dokumen N | ookamen I w000 I . 100 . oPUPR
Drainase Lingkungan Lingkungan yang Disusun
ROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Pembangunan Infrastruktur permukiman di % 10 20,536,267,500 37,031,000 41,207,647,973 37,931,000 37,031,000 37,031,000 DPUPR
Kawasan Strategis
pada di | Tersedianya Infrastruktur Permukiman yang terbangun . ; . .
Kauasan Suraogis Dacrah Kabupstenkots o Kowean stratogis 15 Unit 15 Unit 20,536,267,500 37,031,000 41,207,647,973 37,931,000 37,931,000 37,981,000 DPUPR
Pembangunan dan Pengembangan Infrastrukiur Kawasan
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang 5 Sistem Jaringan 5 Sistem 205536,267,500 | 3 SEtEm 37931000 | °SBtEm 41.207,647,973 | B Sistem 37081000 [ 3 SEtem 37,931,000 [ 100,00 009 | SSistem 37031000 | 100 018 DPUPR
Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jaringan Jaringan Jaringan Jaringan Jaringan Jaringan
Kabupaten/Kota
ROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB % 15 434,994,958,125 14,522,200 41,003,343,140 14,522,200 14,522,200 14,522,200 DPUPR
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah A ) ) ;
. ’ Tersedianya rekomendasi pemberian dan penerbitan 10
Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan | 0 0\ b oo o nan 10 434,994,958,125 14,522,200 41,003,343,140 14,522,200 14,522,200 14,522,200 DPUPR
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Codona gedung asi
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | Kode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outpu/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
:em"g‘i"f’?;if;";fceg::agi '(ZS"‘LF“)AEP";:;:RT&:"BQ";’/:::" Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung
9 2 (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tim Profesi Anli (TPA) Dokumen Dokumen 173643750 | Dokumen - | Dokumen - | okumen - | Dokumen - | 10000 - | Dokumen - 100 - DPUPR

Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung

Pendataan Bangunan Gedung serta mplementasi SIMBG
serta Implementasi SIMBG

dan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan

Bangunan Gedung Daerah Pemantaatan Bangunan Gedung Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 434,821,314,375 | 5 Dokumen 14,522,200 | 5 Dokumen 41,003,343,140 | 5 Dokumen 14,522,200 | 5 Dokumen 14522200 | 100,00 0,04 | 5 Dokumen 1452200 [ 100 000 DPUPR
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap % 60 DPUPR

OGRAM PENYEL JALAN 388,099,569.375 34,985,650 389,726,506,493 34,985,650 34,985,650 - 34,985,650

Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik % 845 DPUPR
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Leg:f::"ya Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi 8582 KM 8582 KM 388,099,569,375 34,985,650 389,726,506,493 34,985,650 34,985,650 34,985,650 DPUPR
?;":”::g:";;"z":;i‘;:: dan Strategi PengembagaN | o Dokurmen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis
T b e Kajian Kebijakan Bantuan Teknis Bimbingan Teknis Pengelolaan 3 Dokumen 3 Dokumen 2,000,000,000 | 3 Dokumen - | 3 Dokumen 1,600,000,000 | 3 Dokumen - | 3 Dokumen - | 10000 - | 3 Dokumen 100 - DPUPR

'yelengg: Pengendalian

Jalan dan Jembatan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informesi Terkeit Kondisi Jalan/Jembatan 2 Dokumen 2 Dokumen 1,000,000000 | 2 Dokumen - | 2 Dokumen 600,000,000 | 2 Dokumen - | 2Dokumen - | 10000 - | 2Dokumen 100 - DPUPR
Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 10KM 10KM 23,067,993.375 | 10kM 21,085,600 | 10 KM 26,767,876,065 | 10KM 21,085600 | 10kM 21,085,600 | 100,00 008 | 10km 21085600 | 100 009 DPUPR
Pelebaran Jalan Menambah Lajur Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur 1KM 1KM - 1KM - | 1km 1035570806 [  1KM - 1KM - | 10000 - 1KM - 100 #DIVI0! DPUPR
Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonsiruksi Jalan 45KM 5KM 108,461,355,750 | 45 KM 13900050 | 45 KM 281,417,065.103 | 45 KM 13,900050 | 45KMm 13,900,050 | 100,00 000 | a5KM 13900050 [ 100 001 DPUPR
Rehabilasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilasi 1KM 1KM 1215506250 [ 1KkM - | 1km 323025629 | 1kM - 1KM - | 10000 - 1KM - 100 - DPUPR
Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemelinaraan Secara Berkala 1167KM 1167KM 10,000000,000 | 1167 KM - | 1167km 24,780841.273 | 1167 KM - | 1167KM - | 10000 - | 1167kM 100 - DPUPR
Pemelinaraan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemelineraan Secara Rutin 1167KM 1167 KM 10,000,000,000 | 1.167 KM - | 1167km 8,850,084,852 | 1.167 km - | 1167kM - | 10000 - | 1167kM 100 . DPUPR
Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 50M s0M 12,493,089,000 |  50M - 50M 19,968627,077 | 50 s0Mm - | 10000 soMm 100 . DPUPR
Pemelinaraan Rutin Jembatan Panjang Jembatan yang Dilekukan Pemelinaraan Secara Rutin 100M 100M 500,000,000 [ 100 M - | 100m 2011727225 | 100m - | 100m - | 10000 - | 10m 100 - DPUPR
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | Kode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outpu/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Pemelinaraan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dilekukan Pemelinaraan Secara Berkala 100M 100M 1000000000 [ 100M - | wom 2011727225 | 100m - | wom - | 10000 - | 10m 100 - DPUPR
Panjang Jalan dan Jembatan yang
Penanggulangan Bencanal Tanggap Darurat Terehabiliasi/ Terekonstruksi Akibat KM KM 1000000000 [ KM - KM 1283100000 | KM - KM - | 10000 - KM 100 - DPUPR
Bencana
dan Evaluasi Jalaniderpatan | e Dokumen Hsi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggarean Dokumen Dokumen 200,000,000 [ 100 M - 100M - 100M - 100M - | 10000 - 100M 100 - DPUPR
JalanVdembatan
g Teknis Jumiah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggarazn Dokumen Dokurmen 800,000,000 KM - KM - KM - KM - 100,00 - KM 100 . DPUPR
Jalan/Jembatan
Pembangunan Jalan Strategis Desa Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun KM KM 22,050,000000 | 100m - | w00m < | w00m 100M - | 10000 - | 10m 100 . DPUPR
Rekonstruksi Jalan Strategs Desa Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonsruksi KM KM 88,262500000 | KM - KM - KM KM - | 10000 - KM 100 - DPUPR
Pembangunan Jembatan Gantung Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun 3unit 3Unit 15,049,125000 | 3 Unit < | suni 12,977,789,158 | 3Unit 3unit - | 10000 < | sunit 100 - DPUPR
Penggantian/Rehabiltasi Jembatan Gantung Jumlah Jembatan Gantung yang DigantiDirehabilitasi 2 Unit 2 Unit 1000000000 [ 2 Unit < | 2uni 1300941413 | 2Unit - 2unt - | 10000 < 2unt 100 - DPUPR
N NGEMBANGAN.  JASA Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat 0,325 0,325 2,466,51,587 2,428,000 2,153,701,700 2,428,000 DPUPR
iznﬂy;:nkgs?araan Pelatihan Tenaga Terampil Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi yang di Latin 60 Orang 60 Orang 994,858,562 - 808,750,700 - DPUPR
Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatitan | Jumiah Dokumen Perencanaan Pelatinan Tenaga Kerja Konstruksi 1 Dokumen . bokumen 61000000 | 1 Dokumen |1 dokemen 64454100 | 1 Dokumen | dokmen w000 | dokumen 0 . oPUPR
Tenaga Terampil Konstruki Kualifiasi Jabatan Ahli
Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatinan Tenaga Kerja
Penyiapan Instruktur/ Asesor/ Penyelenggara Pelatinan Konstruksi Kualfikesi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Orang Orang 171,000,000 | Orang - | orng - | orang - | orng - | 10000 - | orng 100 - DPUPR
yang Disiapkan
Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatinan Tenaga Terampil |Jumish Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatinan Tenaga
84,506,625 - 82,996,500 - - .
P Ko st Kuntfica st Onritor Tekon s Al 1 Dokumen 1 Dokumen 506,625 | 1 Dokumen 1 Dokumen 996,500 | 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 100 DPUPR
’ ’ ) Jumizh Tenaga Kerja Konstruksi Kualfikasi Jabatan Operator dan
325,851,937 - 373,955,800 - .
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Tk st ol yang Mot Pltihan 60 Orang 60 Orang 851,937 | 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100,00 60 Orang 100 DPUPR
Identifiksi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan dasa | Jumleh Dokumen Hasil dentifcasi Potensi Kerja Sama dan 1 Dokumen 1 Dokumen 68,000,000 | 1 Dokumen - | 2 Dokumen 8,000,000 | 1 Dokumen 1 Dokumen - | 10000 - | 1Dokumen 100 - DPUPR
Konstruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)

Jumleh Tenaga Kerja Konstruksi Kualfkasi Jabatan Operator dan . . . . .

Fasilasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Teknsi o ol g Tersrtint 30 orang 30 orang 109,500,000 | 30 orang 30 orang 113,929,000 | 30 orang 30 orang 100,00 30 0rang 100 - DPUPR
P [

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan s00mag 500rang 126000000 | 50 0rarg | so0mmg 120520500 | 50 Orang | s00rg | 10000 | sooreng . 100 ) DPUPR
Konstruksi Kapasitas Kelembagaan Konsruksi
PemantaLan dan Evaluesi Kegatan Peatinan Tenaga Jumieh Dolaumen Hasil Pemanauan dan Evaluasi Kegatan 1 Dokumen 1 Dokumen 46,000,000 | 1 Dokumen - | 2 Dokumen 44,484,800 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen - 100 - DPUPR
Terampil Konstruksi Pelatinan Tenaga Terampil Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 7

Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi 7 Dokumen 742,762,650 2,428,000 610,365,900 2,428,000 2,428,000 2,428,000 DPUPR
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | e Laporan Penyelenggarazn Dukungan Manzjemen Sistem 1 Laporan 1 Laporan 91,350,000 | 1 Laporan - | 1Laporan 54,311,500 | 1 Laporan - | 1 Laporan . 100,00 - | 1Laporan 100 . DPUPR

Informasi Jasa Konstruksi
Penyediazn Peranghat Pendukung Layanan Informasi Jzsa | Jumiah Data dan Informeasi yang Dinasilken dari Perangkat 1 Dokumen 1 Dokumen 65058525 | 1 Dokumen - [ 1 Dokumen 61,080,700 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen 100 - DPUPR
Konstruksi Pendukung Layanan Informsi Jasa Konstruksi
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang | Jumiah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR

50,000,000 - . . . . )
Do Dibkbamatan dangan Skemd KPDBU Jang Donat Dikamakan dengan Skema KPBU Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100,00 Dokumen 100 DPUPR
penyususan Data dan Infores Potenst RISKO MESST g Datadan Iformsi Potensi Risiko InvestasiInfastuktur Dokumen Dokumen 80,000,000 | Dokumen - | Dokumen - | pokumen - | ookumen - | 10000 - | Dokumen 100 - DPUPR
enysunen Data dan Informasi Tenaga Kerfadan Badan {5, ata an Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Dokumen Dokumen 60,000,000 | Dokumen - | Dokumen - | okumen - | Dokumen - | 10000 - | Dokumen - 100 - DPUPR
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan | Jumiah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan 4 Dokumen + Dokumen 162000000 | & Dokumen |4 pokumen 375591500 | 4 Dokuren I - w000 I T . 100 . oPUPR
Material dan Peralatan Peralatan
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Jumiah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 1 Dokumen 1 Dokumen 68,000,000 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 66,461,100 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen - 100 - DPUPR
Penyusunan Data dan Informsi Tertb Penyelenggaraan
Pekerjaan f:l;"n':::uf:" dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjoan 1 Dokumen 1 Dokumen 61,354,125 | 1 Dokumen 2,428,000 | 1 Dokumen 52,921,100 | 1 Dokumen 2,428,000 | 1 Dokumen 2,428,000 | 100,00 4,59 | 1 Dokumen 2428000 [ 100 396 DPUPR
Konstruksi
Zx‘:::::‘ Data dan Informasi Kecelakaan Keria Proyek |3 1.1 bata dan Informasi Kecelakaan Kera Proyek Konstruksi Dokumen Dokumen 52,500,000 | Dokumen - | Dokumen - | Dokumen - | Dokumen . 100,00 - | Dokumen 100 . DPUPR
Penyusunan Data dan Informsi Kegagalan Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi Dokumen Dokumen 52,500,000 | Dokumen - | Dokumen Dokumen Dokumen - 100,00 Dokumen 100 - DPUPR
Bangunan/Konstruksi
) Tersedianya Dokumen penertiban izin usaha jasa konstruksi

Penerbitan lzin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non | S0 2 bokumen 2 302.93075 186,095,800 . . oPUPR
Kecil dan Kecil) Dokumen

Kecil dan kecil)
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 Anggaran RKPD Tahun 2023 | Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
) . )
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | U Peraturan di Dacreh Terkait Perizinan Beruszha Berbasis 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 | 1 Dokumen! - | 1 okumen 6,318,500 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen - 100 - DPUPR
Risiko Subsektor Jasa Konsiruksi,
Dukungan/Fasiltasi Penyelenggaraan Penerbitan
Jumiah Rekomendasi Tekis IUJK Nasional yang Diterbitkan 1 Dokumen 1 Dokumen 72,930,375 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 61,738,300 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 10000 - | 1 Dokumen - 100 - DPUPR
Rekomendasi Tekis IUJK Nasional
P Peningkatan K: B e h P Mengikui P Peningk
embinaan dan Peningkatan Kapasiias Badan Usana Jasa | Jumiah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningiatan 100 Orang 100 Orang 140,000,000 | 100 Orang - | 100 Orang 118,039,000 | 100 Orang - | 100 0rang - 100,00 - | 100 0rang - 100 - DPUPR
Konstruksi Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
Pemantauan dan Evaluasil UJK Nsioral yang Telah Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Sokumen Dokumen 50000000 | Dokamen | vormen | ormen | oormen 10000 | ookemen 0 . oPUPR
Diterbitkan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruki
Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan )
336,000,000 548,489,300 - -
e B e Tersedianya Laporan Pengawasan Jasa Konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 000, 489, DPUPR
Penyusunan SOP/Pedoman ’ ’
d ' ’ Jumizh SOP/Pedoman Tertb Usaha Tertib Penyel d
Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan| ™" edoman Tertib Usaha Terth Penyelenggaraan dan 1 Dokumen 1 Dokumen - | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 58,010,800 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen . 10000 - | 1 Dokumen 100 “DIVIO! DPUPR
¢ Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Jasa Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Tertib Jumiah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertio
Penyelenggarazn dan Tertib Pemanfaatan Jasa Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa 100 Orang 100 Orang 183,000,000 | 100 Orang - | 100 0rang 183,786,000 | 100 Orang - | 1000rang - | 10000 - | 100 0rang 100 - DPUPR
Konstruksi Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Tertb ’ ’
: Jumlah Dokumen P dan Evaluasi Tertb Usaha Tertib
Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa miah Dokumen Pengawasan dan Bvaluasi Terib tseha Tert 1 Laporan 1 Laporan 153,000,000 | 1 Laporan - | 1Laporen 306,692,500 | 1 Laporan - | 1 Laporan - | 10000 - | 1 Laporan 100 - DPUPR
e Pengelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
PRLRJgI?EAM PENYELENGGARAAN PENATAAN | o ntase Ketaatan terhadap RTRW % 55 1,972,372,500 161,690,624 2,465,815,500 161,690,624 161,690,624 161,690,624 DPUPR
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan | Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Yang 5
1,017,828,000 8,831,440 1,658,664,500 8,831,440 8,831,440 8,831,440
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota |Dihasilkan 5 Dokumen Dokumen DPUPR
Pelaksanaan Persetuuan SUbStansh, EVaaSi,KOMSUKGS | o
Evaluasi dan Penetapan RTRW ) g 1 Dokumen 1 Dokumen - | 1 Dokumen 5289640 | 1 Dokumen 191,272,600 | 1 Dokumen 5,289,640 | 1 Dokumen 5289640 | 10000 277 | 1 Dokumen 5280640 | 100 #oIvio! DPUPR
Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan
Substansi, Evaluasi, Konsutasi Evaluasi dan Penetapan | Jumiah Dokumen Persetujuan Substansi,
797,603, - 458, 4 - - - -
o vk don Poncapan RRTR KobupaterKota 2 Dokumen 2 Dokumen 97,603,625 | 2 Dokumen 2 Dokumen 1,458,148,400 | 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 2 Dokumen 100 DPUPR
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan  |Jumiah Dokumen Kebijakan Perdal Perkada selin RTRW Sokumen Dokumen 110250000 | Dokermen | vokmen | ormen | oormen 10000 | ookamen 0 . oPUPR
Ruang Kabupaten/Kota
Sostalisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 2 Dokumen 2 Dokumen 109974375 | 2 Dokumen 3,541,800 | 2 Dokumen 9,243,500 | 2 Dokumen 3,541,800 | 2 Dokumen 3541800 [ 10000 38,32 | 2 Dokumen 3501800 [ 100 32 DPUPR
Bidang Penataan Ruang Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 3 Dokumen 3 240258875 5731238 179,851,600 6731238 5731238 5731238 oPUPR
Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Dokumen
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | Kode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outpu/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumizh Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW 1 Dokumen 1 Dokumen 89,137,125 | 1 Dokumen 1,293,100 | 1 Dokumen 63,352,200 | 1 Dokumen 1,293,100 | 1 Dokumen 1,203,100 | 100,00 2,04 | 1 Dokumen 1,293,100 [ 100 145 DPUPR
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyusunan RRTR t;gu'a"az‘:xzz“ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyustnan RRTR 1 Dokumen 1 Dokumen 71,772,750 | 1 Dokumen 5,438,138 | 1 Dokumen 53,771,400 | 1 Dokumen 5,438,138 | 1 Dokumen 5438138 | 100,00 10,11 | 1 Dokumen 5438138 | 100 758 DPUPR
Kabupaten/Kota P
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang mzx‘km Peningkatan pemahaman dan tanggung jawel 1 Dokumen 1 Dokumen 83,349,000 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen 62,828,000 | 1 Dokumen - | 1 Dokumen - 100,00 - | 1 Dokumen - 100 - DPUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Sinkrornisasi 1 Dokumen 1 110285625 146127946 627,199,400 146127946 146127946 146,127,945 oPUPR
Ruang Daerah Ruang Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Inentif
88,200,000 - . B . . B
Diemsent Biang Penatoen Reary o Dishent Bidang Perataan Ruang Dokumen Dokumen 200,000 | Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 100,00 Dokumen 100 DPUPR
Koordinsi dan Sinonisasi Penertiban dan Penegakan | Jumleh Dokumen Koordinesi dan Sirkronisasi Penertban dan Dokumen Dokumen 66.150,000 | Dokumen | ookumen | ookumen | ooxumen 000 | ookumen 0 . oPUPR
Hukum Bidang Penataan Ruang Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil
275,625,000 10,821,236 203,683,100 10,821,236 10,821,236 973 10,821,236
Negert Sl (P9NS) Brlang Penatan Fumng (PPNS) Bidany Penatzan Ruang 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 10 Kasus 100,00 10 Kasus 100 719 DPUPR
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinesi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 280,310,625 | 1 Dokumen 126,306,710 | 1 Dokumen 423,516,300 | 1 Dokumen 126,306,710 | 1 Dokumen 126306710 | 10000 2982 | 1 Dokumen 126306720 [ 100 4506 DPUPR
1141  |DINAS P2KP 551,473,539 9,181,127,106 551,473,539 551,473,539 551,473,539
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah 515,861,539 4,477,085,206 515,861,539 515,861,539 11,52 515,861,539 DPKPP
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  [Daerah, Kabupaten/ Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Dokumen Dak‘jmen 4,678,498,562 431,826,039 3,817,079,986 431,826,039 431,826,039 1,31 431,826,039 9,23 DPKPP
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN Bulan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 405,473,539 ; . 3,620,527,986 405,473,539 405,473,539 120 405,473,539 DPKPP
orang/bulan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Administrasi Pelaksanazn Tugas ASN Dokumen 26,352,500 | 1 Dokumen 176,610,000 26,352,500 26,352,500 149 26,352,500 DPKPP
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Dokumen - | 3 Dokumen 10,942,000 - - - - DPKPP
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Dokumen 9 106,205,000 . 29,800,800 . . . . oPKPP
Perangkat Daerah Evaluasi Perangkat Daerah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Darah Dokumen - | 2 Dokumen 20,580,000 - - - DPKPP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan - | 5Laporan 10,220,800 - . - - DPKPP
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Perkantoran TA an:men 655,000,000 23,751,084 274,472,900 23,751,084 23,751,084 865 23,751,084 363 DPKPP
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | Kode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan | indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (outpu/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung -
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan s | sraet 499400 ) ) ) oPKPP
Bangunan Kantor Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlzh Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis - | 3Pt 20,050,500 - - - DPKPP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistk Kantor Jenis 255,014 | 3Paket 30,027,900 255,914 2555914 851 2555914 DPKPP
Penyediaan barang cetakan dan penggandazn Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jenis 760,000 | 2 Paket 24,995,100 760,000 760,000 304 760,000 DPKPP
Fasiltas kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilasi Kunjungan Tamu TA 1,485,370 | 30 Laporan 30,008,000 1,485,370 1,485,370 495 1,485,370 DPKPP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD "s“;"P";h Laporan Penyelenggaraan Repat Koordinasi dan Konsultasi TA 16,549,800 La;i”m“ 150,000,000 16,549,800 16,549,800 11,03 16,549,800 DPKPP
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis pengelokin SPBE Perumahan Bun 2400,000 | 4 Dokumen 14,400,000 2,400,000 2,400,000 16,67 2,400,000 DPKPP
Elektronik pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Dokumen Administrasi Kepegawaian Paket Dukémen 206,000,000 - 19,600,000 - - - - DPKPP
Pengadaan Pakeian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumiah Paket Pakaian Dinas Beserta Alribut Kelengkapannya Paket - | s2Paket 10,600,000 - - - DPKPP
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang % 382,399,750 49,134,416 269,882,520 49,134,416 19,134,416 1821 49,134,416 1285 DPKPP
Daerah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumleh materai yang tersedia Lembar - |12 Laporan 5,500,000 - . - . DPKPP
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Komunikes, Sumber daya ar Bulan 13,134,416 | 12 Laporan 43,882,520 13,134,416 13,134,416 29,03 13134,416 DPKPP
dan lisrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor ob 36,000,000 | 12 Laporan 220,500,000 36,000,000 36,000,000 16,33 36,000,000 DPKPP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan ;..o penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Unit/Tahun 47 Unit 178,000,000 11,150,000 56,240,000 11,150,000 11,150,000 1983 11,150,000 626 DPKPP
Pemerintahan Daerah
y Jasa . Biaya . Pajek  [Jumiah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipeliaral Unit/Tahun 11,150,000 | 16 Unit 56,240,000 11,150,000 11,150,000 19,83 11,150,000 DPKPP
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | dan dibayarkan pajek dan perizinannya
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Izin Pengembangan/Pembangunan Perumahan Dokumen 12,826,700 676,300,000 12,826,700 12,826,700 190 12,826,700 DPKPP
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Dokumen 7 232000000 11302700 19,590,800 11302700 11,302,700 270 11302700 oPKPP
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota korban bencana dan relokasi Dokumen
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian umeh Dokumen data rumah korban bencara kebupatenkota bokumen 11302700 | 2 Dokumen 24618800 11302700 11302700 55 11.302700 oPKPP
Sebelumnya yang Belum Tertangani kefadian sebelumnya yang belum tertangani
Pendataan dan Verifkasi Penerima Rumah bagi Korban | Jumiah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana
Bencana Alam atau Tekena Relokasi Program kebupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupatenkota Dokumen - | 2 Dokumen 24,772,000 - - - - DPKPP
Kabupaten/Kota yang terverifikasi
zin dan Jumian penerbitan izin dan Dokumen s 155,000,000 - 80,000,000 - - - - DPKPP
Perumahan pengembangan perumahan Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan | Jumiah laporan hasil koordinas dan sinkronisasi pengendalian Laporan | 11 aporen 80,000,000 . . 3 oPKPP
Pengembangan Perumahan pembangunan dan pengembangan perumahan
dan Persiapan Penyediaan dan
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan Sosialisasi - - 1,524,000 29,650,700 1,524,000 1,524,000 514 1,524,000 DPKPP
Kabupaten/Kota
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Target RPD pada tahun 2026 (akhir

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tah

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

No | ode | UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan  [indikator Kineria Program (Outcome)/Kegiatan (output/Sub Satuan periode RPD) dengan RKPD Tahun 2022 . Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Sosialasi Standar Telais Penyediaan dan Rehabiltasi [ Jumlah wan yang mengiuti tekris orng 152400 | 1.0rng 29650700 124000 1520000 - 124000 oPKPP
Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 92 Unit
3,590,000,000 517,058,500 - DPKPP
Boncane st Relokast Program Kabupstoniota |?mlah rumah korban bencana yang tertangari Unit Rumah e 500,000,
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi Unit Rumah - fu:;‘: 391,058,500 - - - R DPKPP
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Jumiah rumah bagi korban bencana kabupatenvkota yang terbangun Unit Rumah - :u"’""a“h 126,000,000 - - DPKPP
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan Izin 11,185,300 50,003,400 11,185,300 11,185,300 22,37 11,185,300 DPKPP
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin Rekomendasi 55 77,000,000 11,185,300 50,003,400 11,185,300 11,185,300 22,37 11,185,300 DPKPP
Kabupaten/Kota Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Dalam )
11,185,300 50,003,400 11,185,300 11,185,300 23 11,185,300 DPKPP
Réneia Panaan Mol dos Komactan Bencate Jumiah I2in lokasi penanaman modal 1zin 11 Laporan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
' ) ; . ) . .
CARANA DAN UTILITAS UMM (/S0 Ketersediaan PSU Peruamhan Lokasi 3,897,729,000 DPKPP
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU Lokasi 3 Lokasi 694,580,000 - 3,897,729,000 - - - - DPKPP
yedizan Prasarans, Sarana dan Uriltas Unnum di Jumeh loksi perumahan yang isediakan prasarana, srana dan Lokasi N - 3697,729000 ) . 3 oPKPP
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hurian utltas umum yang menujang fungsi hunian
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah izin perumahan dan permukiman yang diterbitkan Dokumen 11,600,000 80,009,500 11,600,000 11,600,000 14550 11,600,000 DPKPP
tzin dan Jumian penerbitan izin dan Dokurmen 0 230,000,000 11,600,000 80,009,500 11,600,000 11,600,000 14,50 11,600,000 504 DPKPP
Kawasan Permukiman kawasan Dokumen
Fasilitasi Pemenhan Komitmen Penerbitan Izin
Kawasan Jumiah yang diterbitian Dokumen 375,100 | 2 Lokasi 21,227,200 3,751,100 3,751,100 17,67 3,751,100 DPKPP
Terintegrasi secara Elekironik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan
Kawasan dan Jumiah laporan hasil koordinasi pengendalian pembangunan dan Laporan 7,848,900 | 50 1zin 58,782,300 7,848,900 7,848,900 13,35 7,848,900 DPKPP
pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
Kumuh
1151 |satpolpp 33,835,800,000 8,536,003,364 1,172,400,914 172,400,914 1,172,400,914
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
j 31,979,800,000 7,717,204,164 1,140,469,214 1,140,469,214 1478 1,140,469,214 357
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Dokumen Daeran Satpol PP
Perencanaa Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja ersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 51,238,368 16476000 . 3 . . . Satpol PP
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah rsedinya Dokumen Perencancan dan Evalast Kinet Peranghet Dok 3 41,238,368 3 602,000 - - Satpol PP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | ersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat P . .
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerch Dok 3 40,000,000 3 9454000 Satpol PP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Dacrah 17,795,161,632 500,350,914 4,154,816,504 500,350,914 500,350,914 12,04 500,350,914 281|  satpol PP
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub

Target RPD pada tahun 2026 (akhir
periode RPD)

Realisasi Capaian Kinerja RPIMD sampai

dengan RKPD Tahun 2022

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Taht

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

wll e — 0 Anggaran RKPD Tahun 2023 Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) s/d Akhir Tahun 2023 Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%) | SKPD Penanggung et
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan (Output) Jawab
K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (%) K Rp K Rp. (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Bulan 1 17,687,161,632 493,600,914 1 4135,322,504 3 493,600,914 3 493,600,914 11,94 3 493,600,914 2,79 Satpol PP
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Bulan 14 80,000,000 6,750,000 12 15,000,000 3 6,750,000 3 6,750,000 45,00 3 6,750,000 844 Satpol PP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ )
28,000,000 4,494,000 - -
T riwulanany Semestoran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Bulan 12 12 Satpol PP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah 945,200,000 72,202,000 254,025,100 72,202,000 72,202,000 28,42 72,202,000 764 satpol PP
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya [ Tersedianya Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah Stel 178 605,200,000 178 148,750,000 - - |satpor PP
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah Bulan 12 40,000,000 12 5,235,600 - - |satpol PP
zi:‘;:'ka" dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan | o . jva L aporan Kepegawaian Perangkat Daerch Orang 5 300,000,000 72,202,000 5 100,039,500 2 72,202,000 2 72,202,000 7217 2 72,202,000 24,07 [satpol PP
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran 4,746,200,000 217,030,900 1,199,669,600 217,030,900 217,030,900 18,00 217,030,900 457|  satpol PP
Penyediaan Komponen Instalasi LstrikdPenerangan Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Bulan 12 28,000,000 12 5,475,000 - Satpol PP
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Bulan 12 40,000,000 2,927,500 12 18,478,600 3 2,927,500 3 2,927,500 1584 3 2,927,500 732 Satpol PP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Bulan 12 4,083,200,000 166,334,100 12 998,070,000 3 166,334,100 3 166,334,100 16,67 3 166,334,100 4,07 Satpol PP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Bulan 2 28,000,000 12 3,276,000 - - Satpol PP
Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran Bulan 12 160,000,000 5,721,000 12 29,770,000 3 5,721,000 3 5,721,000 19,22 3 5,721,000 358 Satpol PP
Penyelenggaraan Rapat Ko